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ABSTRAK 

 
Nama  :  Patrick Audhie, S.H. 
Program Studi :  Magister Kenotariatan 
Judul : Perolehan Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat Setelah Menjadi 

Tanah Yang Dikuasai Oleh Negara (Analisa Yuridis Putusan 
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg.No.138 
Pk/Pdt./2006). 

 
Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum bagi pemiliknya dengan cara mengumpulkan data yuridis dan data fisik.  
Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan 
perubahan sehingga mudah disajikan bagi yang berkepentingan dan dapat 
memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya. 
Kepastian dan jaminan hukum hanya dapat diberikan hanya jika data yuridis dan 
data fisik atas tanah dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran data tanah 
mengakibatkan bukti kepemilikan tanah menjadi lebih kuat. Salah satu bukti 
ketidakbenaran data tanah dapat ditemukan pada sengketa kepemilikan hak atas 
tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, Jawa Timur. 
Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah 
bagaimanakah perolehan hak atas tanah bekas hak barat setelah menjadi tanah 
yang dikuasai oleh negara. Metode penelitian yang dipakai adalah metode 
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian 
menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional tidak melampaui ataupun kurang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pihak yang kurang berkenan 
dengan hasil yang ada terhadap tanah lebih aktif dalam memperjuangkan haknya. 

 
 
Kata Kunci: 
Tanah, Permohonan Hak, Perolehan Hak. 
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ABSTRACT 

 
Name  : Patrick Audhie, S.H. 
Study Program: Master of Notary 
Title : Acquisition Of Land Rights Formerly West Rights After Becomes 

A Land Which Controlled By The State (Analysis Of Judicial 
Review Of The Supreme Court Reg.No.138 PK/Pdt./2006 
Verdict). 

 
Land registration aimed to bring legal certainty and protection for the owner by 
collecting juridical and physical data. Collected data are always maintained and 
adjusted to the changes so that can be easily presented to the concerned parties 
and to provide legal certainty and protection for the owner. Legal certainty and 
security can only be granted only if juridical and physical data of land is 
accountable. One of the uncertainty of the data of land can be found on the land 
ownership rights dispute which is located at Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, 
East Java. 
The issue raised in this study is how to acquire land rights formerly west rights 
after becomes a land which controlled by the state. The legal research method 
applied is juridical normative research methodology which focuses on the aspects 
or norms of positive law. The results suggested that the National Land Agency 
does not exceed or less in accordance with laws and regulations as well as those 
who are less pleased with the result that there is to be more active in the struggle 
for land rights. 
 
Key words: 
Land, Land Request, Land Acquisition. 
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PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

      Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis, 

memiliki peranan yang penting baik bagi manusia dalam kehidupannya maupun 

badan hukum untuk digunakan sebagai aset. Sebuah badan hukum, untuk dapat 

tetap menikmati sebidang tanah badan hukum tersebut harus mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini. 

       Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan 

dengan diwakili oleh Ir. Soekarno, dengan adanya pernyataan ini maka Indonesia 

tidak lagi berada dalam kekuasaan penjajah, dengan adanya pernyataan ini bangsa 

Indonesia tidak lagi tunduk pada hukum penjajah karena sebelum adanya 

pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun 

oleh bangsa Belanda dan kurang lebih 3 tahun di bawah penjajahan bangsa 

Jepang. 

       Akan tetapi seperti halnya dengan negara-negara yang baru terbentuk, sistem 

hukum yang mengatur tata hukum dalam negara belum dapat dibentuk maka 

berdasarkan Aturan Peralihan pasal I Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 1945) segala peraturan-peraturan yang ada pada saat diberlaku-

kannya UUD 1945 masih berlaku selama belum dibentuk peraturan-peraturan 

untuk menggantikannya
1
. 

       Berlakunya pasal I dari Aturan Peralihan UUD 1945 membawa serta 

peraturan dari Indische Staatsregeling pasal 131 ayat 2 huruf a, pasal ini berisi 

asas konkordansi yaitu asas yang memberlakukan peraturan-peraturan dari Negara 

Belanda di negara-negara jajahan, dengan berlakunya pasal ini maka Negara 

Indonesia juga berlaku peraturan-peraturan dari Negara Belanda. Selain dari 

peraturan-peraturan yang berasal dari Negara Belanda di Negara Indonesia juga 

                                                           
       

1
 Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Peralihan Psl I. 
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berlaku pula hukum adat yang berasal dan bersumber dari penduduk Indonesia 

yang terdiri dari berbagai suku bangsa.  

       Adanya peraturan-peraturan kolonialisme yang bersumber dari Negara 

Belanda dan juga hukum adat yang mengatur mengenai hukum agraria di Negara 

Indonesia mengakibatkan pengaturan-pengaturan mengenai hukum agraria 

menjadi saling tumpang tindih, membingungkan dan seringkali bertentangan bagi 

rakyat Indonesia. 

       Dalam upaya untuk mengakhiri pertentangan diantara kedua hukum agraria 

tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pembentukan 

UUPA sebagaimana tertulis dalam penjelasan umum UUPA memiliki beberapa 

tujuan, diantaranya yaitu
2
: 

 

1. Meletakkan dasar-dasar bagi peyusunan hukum agraria nasional, yang 

akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur; 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan; 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

 

       Berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 membawa beberapa 

perubahan-perubahan baik dibidang agraria di Negara Indonesia beberapa 

perubahan di bidang peraturan-peraturan agraria adalah dengan dicabutnya 

peraturan-peraturan di bidang agraria diantaranya adalah:
3
 

 

1. KUHPerdata, khususnya yang mengatur tentang hak eigendom, hak 

erfpacht, hak postal, dan hak-hak yang lainnya (Buku II KUHPerdata); 

2. Agrarische Wet Staatsblad 1870 No. 55 sebagaimana yang dimuat dalam 

pasal 51 IS; 

3. Domein Verklaring, tersebut dalam keputusan agrarian (Agrarisch 

Besluit), Staatsblad 1870 No. 118; 

4. Algemene Domein Verklaring, tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119 a. 

                                                           
       

2
 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 

Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Penjelasan Umum I. 
       

3
 J.B. Daliyo, et al., Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal 139. 
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5. Domein Verklaring untuk Sumatra, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 

1874 no 94 f; 

6. Domein Verklaring untuk Karesidenan Manado, tersebut dalam Pasal 1 

Staatsblad 1888 No. 55; 

7. Domein Verklaring untuk Residentil Zuider en Oosterafdeling van 

Borneo, tersebut dalam Pasal 1 Staatsblad 1888 No. 58; 

8. Koninklijk Besluit 16 April 1872 No. 17 dan peraturan pelaksanaannya. 

 

       Perubahan berikutnya dibidang agraria adalah berakhirnya dualisme hukum 

agraria dengan adanya unifikasi hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia. 

Dengan pembentukan UUPA yang bersumber dari hukum adat dan tercermin dari 

rumusan ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa:  

 

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah 

hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercermin dalam Undang-

Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala 

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 

agama
4
”  

 

maka berakhirlah dualisme di bidang hukum agraria yang terjadi di Indonesia 

antara hukum agraria yang bersumber dari hukum adat dan yang bersumber dari 

hukum kolonialis yang sempat menjajah Negara Indonesia. 

       Pemberlakuan UUPA berakibat pada hak-hak atas tanah yang semula terbagi 

dari hukum agraria kolonialis yang berupa hak-hak atas tanah barat dan hukum 

agraria yang bersumber dari hukum adat menjadi satu macam hak saja yang 

berlaku di Negara Indonesia, yaitu hak-hak yang diatur oleh UUPA berupa: Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa dan Hak 

Milik atas Satuan Rumah Susun. Akibat lebih lanjut terhadap hak-hak atas tanah 

barat berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA, hak-hak atas tanah barat 

harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA dan 

terhadap hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat yang lazimnya disebut 

sebagai hak ulayat menurut pasal 3 UUPA, hak tersebut diakui sepanjang masih 

ada akan tetapi di daerah di mana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan 

                                                           
       

4
 Indonesia (b), o.p cit., Psl 5. 
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kembali dan di daerah di mana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan 

hak ulayat baru
5
. 

       Demi tercapainya unifikasi hukum di bidang hukum agraria maka hak-hak 

atas tanah barat yang telah ada sebelum berlakunya UUPA harus dikonversi 

menjadi hak-hak atas tanah yang diakui oleh UUPA. Pengaturan-pengaturan 

konversi terhadap hak-hak atas tanah barat terletak pada bagian kedua dari UUPA, 

pengaturan-pengaturan ini mengatur mengenai hak-hak atas tanah barat yang 

dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang baru sesuai dengan UUPA. Adapun 

hak-hak atas tanah barat yang dikonversi menjadi hak-hak atas tanah sesuai 

dengan UUPA adalah:
6
 

 

1. Hak Eigendom, hak ini adalah hak kebendaan yang paling luas. Pasal 570 

Burgerlijk Wetboek menerangkan bahwa eigendom adalah hak untuk 

dengan bebas mempergunakan (menikmati) suatu benda sepenuh-

penuhnya dan untuk menguasainya seluas-luasnya, asal saja tidak 

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum 

yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan) yang berhak menetapkannya, 

serta tidak menggangu hak-hak orang lain, semua itu kecuali pencabutan 

eigendom (onteigening) untuk kepentingan umum dengan pembayaran 

yang layak menurut pengaturan-pengaturan umum. 

2. Hak Erfpacht, hak ini dalam pasal 720 Burgerlijk Wetboek digambarkan 

sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya (volle genot 

hebben) kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban 

untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi (jaarlijkse 

pacht) kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom dari 

pemilik itu. 

Perkataan erf tidak berarti pekarangan, seperti dalam erfdienstbaarheid, 

tetapi berarti turun temurun (erven = mewaris) untuk menyatakan bahwa 

hak itu dapat diwariskan oleh pemegang hak tersebut (erfpachter). Hak 

Erfpacht ternyata sangat luas sebagaimana ternyata dari pasal 721 ayat 1 

Burgerlijk Wetboek yang mengatakan hak erfpacht hampir tidak berbeda 

dari pemilik eigendom, kecuali satu hal, bahwa ia tidak boleh berbuat 

sesuatu sehingga tanah itu menjadi kurang harga nilainya. Ia tidak boleh 

melakukan penggalian batu, lempung, pasir dan lain-lain bagian dari 

tanah, kecuali bila dijanjikan demikian. 

3. Hak Opstal, hak ini menurut pasal 711 Burgerlijk Wetboek adalah suatu 

hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai rumah-rumah, 

bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Dari 

                                                           
       

5
 Abdurrahman (a), Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia, 

cet. 1, (Jakarta: CV. Radar Jaya Offset, 1984), hal. 81. 

       
6
 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, (Bandung: 

Alumni, 1984), hal. 25-29. 
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gambaranpasal itu dapat disimpulakn adanya kemungkinan pada suatu 

waktu sebidang tanah adalah eigendom dari seseorang A, sedangkan 

rumah, bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah itu adalah 

eigendom dari seseorang B. 

 

       Dengan adanya konversi maka hak-hak atas tanah barat disesuaikan menjadi 

salah satu hak atas tanah yang diakui oleh UUPA sebagaimana diatur dalam 

bagian kedua UUPA mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi. Pengaturan 

mengenai konversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diakui oleh UUPA 

membawa dampak bahwa terhadap hak-hak atas tanah barat yang dikonversi 

selain menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam UUPA menjadi memiliki 

batas waktu untuk menikmati hak atas tanah yang termasuk dalam peraturan 

konversi. 

       Pemilik hak atas tanah barat memiliki pilihan atas hak atas tanah yang 

dimilikinya, pilihan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan hak menjadi 

hak atas tanah yang diakui oleh UUPA ataukah hak atas tanah tersebut akan tetap 

dibiarkan menjadi hak atas tanah barat. Bagaimanpun juga hak atas tanah barat 

tersebut tidak lagi menjadi hak atas tanah barat tetapi dikonversi menjadi salah 

satu hak atas tanah yang sesuai dan diakui oleh UUPA. Setelah batas waktu yang 

ditentukan dalam UUPA telah habis maka pemilik hak atas tanah yang terkena 

peraturan konversi tersebut harus mengajukan permohonan hak atas tanah, apabila 

tidak maka pemilik hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menikmati hak atas 

tanah yang dahulu dimilikinya dan tanah yang dibebani hak atas tanah tersebut 

menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. 

       Salah satu hak atas tanah barat yang termasuk dalam hak-hak atas tanah yang 

harus mengikuti peraturan konversi adalah hak atas tanah yang menjadi obyek 

dalam putusan Peninjauan Kembali Reg.No.138 PK/Pdt./2006 antara 

Perkumpulan Olah Raga Embong Sawo (selanjutnya disebut PORES) berke-

dudukan di Jalan Embong Sawo No 1, Surabaya dengan PT Inter Surabaya 

Intiland (selanjutnya disebut sebagai PT. ISI) berkedudukan di Jalan Songoyudan 

No. 107, Surabaya, obyek dalam putusan ini adalah sebidang tanah yang setempat 

dikenal sebagai persil Jalan Embong Sawo No 1 Surabaya, dengan Sertipikat Hak 

Guna Bangunan No. 364/ K, Kelurahan Embong Kaliasin dan Sertipikat Hak 
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Guna Bangunan No. 359/ K, Kelurahan Embong Kaliasin yang keduanya tertulis 

atas nama PT. ISI.  

       Fakta yang terungkap dalam peradilan adalah bahwa persil tersebut sebagai-

mana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No 364/K dan No. 359/ K 

Kelurahan Embong Kaliasin adalah berasal dari bekas Hak Eigendom No. 5525 

dan No. 5549 yang dimiliki oleh Naamlooze Vennottschap Soerabaiasch 

Spoertterrein (selanjutnya disebut sebagai N.V SS). 

       Menurut keterangan yang diberikan oleh pihak PT. ISI sebagaimana ternyata 

dalam putusan Peninjauan Kembali Reg.No.138 PK/Pdt./2006, mereka adalah 

pihak yang berhak untuk memiliki hak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut 

berdasarkan akta jual beli no 395/VIII/1996 dan no 396/VIII/ 1996 keduanya 

tertanggal 24 Agustus 1996, yang dibuat antara PT. Aneka Usaha Perkebunan 

(selanjutnya disebut PT. AUP) selaku penjual dan PT. ISI selaku pembeli, kedua 

akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S. H., sebagaimana 

ternyata dalam ikhtisar permohonan hak yang dimohonkan oleh PT. AUP, 

perolehan hak atas tanah persil sengketa tersebut berdasarkan Penetapan Presiden 

No. 6 Tahun 1964, Keputusan Presiden no 32 tahun 1979, SK. Menteri 

Perdagangan tanggal 1 Maret 1965 No 58/M/SK/64, SK. Bersama Menteri 

Perdagangan dan Menteri Perkebunan tanggal 19 Maret 1965 No. 77 a/M/SKB/65 

dan No. 33/MEN.PERK/65, SK Menteri EKUIN tanggal 14 Agustus 1968 No. 

KEP/43/MEN EKUIN/68, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1981. 

       Pada tanggal 11 November 1987 PT. AUP  mengajukan surat permohonan 

hak atas tanah sehingga kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 364/ 

K Kelurahan Embong Kaliasin dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 359/ K 

Kelurahan Embong Kaliasin. Setelah memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah 

yang berupa sertipikat hak atas tanah, PT. AUP melakukan pengalihan persil yang 

menjadi obyek putusan Peninjauan Kembali diatas kepada PT. ISI, melalui akta 

ikatan jual beli nomor 33 tertanggal 11 April 1988 yang ditindak lanjuti dengan 

pembuatan akta jual beli no 395/VIII/1996 dan no 396/VIII/1996 keduanya 

tertanggal 24 Agustus 1996, kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris 

Abdurrazaq Ashiblie, S.H., dengan adanya akta jual beli yang mengalihkan hak 
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atas tanah, PT. ISI kemudian melakukan usaha untuk mengosongkan persil yang 

dihuni oleh PORES. 

       Selanjutnya fakta-fakta lain dalam peradilan adalah bahwa N.V SS adalah 

sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan pasal 38 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) pada tanggal 2 Mei 1905 dengan 

akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Jacobus de Bruyn Mgz, merupakan 

perseroan dengan bentuk kepemilikan saham. Saham-saham dalam perseroan 

tersebut sesuai dengan berita acara yang dibuat pada tanggal 12 April 1955 

dihadapan Goesti Djohan, wakil Notaris di Surabaya, terbagi-bagi diantara para 

pemegang saham. 

       Sebagai pihak pemohon kasasi adalah PORES, perkumpulan ini berdasarkan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat pada tanggal 17 Februari 

1971 merupakan kelanjutan dan perkembangan dari Surabaja Cricket and Lawn 

Tennis Club (selanjutnya disebut sebagai SCLTC) yang berdasarkan anggaran 

tanggal yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman tanggal 11 

Agustus 1952 No. J.A. 5/106/20. perkumpulan tersebut dibentuk pada tanggal 14 

Agustus 1897, berkedudukan di Surabaya dan didirikan untuk waktu yang tidak 

ditentukan lamanya. 

       PORES pada tahun 1988 telah mengajukan permohonan hak atas tanah yang 

menjadi sengketa tersebut akan tetapi permohonan hak atas tanah tersebut ditolak 

dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hak dari PT. AUP sehingga 

permohonan hak atas tanah ditolak. 

      Berdasarkan hal tersebut diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai cara memperoleh suatu hak atas tanah yang dituangkan 

dalam tesis yang berjudul: “PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK 

BARAT SETELAH MENJADI TANAH YANG DIKUASAI OLEH 

NEGARA (ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI 

MAHKAMAH AGUNG Reg.No.138 PK/Pdt./2006)” 

 

1.2.  Pokok Permasalahan 
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       Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas lebih lanjut dan menganalisa bahwa terdapat beberapa pokok 

permasalahan yang timbul, yaitu: 

1. Bagaimanakah cara memperoleh hak atas tanah yang sebelumnya adalah 

hak barat dan telah menjadi tanah Negara? 

2. Apakah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg.No.138 

PK/Pdt./2006 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku? 

3. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak 

ketiga yang telah membeli hak atas tanah tersebut? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan tesis ini adalah untuk 

mengetahui cara menjadi subyek hukum yang sah sehingga dapat memiliki hak 

atas tanah yang diakui oleh UUPA. Selanjutnya penelitian ini dilakukan guna 

mengetahui tata cara memperoleh hak atas tanah yang diakui oleh UUPA. 

 

1.4.  Definisi Operasional 

       Di dalam penulisan ini, yang merupakan definisi-definisi operasional yang 

dipergunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut: 

1. Land Reform. 

       Land reform dapat diartikan secara luas dapat pula diartikan secara 

sempit. Secara luas pengertian Land reform itu meliputi 5 (Panca Program) 

yaitu
7
: 

a. Pembaharuan Hukum Agraria; 

b. Penghapusan hak-hak asing dan konpensesi-konpensesi kolonial atas 

tanah; 

c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; 

d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta 

hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas tanah; 

e. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk mencukupi segala 

jenis kebutuhan secara serasi dan seimbang dan diatur penggunaan dan 

                                                           
       

7
 Arie S. Hutagalung, et al. (a), Tata Guna Tanah dan Landreform, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hal. 6. 
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pemeliharaannya sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan 

terjamin kelestariannya. 

 

Dalam arti sempit land reform hanya mencakup program ke empat yaitu salah 

satu tindakan dalam rangka Agrarian Reform di Indonesia dengan 

mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaaan atas tanah 

serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dangan penguasaan atas tanah. 

2. Tanah. 

       Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (1) 

UUPA adalah permukaan bumi dan termasuk pula tubuh bumi dibawahnya 

serta yang berada dibawah air. 

3. Hak Milik. 

       Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, “Hak milik adalah hak 

turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. 

4. Hak Guna Usaha. 

       Menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, “Hak guna-usaha 

adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, 

dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan 

pertanian, perikanan atau peternakan”. 

5. Hak Guna Bangunan. 

       Menurut pasal 35 angka 1 UUPA, “Hak guna-bangunan adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”. 

6. Hak Pakai. 

       Menurut ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, hak pakai adalah 

 

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 

yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan 

tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan Undang-undang ini. 

 

7. Sertipikat. 
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       Di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 dinyatakan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang  

yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA berupa salinan buku tanah dan surat 

ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul 

yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk diberikan kepada yang 

berhak. Kemudian dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Sertipikat adalah surat 

tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 

untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan 

dalam buku tanah yang bersangkutan. 

 

1. 5.  Metode Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang sumbernya dapat 

diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan 

pustaka
8
. Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu 

bahan-bahan hukum yang mengikat
9
 meliputi berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan konversi tanah yaitu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai 

Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat 

yang menentukan hak atas tanah ayng dapat dimiliki oleh subyek hukum, 

permohonan/pemberian hak atas tanah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara 

Pemberian Hak Atas Tanah yang digunakan PT. Inter Surabaya Intiland dalam 

memperoleh hak atas tanah dari PT. Aneka Usaha Perkebunan, penentuan subyek 

hukum yaitu Keputusan Raja 28 Maret 1879 Nomor 2 (Staatsblad 1870-64) yang 

menentukan subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah. Bahan hukum 
                                                           
       

8
 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28. 

       
9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52. 
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sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-

bahan hukum primer
10

 meliputi buku-buku, makalah-makalah, laporan-laporan 

penelitian ilmiah dan majalah-majalah ilmiah mengenai konversi tanah, 

permohonan hak atas tanah, penentuan subyek hukum. Bahan hukum tertier yaitu 

bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan 

hukum primer dan sekunder
11

 berupa kamus untuk memperoleh definisi-definisi 

istilah yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dan jika diperlukan akan 

dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. 

      Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari bentuknya 

adalah penelitian preskriptif, karena bertujuan memberikan jalan keluar atau saran 

untuk mengatasi permasalahan yang ada
12

. Berdasarkan pokok permasalahan yang 

telah diuraikan, penelitian ini ditinjau dari sudut sifatnya akan menggunakan 

tipologi penelitian preskriptif, yakni penelitian yang memberikan jawaban 

terhadap pokok permasalahan. Metode pengolahan dan analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

cara penelitian yang bertujuan untuk mengerti atau memahami dengan cara 

menganalisis secara mendalam mengenai peraturan konversi, permohonan hak 

atas tanah dan penentuan subyek hukum. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian, bentuk 

penelitian ini akan berbentuk preskriptif analitis. 

 

1. 6.  Sistematika Penulisan 

       Sesuai dengan dasar pemikiran tersebut diatas dan untuk mendapatkan 

keteraturan dan kejelasan dalam pembahasan masalah yang dihadapi maka pulisan 

tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 

       BAB I merupakan pendahuluan, yang berisikan gambaran umum yang 

mengungkapkan latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan uraian mengenai 

penulisan atau sistematika penulisan. 

                                                           
       

10
 Ibid. 

       
11

 Ibid. 

       
12

 Mamudji, o.p cit., hal. 4. 

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



12 
 

Universitas Indonesia 
 

       BAB II memuat penjelasan mengenai subyek hukum yang terdiri atas 

pengertian, dasar hukum, timbul dan hapusnya suatu subyek hukum. Memuat 

penjelasan mengenai pengertian-pengertian hak-hak atas tanah yang diakui oleh 

UUPA, subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, tata cara perolehan 

hak atas tanah. Memuat analisis hukum terhadap cara menjadi subyek hukum 

yang dapat memiliki hak atas tanah yang diakui oleh UUPA, analisis mengenai 

tata cara perolehan hak atas tanah oleh suatu subyek hukum. 

       BAB III pada bab terakhir ini merupakan penutup dan berisi uraian tentang 

kesimpulan akhir yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu 

dan berkaitan dengan hasil analisa permasalahan pada tesis ini serta diharapkan 

berguna di dalam praktik. 
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BAB II 

 

ANALISIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK 

BARAT SETELAH MENJADI TANAH YANG DIKUASAI 

OLEH NEGARA 
 

2. 1. 1. Teori dan tinjauan hukum. 

       Berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 sebagai akibat dari 

adanya keinginan untuk melakukan Land Reform yang diartikan oleh beberapa 

sarjana dan badan hukum sebagai berikut: 

1. Menurut Michael Lipton: 

“Land reform so defined is by definition an equalizing policy at least in 

intention; it may forment growth but its primary motivation is to reduce 

poverty by reducing inequality though not necessarily through helping the 

very poorest or all the poor”
1
. 

2. Persatuan Bangsa-Bangsa dalam rangka mengatasi kekaburan dan 

kesimpangsiuran dari definisi land reform, memberikan definisi agrarian 

reform sebagai bentuk perkembangan/perubahan dasar struktur pertanian 

atau kerangka institusional dari produksi hasil pertanian yang bertujuan 

baik untuk meningkatkan hasil pertanian maupun kesejahteraan sosial, 

agrarian reform ini mencakup: 

a. Land tenure, the legal customary system under which land is 

owned; 

b. The redistribution of ownership of farm property between large 

estate and peasant farms of various sizes; 

c. Land tenancy, the system under which land is operated its product 

divided between operator and owner; 

d. The organization of credit, production and marketing; 

e. The mechanism through which agriculture is financed; 

f. The burdens imposed on rural population by government in the 

form of taxation; 

                                                           
       

1
 Arie S. Hutagalung, et al. (b), Land Reform dan Tata Guna Tanah, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 3. 
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g. The services supplied by government to rural populations such as 

technical advice, educational facilities, health services, water 

supply and communication
2
. 

3. Menurut Russel King: 

Land reform adalah perubahan secara terarah dari ciri pemilikan tanah 

yang ada, yang bertujuan untuk membagikan kesejahteraan dan 

peningkatan produksi.
3
 

4. Menurut F.A.O. (Food and Agricultural Organization): 

Land reform adalah program tindakan yang saling berhubungan untuk 

menghilangkan penghalang-penghalang dibidang ekonomi dan sosial yang 

timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur 

pertanahan. 

       Bila dilihat dari definisi-definisi tersebut tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya land reform memerlukan program redistribusi tanah untuk 

keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan hak-hak individu atas 

sumber-sumber tanah. Land reform lebih merupakan alat perubahan sosial dalam 

perkembangan ekonomi, manifestasi dari tujuan politik, kebebasan dan 

kemerdekaan suatu bangsa. 

       Secara harpiah land reform berarti suatu perubahan dasar atau perombakan 

suatu struktur pertanahan. Secara tehnis pengertian land reform dapat diartikan 

secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit
4
. Dalam pengertian yang luas 

land reform ini mencakup panca program, yaitu
5
: 

 

1. Melaksanakan pembaharuan Hukum Agraria, yaitu dengan mengadakan 

perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria lama yang sudah tidak 

sesuai dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantikannya 

dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan 

masyarakat modern; 

2. Mengadakan penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan 

konsesi kolonial; 

                                                           
       

2
 Ibid. 

       
3
 Arie S. Hutagalung, et al. (a), op.cit., hal. 1. 

       
4
 Abdurrahman (b), Beberapa Aspekta tentang Hukum Agraria, (Bandung: Alumni, 1983), 

hal. 58. 

       
5
 Ibid., hal. 59. 
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3. Mengakhiri kekuasaan para tuan tanah dan para feudal atas tanah yang 

telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan 

tanah; 

4. Mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta 

berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah 

dimaksud; 

5. Mengadakan perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah 

secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan. 

 

       Sedangkan dalam pengertian yang sempit land reform hanya mencakup 

program keempat dari pengertian secara luas yaitu “mengadakan perombakan 

mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang 

berkenaan dengan penguasaan tanah dimaksud”
6
. 

       Menteri agraria Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 12 Oktober 1960 yang 

mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka siding Pleno DPR-GR menyatakan 

bahwa tujuan land reform di Indonesia adalah
7
: 

 

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat 

tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang 

adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara 

revolusioner, guna merealisir keadilan sosial; 

2. Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah 

sebagai obyek spekulasi dan obyek (maksudnya: alat) pemerasan; 

3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap 

warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi 

sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privaat bezit, yaitu hak 

milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun, 

tetapi berfungsi sosial; 

4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan 

penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan 

menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap 

keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita. 

Dengan demikian mingikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas 

tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomis 

lemah; 

5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya 

pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan 

bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata 

                                                           
       

6
 Ibid. 

       
7
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria Isi dan Pelaksanaannya, ed. revisi, cet. 8, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal 350-351. 
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dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan 

kepada golongan tani. 

 

       Gagasan mengenai land reform ini telah ada dan dimasukkan kedalam  

UUPA. Dalam undang-undang ini dan beberapa peraturan pelaksanaanya telah 

digariskan beberapa program land reform Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai 

berikut
8
: 

 

1. Mengadakan penetapan larangan untuk menguasai tanah pertanian secara 

berkelebihan dan melampaui batas. 

2. Mengadakan penetpan larangan untuk menguasai tanah yang berada diluar 

tempat kediamannya (pemilikan tanah secara absentee) 

3. Melaksanakan redistribusi kelebihan tanah dari batas maksimum, tanah-

tanah absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara 

lainnya. 

4. Menetapkan pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah 

pertanian yang digadaikan. 

5. Menetapkan batas minimum pemilikan tanah pertanian dengan larangan 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan 

pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil. 

 

       Landasan hukum pelaksanaan land reform, antara lain:
9
 

1. Landasan idiil: Pancasila 

2. Landasan Konstitusional: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

3. Landasan operasional: 

a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 7, 10, 13, 15, 17 

dan 53; 

b. Undang-Undang (UU) Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian; 

c. UU Nomor 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian; 

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224/1961 tentang Pelaksanaan 

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi; 

e. PP Nomor 41/1964 tentang Perubahan dan tambahan PP Nomor 

224/1961; 

                                                           
       

8
 Abdurrahman (b), hal. 60. 

       
9
 Arie S. Hutagalung, et al. (b), op.cit., hal. 11. 

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



17 
 

Universitas Indonesia 

f. PP Nomor 4/1977 tentang Pemilikian Tanah Pertanian secara 

Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15/1974 tentang 

Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Land Reform; 

h. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1980 tentang 

Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 2/1960; 

i. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/1980 tentang 

Kebijaksanaan Pencetakan Sawah; 

j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 

3/1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah dan Obyek Land 

Reform Secara Swadaya; 

k. UU Nomor 24/1992 tentang Tata Ruang; 

       Sementara Pasal-Pasal dalam UUPA yang mengatur mengenai pelaksanaan 

dari land reform adalah sebagai berikut
10

: 

 

1. Pasal 7 yang menentukan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan 

umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak 

diperkenankan; 

2. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah mencegah adanya 

usaha-usaha dalam lapangan agraria dan organisasi-organisasi dan 

perorangan yang bersifat monopoli swasta; 

3. Pasal 14 yang mengatur kewajiban Pemerintah untuk mengadakan rencana 

umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan 

ruang angkasa baik tingkat pusat maupun daerah; 

4. Pasal 17 yang menentukan: 

a. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas 

maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai dengan 

sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan 

hukum. 

b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu 

yang singkat. 

c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum 

termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh pemerintah dengan 

ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang 

membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

pemerintah. 
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d. Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan 

secara berangsur-angsur. 

 

       Sesuai dengan tujuan Land reform tersebut diatas dan situasi dan kondisi 

agraria di Indonesia pada waktu itu, maka disusun program Land Reform yang 

meliputi 6 program yaitu:
11

 

 

1. Larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum; 

2. Larangan pemilikan tanah secara guntai/absentee; 

3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-

tanah yang terkena larangan “absentee”, tanah – tanah bekas swaparaja 

dan tanah-tanah Negara; 

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 

digadaikan; 

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan  

6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terpecahnya 

pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau 

kecil. 

 

       Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi 

rakyat terhadap aparat pelaksana peraturan perundang-undangan yang masih 

belum lengkap dan sifatnya terlalu birokratis dalam memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang agraria, maka 

diterbitkanlah catur tertib pertanahan yaitu
12

: 

 

1. Tertib hukum pertanahan, dengan tertib ini diharapkan akan menimbulkan 

kepastian hukum pertanahan sebagai pengayoman hak-hak atas tanah dan 

penggunaannya yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk menciptakan 

suatu suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat yang dapat 

mendorong kegairahan kerja; 

2. Tertib administrasi pertanahan, tertib ini dimaksudkan untuk 

memperlancar setiap urusan yang menyangkut tanah dan sudah tentu akan 

menunjang lancarnya pembangunan, oleh karena setiap pembangunan 

memerlukan tanah sebagai sumber daya ruang atau faktor produksi; 

3. Tertib penggunaan tanah, tertib ini berarti bahwa tanah harus 

dipergunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya 
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 Harsono, op.cit., hal. 353. 
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 Abdurrahman (b), op.cit., hal. 25. 
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kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945; 

4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, tertib ini merupakan 

suatu upaya untuk mencegah kerusakan tanah, memelihara kesuburannya 

dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung di atas 

ataupun di dalam tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis 

lemah. 

 

       Abdurrahman memberikan catatan mengenai pembaharuan dalam bidang 

hukum agraria bahwa terhitung sejak diundangkannya undang-undang pokok 

agraria telah terjadi perombakan fundamental dari pada hukum agraria Indonesia 

berupa penjebolan hukum agraria lama dan titik tolak Pembangunan Hukum 

Agraria Nasional yang baru
13

, lebih lanjut Abdurrahman menjelaskan  

 

Pembaharuan di dalam hukum Agraria Nasional adalah didasarkan pada suatu 

pokok pikiran bahwa hukum Agraria lama yang bercorak dualistis, kurang 

menjamin kepastian hukum bagi rakyat Indonesia yang sebagian berdasarkan 

tujuan dan sendi-sendi kolonial atau setidak-tidaknya terpengaruh oleh hal 

tersebut, bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara yang sedang 

melaksanakan pembangunan. Atas dasar tersebut oleh karenanya perlu untuk 

diciptakan suatu undang-undang pokok agraria yang didasarkan pada landasan 

Nasional, bersifat sederhana dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

Pembangunan Nasional pada saat itu dan memberikan jaminan kepastian 

hukum bagi seluruh Rakyat Indonesia.
14

 

 

       Undang-undang Nomor 56 Prp/1960 yang lebih dikenal sebagai undang-

undang Land reform mengatur tiga masalah pokok, yaitu:
15

 

 

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian; 

2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk 

melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pemecahan pemilikan 

tanah-tanah itu menjadi bagian yang terlampau kecil; 

3. Penetapan tentang pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang 

dijadikan. 

 

        Menurut Eddy Ruchiyat dalam bukunya “Politik Pertanahan Sebelum Dan 

Sesudah Berlakunya UUPA” hal 6, pada jaman kolonial di Indonesia terdapat 
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 Ibid., hal. 29. 

       
14

 Ibid., hal. 30. 

       
15
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dualisme atau pluralisme di bidang hukum agraria. Ada tanah-tanah yang 

termasuk dalam suasana hukum Eropa di samping tanah-tanah yang termasuk 

suasana hukum Adat. Lebih lanjut menurut Eddy Ruchiyat ada tanah yang disebut 

tanah-tanah Eropa atau tanah-tanah Barat dan tanah-tanah Indonesia atau tanah-

tanah Adat. Di samping itu masih ada lagi tanah-tanah yang dinamakan tanah-

tanah Tionghoa, misalnya landerijenbezitsrecht. Tanah-tanah Eropa ialah tanah-

tanah yang terdaftar menurut Ordonansi Balik Nama, S. 1839-27 untuk 

memperolehnya. 

       Masih dalam bukunya, Eddy Ruchiyat menyebutkan bahwa: 

 

Gouw giok siong dalam bukunya “Hukum Agraria antar Golongan” 

halaman 8 menunjuk pada yang disebutnya “tanah-tanah Tionghoa”, yaitu 

tanah-tanah yang dipunyai dengan ladenrijenbezitsrecht. 

Ladenrijenbezitsrecht adalah hak yang dengan sendirinya diperoleh 

seorang Timur Asing pemegang hak usaha di atas tanah partikelir, yang 

sewaktu-waktu tanah partikelir itu dibeli kembali oleh Pemerintah (Pasal 3 

S. 1913-702 setelah diubah dengan S. 1926-421). Tanah dengan hak 

tersebut hampir semuanya berada di tangan Tionghoa dan memiliki 

keistimewaan bahwa (tidak terbatas pada Timur Asing Tionghoa saja) jika 

jatuh di tangan orang Indonesia (asli) karena hukum statusnya menjadi hak 

milik. Oleh sebab itu menurut sifatnya sebenarnya hak tersebut tidaklah 

lain daripada hak milik, yaitu hak Indonesia yang subyeknya terbatas pada 

orang-orang dari golongan Timur Asing, terutama Timur Asing Tionghoa. 

 

2. 1. 1. Hak-Hak Atas Tanah. 

2. 1. 1. 1. Sejarah Hak Atas Tanah. 

       Sebelum berlakunya UUPA, Negara Indonesia memiliki berbagai macam 

perangkat hukum Agraria yang berlaku bersamaan yaitu
16

: 

 

1. Hukum Agraria yang bersumber dari Hukum Adat yang berkonsepsi 

komunalistik religius; 

2. Hukum Agraria yang bersumber dari Hukum Perdata Barat yang 

individualistik-liberal; 

3. Hukum Agraria yang berasal dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja, 

yang umumnya berkonsepsi feodal. 
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       Pada masa ini hak-hak atas tanah di Negara Indonesia antara lain diatur 

dalam
17

: 

 

1. S. 1890 – 55 (Agrarisch Wet); 

2. S. 1925 – 447 (wet op de staatsinrichting van nederlands indie); 

3. S. 1870 – 118 (Agrarisch Besluit); 

4. S. 1875 – 119a (Algemene Domeinverklaring); 

5. S. 1874 – 947 (Domeinverklaring untuk Sumatera); 

6. S. 1877 – 55 (Domeinverklaring untuk Manado); 

7. S. 1888 – 58 (Domeinverklaring untuk Residentie Zuideren Oosterfdeling 

Besluit); 

8. S. 1872 – 117 (Koninklijk Besluit); 

9. Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W); 

10. Hukum Adat dan peraturan-peraturan lainnya. 

 

       Dualisme dalam hukum tanah bukan karena para pemegang hak atas tanah 

berbeda Hukum Perdatanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku 

terhadap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status atau 

kedudukan hukum sendiri, terlepas dari status hukum subyek yang 

mempunyainya
18

. 

       Politik pertanahan sebelum berlakunya UUPA mempunyai 2 karakteristik: 

1. Hukum agraria lama bersifat dualistik. 

Bersifat dualistik karena peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini 

adalah peraturan-peraturan yang berasal dari Hukum Barat dan Hukum 

Adat. Tanah-tanah yang tunduk pada peraturan dari Hukum Perdata 

adalah
19

 tanah-tanah yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah 

menurut Overschrijvingsordonantie atau Ordonansi Balik Nama (S. 1834-

27), sedangkan
20

 tanah-tanah yang tunduk pada Hukum Adat adalah tanah-

tanah yang dengan hak adat yang hampir semuanya belum didaftar seperti: 

tanah ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat dan tanah hak 

perorangan, seperti hak milik adat. 

2. Hukum agraria barat berjiwa liberal individualistik. 

                                                           
       

17
 I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal 1. 

       
18

 Harsono, op.cit., hal. 53. 

       
19

 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, (Bandung: 

Alumni, 1986), hal. 5. 
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Berjiwa liberal individualistik karena
21

 “…ketentuan-ketentuan pokok dan 

asas-asas hukum agraria Barat itu bersumber pada KUH Perdata Barat…” 

maka pemilik hak atas tanah pada waktu ini memiliki kewenangan 

individu yang luas dan besar sehingga dengan demikian pemilik hak atas 

tanah juga memiliki kebebasan atas tanah. 

       Hak-hak atas tanah yang terpenting menurut KUHPerdata Barat.
22

 

a. Hak Eigendom. 

      Pasal 570 Burgerlijk Wetboek menerangkan bahwa eigendom 

adalah hak untuk dengan bebas mempergunakan (menikmati) seluas-

luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan) 

yang berhak menetapkannya, serta tidak mengganggu hak-hak orang 

lain, semua itu kecuali pencabutan eigendom (onteigening) untuk 

kepentingan umum dengan pembayaran yang layak menurut peraturan-

peraturan umum. 

       Kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam pasal ini adalah: 

i. Mempergunakan atau menikmati benda itu dengan batas 

dan sepenuh-penuhnya. 

ii. Menguasai benda itu dengan sepenuh-penuhnya. 

       Sedangkan, pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam pasal ini 

adalah: 

i. Tidak boleh digunakan, sehingga bertentangan dengan 

undang-undang atau peraturan-peraturan umum dari 

instansi-instansi yang syah; 

ii. Tidak boleh digunakan, sehingga menggangu hak-hak 

orang lain. 

       Pembatasan-pembatasan atas pencabutan eigendom (onteigening): 

i. Onteigening itu harus untuk keperluan umum; 

ii. Yang mempunyai eigendom harus diberi kerugian yang 

pantas; 
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iii. Sub i dan ii harus dijalankan menurut peraturan-

peraturan hukum. 

b. Hak Erfpacht 

      Pasal 720 Burgerlijk Wetboek menggambarkan sebagai hak 

kebendaan untuk menikmati sepenuhnya (volle genot hebben) 

kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban untuk 

membayar setiap tahun sejumlah uang atau hasil bumi (jaarlijkse 

pacht) kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom 

dari pemilik itu. 

       Perkataan erf tidak berarti pekarangan, seperti dalam 

erfdienstbaarheid, tetapi berarti turun temurun (erven = mewaris) 

untuk menyatakan bahwa hak itu dapat diwariskan oleh pemegang hak 

tersebut (erfpachter). Hak Erfpacht ternyata sangat luas sebagaimana 

ternyata dari Pasal 721 ayat (1) Burgerlijk Wetboek yang mengatakan 

hak erfpacht hampir tidak berbeda dari pemilik eigendom, kecuali satu 

hal, bahwa ia tidak boleh berbuat sesuatu sehingga tanah itu menjadi 

kurang harga nilainya. Ia tidak boleh melakukan penggalian batu, 

lempung, pasir dan lain-lain bagian dari tanah, kecuali bila dijanjikan 

demikian. 

      Hak dan kewajiban sebagai seorang erfpachter. 

1. Membayar canon; 

2. Memelihara tanah erfpacht itu sebaik-baiknya; 

3. Erfpachter dapat membebani haknya dengan hypotheek; 

4. Erfpachter dapat membebani tanah itu dengan pembebanan 

perkarangan (erfdienstbaarheid) selama erfpacht itu berjalan; 

5. Erfpachter dapat mengasingkan hak erfpacht itu kepada orang 

lain. 

Berakhirnya hak erfpacht. 
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        Berakhirnya hak erfpacht yang terdapat pada Pasal 736 B.W 

menunjuk pada peraturan untuk hak postal, jadi hak erfpacht dan 

postal itu berakhir dengan cara yang sama yaitu: 

1. Terkumpulnya hak eigendom dan hak erfpacht atau hak  postal 

dalam satu tangan (vermenging); 

2. Tanahnya musnah; 

3. Lampau waktu 30 tahun 30 tahun, dalam arti hak erfpacht itu 

tidak digunakan selama itu; 

4. Waktu erfpacht itu telah berakhir, bila tidak ditentukan, maka 

harus lewat 30 tahun, tetapi harus diberitahukan setahun 

sebelumnya. 

c. Hak Opstal, hak ini menurut Pasal 711 Burgerlijk Wetboek adalah 

suatu hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai rumah-rumah, 

bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Dari 

gambaran pasal itu dapat disimpulakn adanya kemungkinan pada suatu 

waktu sebidang tanah adalah eigendom dari seseorang A, sedangkan 

rumah, bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah itu adalah 

eigendom dari seseorang B. 

 

2. 1. 1. 2. Pemberlakuan UUPA. 

       Dengan adanya berbagai macam perangkat hukum Agraria yang berlaku 

secara bersamaan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu 

sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang bersifat dualisme dan 

berjiwa liberal individualistik tersebut pada tanggal 24 September 1960 

disahkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

       Pengaturan tanah di wilayah Indonesia tercantum dalam UUPA yang 

merupakan ketentuan Hukum Tanah Nasional. Dalam Hukum Tanah Nasional ada 
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bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam UUPA dan dapat 

disusun menjadi sebagai berikut:
23

 

1. Hak Bangsa Indonesia 

Adalah hak penguasaan atas tanah tertinggi yang meliputi semua tanah yang 

ada dalam wilayah Indonesia, merupakan hubungan hukum yang bersifat 

abadi dan menjadi sumber hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. Hal ini 

menunjukkan suatu hubungan yang bersifat abadi antara bangsa Indonesia 

sebagai subyek dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagai obyek. 

Pengaturan Hak Bangsa Indonesia dimuat dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) UUPA. 

2. Hak Menguasai dari Negara 

Hak ini bersumber dari Hak Bangsa Indonesia yang merupakan pelimpahan 

tugas dan kewenangan bangsa yang bersifat publik. Tugas mengelola seluruh 

tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa 

Indoensia, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dilimpahkan kepada 

Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat 

Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UUPA).  

Pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara ini dapat dilimpahkan kepada 

Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan 

dari Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan 

sebagian kewenangan Negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan 

Otorita, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah dengan pemberian 

penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan.
24

 

Melalui Hak Menguasai Negara, Negara akan senantiasa mengendalikan atau 

mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijakan 
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pemerintah. Negara dalam hal ini tidak menjadi pemegang hak, melainkan 

sebagai badan penguasa yang mempunyai hak-hak sebagai berikut:
25

 

    a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan 

pemeliharaan; 

    b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh subjek 

hukum tanah; 

    c. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan hukum yang mengenai tanah. 

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Hak Ulayat diatur dalam UUPA Pasal 3, yang mengandung pernyataan 

pengakuan mengenai eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan pelaksanaannya tidak 

bertentangan dengan pembangunan nasional, maka hak ulayat itu dibiarkan 

tetap berlangsung dan diakui oleh masyarakat hukum adat masing-masing. 

Pengertian dari hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian 

wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum 

adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan 

wilayahnya
26

. 

4. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah 

Hak-hak Perorangan Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang di 

bidang perdata kepada pemegang haknya untuk memakai atau menguasai, 

menggunakan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. Hak-hak 

perorangan atas tanah terdiri dari: 

a) Hak-hak atas tanah, yang dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu: 

1) Hak-hak atas tanah Orisinal atau primer, 

Yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara dengan cara 

memperolehnya melalui permohonan hak, dan bersumber langsung 
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pada Hak Bangsa Indonesia. Jenis hak atas tanahnya meliputi Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak 

Pengelolaan. 

2) Hak-hak atas tanah Derivatif atau sekunder, 

Yaitu hak-hak atas tanah yang bersumber pada pihak lain. Hak ini 

tidak langsung bersumber kepada Hak Bangsa Indonesia dan diberikan 

pemilik tanah dengan cara melalui perjanjian pemberian hak antara 

pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan. Jenis 

hak atas tanahnya yaitu Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, 

Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai atas Tanah, dan Hak Menumpang. 

b) Hak Atas Tanah Wakaf. 

Hak atas tanah wakaf diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Hak Milik. 

c) Hak-Hak Jaminan Atas Tanah, 

Adalah hak atas tanah yang tidak memberikan wewenang kepada 

pemegangnya untuk menggunakan tanah dalam penguasaannya tetapi 

memberikan wewenang untuk melakukan penjualan kepada umum 

tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila pemilik 

tanah tersebut (debitur) melakukan wanprestasi. Hak jaminan atas 

tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional adalah Hak 

Tanggungan yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

       Tujuan pembentukan UUPA
27

: 

 

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional; 
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2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan; 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

 

Ad. 1. Yang dimaksud dengan dasar-dasar hukum agraria nasional adalah: 

1. Kesatuan dan kekayaan nasional; 

a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh 

rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 

(1)); 

b. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat (2)); 

c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa 

termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat 

abadi(Pasal 1 ayat (3)). 

2. Dikuasai Negara; 

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 

Negara(Pasal 2 ayat (1)). 

Dikuasai bukanlah berarti untuk dimiliki, tetapi memberi wewenang 

kepada Negara untuk pada tingkatan tertinggi: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaannya; 

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 

(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa. 

      Dengan demikian asas domein yang dipergunakan sebagai dasar 

dari perundang-undangan agraria sebelum UUPA ditinggalkan, karena 

bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan asas 

daripada Negara yang merdeka dan modern. 

3. Pengakuan hak ulayat. 

       Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat 

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pelaksanaan hak 

ulayat dan hak-hak serupa itu, harus sedemikian sehingga sesuai dengan 

kepentingan nasional dan Negara berdasarkan persatuan bangsa serta tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang 

lebih tinggi. (Pasal 3). 

4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

      Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah
28

 tanah tersebut harus 

dipergunakan sedemikian rupa sehingga memberi manfaat bagi pemiliknya 

dan masyarakat sekelilingnya. Tanah tidak semata-mata untuk kepentingan 
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si pemilik saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Pemilikan tanah 

tidak boleh merugikan kepentingan umum. 

      Tanah harus digunakan sesuai dengan sifat haknya. Kepentingan 

perorangan dan masyarakat harus saling mengimbangi. Karena itu perlu 

ada rencana peruntukan dan penggunaan tanah, yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

      Sehubungan dengan fungsi sosial itu, maka tanah harus dipelihara 

dengan baik, ditambah kesuburannya dan dicegah kerusakannya. Tidak 

saja pemilik, tetapi juga orang lain yang mempunyai hubungan hukum 

degan tanah, misalnya penyewa, mempunyai kewajiban melaksanakan 

fungsi sosial itu. 

5. Tanah terutama untuk kepentingan warga negara Indonesia. 

       Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan 

sepenuhnya dengan tanah (memiliki hak milik atas tanah) (Pasal 9 ayat 

(1)). 

       Warga Negara asing hanya dapat mempunyai hak-hak atas tanah 

tertentu, dan tidak kuat. Badan hukum tidak diperkenankan mempunyai 

hak milik kecuali yang ditentukan secara khusus. 

6. Laki-laki dan perempuan berhak sama. 

Tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dan 

hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya (Pasal 9 ayat (2)). 

7. Asas perlindungan. 

    a. Perlindungan bagi warga Negara ekonomi lemah (lihat Pasal 26 

ayat (1)). 

    b. Monopoli dalam usaha agraria oleh swasta dilarang (lihat Pasal 13 

ayat (2)). 

    c. Pemerintah boleh melakukan monopoli, tetapi harus berdasarkan 

undang-undang (Pasal 13 ayat (3)). 

8. Tanah untuk petani. 

Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh 

pemiliknya sendiri (Pasal 10 ayat (1)). Slogan: “Tanah untuk petani”. 

9. Perencanaan. 

Perlu diadakan rencana mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan 

bumi, air dan ruang angkasauntuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan 

Negara (Pasal 14). 

Ad. 2. Pengaturan mengenai kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria dalam 

UUPA. 

1. Unifikasi hukum agraria, dengan menjadikan Hukum Adat sebagai 

dasarnya (Pasal 5). 

2. Unifikasi hak-hak atas tanah dengan mengadakan konversi hak-hak atas 

tanah yang lama (baik dari hak Barat maupun hak Adat), menjadi hak-hak 

atas tanah yang baru (Bagian II). 

    a. Dengan begitu tercapailah kesederhanaan dalam Hukum Agraria 

yang baru, hilanglah pluralisme dalam Hukum Agraria Indonesia. 

    b. Dalam usaha unifikasi tersebut diperhatikan perbedaan dan 

keadaan masyarakat, dan keperluan hukum golongan rakyat: rakyat 
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perkotaan dan rakyat pedesaan, golongan ekonomi kuat dan 

ekonomi lemah. 

Ad. 3. Pengaturan dalam UUPA untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang 

agraria. 

    a. Diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah. 

    b. Diwajibkan kepada pemegang hak dan untuk mendaftarkan hak 

atas tanah yang dipegangnya ke kantor yang ditentukan (Pasal 23, 

32 dan 38). 

    c. Kepada pemerintah diinstruksikan supaya diseluruh Indonesia 

diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster. 

 

       Sumber-sumber hukum agraria
29

. 

a. Hukum tertulis: 

1. UUD 1945, khususnya Pasal 33 angka 3. 

2. Berbagai undang-undang pokok. 

i. UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). 

ii. UU Pertambangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967). 

iii. UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 1960). 

iv. UUP Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). 

3. a. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok tadi, 

    b. Peraturan-peraturan lainnya yang bukan peraturan pelaksanaan, 

yang dikeluarkan karena sesuatu masalah yang perlu diatur. Misal 

Undang-Undang Nomor 51 Prp/1961 tentang Larangan Pemakaian 

Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. 

4. Peraturan-peraturan lain yang untuk sementara tetap berlaku 

berdasarkan ketentuan praturan peralihan (Pasal 58) 

b. Hukum tidak tertulis: 

1. Hukum Adat yang sudah disempurnakan dengan Pasal 5 UUPA. 

2. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktek 

administrasi agraria. 

 

2. 1. 1. 3. Hak Atas Tanah. 
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       Status subyek hak atas tanah menentukan status tanah yang boleh dikuasai, 

yaitu: 30 

1. Warga Negara Indonesia: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Gadai; Hak Usaha Bagi Hasil; 

Hak Manumpang; 

2. Badan Hukum Indonesia terdiri dari: Hak Guna Usaha; Hak Guna 

Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Pengelolaan (khusus badan hukum 

Indonesia yang sahamnya milik negara) 

3. Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing meliputi: 

a) Hak Pakai (Pasal 24 UUPA) mengatur penggunaan tanah milik oleh 

bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-

undangan. 

b) Hak Sewa (Pasal 45 UUPA), yang dapat menjadi pemegang hak sewa 

adalah: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

       Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

UUPA terdapat berbagai macam hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) UUPA, yaitu : 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha 

b) Hak Guna Bangunan 

c) Hak Pakai 

d) Hak Sewa 

e) Hak membuka Tanah, 

f) Hak Memungut Hasil Hutan. 
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Berikut akan diuraikan beberapa jenis hak atas tanah: 

1. HAK MILIK 

1. 1.  Pengertian Hak Milik  

Menurut ketentuan dalam Pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan Hak 

Milik adalah “Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih 

dan dialihkan kepada pihak lain”. 

1. 2.  Dengan demikian ciri-ciri Hak Milik, adalah sebagai berikut:
31

 

1)  Hak Milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat artinya tidak 

mudah hapus serta mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak 

lain oleh karena itu maka Hak Milik termasuk salah satu hak yang 

wajib didaftarkan (Pasal 23 UUPA); 

2)  Hak Milik mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas; 

3)  Terjadinya Hak Milik karena hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, selain itu juga bisa terjadi karena penetapan pemerintah 

atau ketentuan undang-undang (Pasal 22 UUPA); 

4) Hak Milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual-beli, hibah, 

tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum 

adat dan lain-lain pemindahan hak yang bermaksud memindahkan hak 

milik yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan 

(Pasal 20 Ayat (2) UUPA); 

5)  Penggunaan Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur 

dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 UUPA); 

6)  Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak 

tanggungan (Pasal 25 UUPA). 

1. 3.  Dasar hukum dari Hak Milik antara lain:
32

 

1) Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA dan Bab II Bagian  I, Bagian 

II dan Bagian VIII dari ketentuan-ketentuan konversi; 

                                                           
       

31
 Suardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Iblam, 2005), hal. 32. 

       
32

 Arie S. Hutagalung, Supardjo Sujadi, dan Rahayu Nurwidari, Asas-Asas Hukum Agraria, 

(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 28. 

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



33 
 

Universitas Indonesia 

2) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan 

Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; 

7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 

Rumah Tinggal yang Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari 

Pemerintah; 

8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara, yang sekarang diganti 

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah 

dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu; 

9) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

1. 4.  Subyek Hak Milik. 

Subyek hukum yang dapat memiliki Hak Milik sesuai dengan Pasal 21 

ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah : 

a) Warga Negara Indonesia;  

b) Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan 

Pemerintah. 

Badan-badan hukum yang disebut dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA adalah 

badan-badan hukum yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 1963 yang meliputi: 
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1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara; 

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958; 

3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria 

setelah mendengar Menteri Agama; 

4. Badan hukum sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, 

setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. 

1. 5.  Terjadinya Hak Milik. 

Menurut Pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa “Terjadinya Hak 

Milik menurut Hukum Adat diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa selain cara sebagaimana 

diatur dalam ayat (1), Hak Milik dapat terjadi karena : 

a) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah; 

b) Ketentuan undang-undang. 

1. 6.  Hapusnya Hak Milik. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUPA Hak Milik dapat hapus oleh karena 

sesuatu hal, meliputi ; 

1. Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena: 

a) Pencabutan hak (UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di 

atasnya); 

b) Penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya (KEPPRES 

Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum); 

c) Ditelantarkan (PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban 

dan Pendayagunaan Tanah Terlantar); 

d) Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2). 

2. Tanahnya musnah. 

2. HAK GUNA USAHA (HGU) 

2. 1. Pengertian Hak Guna Usaha. 
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Menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, “Hak Guna Usaha 

adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 

UUPA, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. 

2. 2. Dengan demikian ciri-ciri yang dimiliki oleh Hak Guna Usaha 

adalah: 

1. Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997; 

2. Dapat dialihkan; 

3. Jangka waktunya terbatas; 

4. Dapat dilepaskan oleh pemilik Hak Guna Usaha sehingga tanah 

tersebut menjadi tanah Negara; 

5. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan; 

2. 3. Dasar-dasar hukum dari Hak Guna Usaha antara lain: 

a. Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, Pasal 50 jo 52, Pasal 51 UUPA 

dan ketentuan-ketentuan konversi Pasal II, IV dan VII. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah; 

2. 4. Subjek Hak Guna Usaha 

Subjek Hak Guna Usaha  sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) 

UUPA jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal 

17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor  9 Tahun 1999 antara lain: 

a. Warga Negara Indonesia. 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia (Pasal 30 ayat 1 UUPA). 

2. 5. Jangka waktu Hak Guna Usaha 

Jangka waktu Hak Guna Usaha menurut Pasal 8 PP Nomor 40 Tahun 

1996 adalah paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan paling 

lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu perpanjangan berakhir, pemegang 
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hak dapat mengajukan pembaharuan hak diatas tanah yang sama dengan 

syarat
33

: 

1. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, 

sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. 

2. Pemilik hak masih memnuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna 

Usaha. 

3. Diajukan selambat-lambatnya duatahun sebelum berakhirnya 

jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. 

2. 6. Hapusnya Hak Guna Usaha. 

Menurut ketentuan Pasal 34 UUPA jo  Pasal 17 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 hak guna usaha hapus karena: 

1. Jangka waktunya berakhir. 

2. Dibatalkan haknya sebelum jangka waktu berakhir karena suatu 

syarat tidak dipenuhi, yaitu tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban 

sebagai pemegang hak dan karena putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka 

waktu berakhir. 

4. Dicabut haknya untuk kepentingan umum. 

5. Tanahnya ditelantarkan. 

6. Tanahnya musnah. 

7. Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) UUPA: orang atau badan 

hukum yang mempunyai hak tidak lagi memenuhi syarat untuk 

mempunyai hak guna usaha. 

Dengan hapusnya Hak Guna Usaha maka tanah tersebut menjadi Tanah 

Negara. 

2. 7. Hak dan kewajiban pemegang hak guna usaha 

Hak (kewenangan) pemegang HGU disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sebagai berikut: 
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a. Pemegang HGU berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang 

diberikan HGU untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian, 

perkebunan, perikanan dan atau peternakan; 

b. Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam 

lainnya di atas tanah diberikan dengan HGU oleh pemegang HGU 

hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dengan mengingat ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat 

sekitarnya. 

Kewajiban pemegang HGU, ditetapkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PP, 

meliputi: 

a. Membayar uang pemasukan kepada Negara; 

b. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau 

peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana 

ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya; 

c. Mengusahakan sendiri HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan 

usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknik; 

d. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas 

tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU; 

e. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya 

alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai 

penggunaan HGU; 

g. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada 

Negara sesudah HGU tersebut hapus; 

h. Menyerahkan sertipikat HGU yang hapus kepada Kepala Kantor 

Pertanahan; dan  

i. Pemegang hak wajib mengusahakan sendiri HGU tersebut. 

3. HAK GUNA BANGUNAN (HGB) 
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3. 1. Pengertian Hak Guna Bangunan. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA, “Hak Guna 

Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun”. 

Pernyataan Pasal 35 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa 

pemegang HGB bukanlah pemegang hak milik atas bidang tanah dimana 

bangunan tersebut didirikan.
34

 

3. 2. Dasar Hukum. 

Dasar hukum Hak Guna Bangunan terdapat dalam Pasal 35 hingga Pasal 

40, Pasal 50 jo 52 UUPA dan Ketentuan Konversi Pasal I ayat 3 dan  

ayat 4, Pasal II, V dan Pasal VIII ayat 1 UUPA. 

3. 3. Ciri dan Sifat Hak Guna Bangunan. 

 Hak Guna Bangunan memiliki sifat-sifat: 
35

 

1. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah 

yang bukan miliknya sendiri, dalam arti dapat diatas Tanah 

Negara ataupun tanah milik orang lain; 

2. Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 

tahun lagi; 

3. Dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain; 

4. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak 

tanggungan. 

 Ciri Hak Guna Bangunan
36

: 

1. Wajib didaftarkan; 

2. Dapat beralih; 

3. Jangka waktunya terbatas; 

4. Dapat dijadikan jaminan hutang; 

5. Dapat dialihkan kepada pihak lain; 

6. Dapat dilepaskan oleh pemegangnya; 
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7. Hanya dapat diberikan untuk keperluan pembangunan 

bangunan. 

3. 4. Subyek Hak Guna Bangunan. 

Menurut Pasal 36 ayat 1 UUPA, yang dapat mempunyai Hak Guna 

Bangunan adalah: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

3. 5. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan. 

1. Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Tanah Negara atau Hak 

Pengelolaan diberikan jangka waktu penggunaan selama 

maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun 

(Pasal 35 ayat (1) UUPA jo Pasal 25 PP Nomor 40 Tahun 1996). 

2. Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas Hak Milik diberikan 

jangka waktu penggunaan hak selama maksimum 30 tahun (Pasal 

29 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996). 

3. 6. Hapusnya Hak Guna Bangunan. 

-Hak Guna Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUPA, hapus 

karena sebab-sebab: 

1. Jangka waktunya berakhir; 

2. Dihentikan sebelum waktu berakhir karena salah satu syarat tidak 

terpenuhi; 

3. Dilepaskan oleh pemegangnya sebelum jangka waktu berakhir; 

4. Dicabut untuk kepentingan umum; 

5. Tanah tersebut ditelantarkan; 

6. Tanah itu musnah; 

7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2). 

Ketentuan tersebut diatas dikuatkan oleh ketentuan dalam Pasal 35 PP 

Nomor 40 Tahun 1996 yang menyebutkan: 

1. Hak Guna Bangunan hapus karena : 

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian atau perpanjangannya; 
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b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum 

jangka waktunya berakhir karena: 

1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak 

dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan/atau Pasal 14; 

2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap. 

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 

jangka waktunya berakhir; 

d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961; 

e. Ditelantarkan; 

f. Tanahnya musnah; 

g. Ketentuan Pasal 20 ayat (2). 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan 

Presiden. 

4. HAK PAKAI 

4. 1. Pengertian Hak Pakai. 

Pengertian hak pakai sebagaimana ternyata dalam Pasal 41 UUPA 

adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah 

yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. 

4. 2. Subyek Hak Pakai. 

Pengaturan subyek hak pakai terdapat dalam Pasal 42 UUPA dan diatur 

lebih lanjut dalam Pasal 39 PP Nomor 10 Tahun 1996, yaitu: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 
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3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 

Pemerintah Daerah; 

4. Badan-badan keagamaan dan sosial; 

5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 

7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Intemasional. 

4. 3. Obyek Hak Pakai. 

Tanah yang dapat dibebani dengan hak pakai berdasarkan Pasal 41 PP 

No 40 Tahun 1996 adalah: 

1. Tanah Negara; 

2. Tanah Hak Pengelolaan; 

3. Tanah Hak milik. 

4. 4. Terjadinya Hak Pakai. 

Pasal 42 PP No 40 Tahun 1996 mengatur lebih lanjut terjadinya hak 

pakai antara lain karena: 

1. Dengan keputusan pemeberian hak oleh menteri atau pejabat yang 

ditunjuk; 

2. Dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang 

ditunjuk untuk tanah pengelolaan berdasarkan usul pemegang hak 

pengelolaan; 

3. Dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta 

yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah dan wajib didaftarkan 

dalam buku tanah pada kantor pertanahan dan mengikat pihak 

ketiga sejak saat pendaftaran. 

4. 5. Peralihan Hak Pakai. 

Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur 

hal-hal yang dapat menyebabkan peralihak hak pakai, antara lain karena: 

1. Jual-beli; 

2. Tukar-menukar; 

3. Penyertaan dalam modal; 

4. Hibah; 

5. Pewarisan. 
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4. 6. Jangka Waktu Hak Pakai. 

Ketentuan dalam Pasal 45 PP Nomor 40 Tahun 1996 memberikan 

pengaturan mengenai jangka waktu hak pakai, yaitu: 

1. Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk 

jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau 

diberikan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama 

tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu; 

2. Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak 

dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama; 

3. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada : 

a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 

Pemerintah Daerah; 

b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional; 

c. Badan keagamaan dan badan sosial. 

4. 7. Hapusnya Hak Guna Bangunan. 

Hak pakai dapat hapus sebagaimana ternyata dalam Pasal 55 PP Nomor 

40 Tahun 1996 adalah karena alasan-alasan berikut ini:  

1. Jangka waktunya berakhir; 

2. Dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi; 

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktu berakhir; 

4. Dicabut untuk kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1961); 

5. Tanahnya ditelantarkan; 

6. Tanahnya musnah; 

7. Pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak 

Pakai. 

4. 8. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Pakai. 
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Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pakai diatur 

dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 PP Nomor 40 Tahun 1996, antara lain 

yaitu: 

a) Hak pemegang Hak Pakai (Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 PP 

Nomor 40 Tahun 1996), antara lain: 

i. Pemegang Hak Pakai berhak menguasai dan mempergunakan 

tanah yang diberikan dengan Hak Pakai selama waktu tertentu 

untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan 

pribadi atau usahanya; 

ii. Membebani Hak Pakai (atas tanah negara/hak pengelolaan) 

dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan utang; 

iii. Mengalihkan Hak Pakai kepada pihak lain yang dapat terjadi 

karena: jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam 

modal perseroan (inbreng) dengan dilakukan melalui akta 

peralihan hak yang dibuat PPAT dan wajib didaftarkan di 

Kantor Pertanahan; 

iv. Peralihan karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat 

wasiat atau surat keterangan waris dari instansi yang 

berwenang; 

v. Peralihan karena lelang wajib dibuktikan dengan Berita Acara 

Lelang; 

vi. Hak Pakai beralih karena hukum kepada ahli waris pemegang 

hak. 

b) Kewajiban pemegang Hak Pakai (Pasal 50 dan Pasal 51 PP Nomor 

40 Tahun 1996): 

i. Membanyar uang pemasukan yang jumlah dan cara 

pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian 

haknya; 

ii. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan 

sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian 

pemberiannya; 
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iii. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di 

atasnya serta menjaga kelestarian lingkungannya; 

iv. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai 

kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang 

Hak Milik sesudah Hak Pakai itu hapus; 

v. Menyerahkan sertipikat Hak Pakai yang telah hapus kepada 

Kepala Kantor Pertanahan 

vi. Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain 

bagi pekarangan atau bidang tanahnya yang terkurung kerena 

keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain 

letaknya sedemikian rupa sehingga mengurungi pekarangan 

atau bidang tanahnya yang terkurung kerena keadaan geografis 

atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian 

rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau 

bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan. 

 

2. 1. 1. 4. Perolehan Hak Atas Tanah. 

       Perolehan hak atas tanah dapat terjadi melalui beberapa cara, yang ketentuan-

ketentuannya disusun dalam suatu sistem, yang didasarkan atas kenyataan:
37

 

I. Status tanah yang tersedia: 

1. Tanahnya tanah Negara; atau 

2. Tanahnya tanah hak. 

II. Kalau tanahnya tanah hak, apakah pemegang haknya: 

1. Bersedia ataukah; 

2. Tidak bersedia menyerahkan atau memindahkan hak atas 

tanahnya. 

III. Kalau pemegang haknya bersedia menyerahkan atau memindahkan 

hak atas tanahnya, apakah pihak yang memerlukan: 

1. Memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan; ataukah 
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2. Tidak memenuhi syaratnya. 

       Berdasarkan kriteria tersebut di atas disusun sistem perolehan tanah, baik 

untuk keperluan pribadi/usaha maupun untuk kepentingan umum, sebagai 

berikut:
38

 

a) Kalau tanah yang tersedia tanah Negara: harus ditempuh acara 

permohonan hak baru. 

b) Kalau yang tersedia tanah hak: 

1. Dan ada persetujuan bersama serta kata sepakat mengenai 

penyerahan tanah yang bersangkutan berikut imbalannya: 

i. Ditempuh acara pemindahan hak, jika pihak yang memerlukan 

memenuhi syarat sebagai pemegang haknya; 

ii. Ditempuh acara pelepasan hak, diikuti pemberian hak baru yang 

sesuai, jika pihak yang memerlukan tidak memenuhi syarat: 

(KEPPRES 55/1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN nomor 1/1994); 

(acara pemindahan hak dan pelepasan hak hakikatnya sama: 

didasarkan pada kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang 

diperlukan dan imbalannya, yang diperoleh melalui musyawarah) 

2. Jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, ditempuh 

acara pencabutan hak, jika tanah diperlukan untuk penyelenggaraan 

kepentingan umum dan tidak dapat digunakan tanah yang lain 

(diikuti pemberian hak baru yang sesuai). (UU 20/1961 jo PP 

39/1973). 

       Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

perolehan hak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika tanah yang diperlukan 

berstatus Tanah Negara. 

Terhadap permohonan hak atas tanah berlaku tata cara permohonan dan 

pemberian hak atas tanah yang secara umum diatur dalam Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah. peraturan ini mengatur mengenai: 

    a. Siapa yang berhak mengajukan permohonan, 

    b. Kepada siapa mengajukan permohonan, 

    c. Hak apa yang boleh dimohon, 

    d. Tahap proses permohonan. 

2. Pemindahan hak, jika: 

    a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak; 

    b. Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah 

ada; 

    c. Pemilik bersedia menyerahkan tanah. 

Terhadap pemindahan/peralihan hak berlaku ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961tentang 

Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah 

No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

3. Pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak 

atas tanah, jika: 

    a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau tanah hak ulayat 

suatu masyarakat hukum adat; 

    b. Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang 

sudah ada; 

    c. Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya. 

4. Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak 

atas tanah, jika: 

    a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak; 

    b. Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya; 

    c. Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum. 

2. 1. 1. 5. Berakhirnya Hak-Hak atas Tanah. 

       Berbeda dengan hak-hak atas tanah seperti tersebut pada KUH Perdata maka 

dalam sistem dari UUPA terdapat sejumlah hak-hak atas tanah yang diatur oleh 
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UUPA, maupun oleh ketentuan-ketentuan lain hak-hak atas tanah tersebut dapat 

berakhir karena satu dan lain sebab
39

. 

       Yang dimaksud dengan berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem 

UUPA adalah hak atas tanah itu berakhir tanpa kerja sama dalam artian relatif 

ataupun persetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti 

yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata dari pemiliknya semula. Di sini pemilik 

tanah seolah-olah dipaksa atau terpaksa untuk menyerahkan hak atas tanahnya 

kepada pihak lain baik tanah itu kembali tanah yang dikuasai Negara ataupun 

karena satu dan lain sebab kepada orang lain (lelang, pewarisan) ataupun karena 

pelanggaran syara-syarat pemberian hak tersebut. 

       Beberapa sebab berakhirnya hak atas tanah tersebut antara lain
40

: 

1. Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut UUPA. 

Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut UUPA disebabkan karena antara 

lain: 

    a. Prinsip Nasionalitas. 

Prinsip ini membatasi pemilikan hak-hak atas tanah sehingga hanya 

warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak atas tanah dan 

apabila ada warga Negara lain yang ingin memiliki salah satu hak atas 

tanah berdasarkan UUPA maka warga Negara tersebut harus mentaati 

syarat-syarat yang ditentukan bagi pemilikan hak atas tanah oleh warga 

Negara selain warga Negara Indonesia. 

Prinsip ini terdapat dalam pasal-pasal UUPA antara lain Pasal 21 ayat 

(3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) UUPA, pasal-pasal ini 

merupakan penjabaran dari Pasal 9 ayat (1) UUPA yang menentukan 

bahwa “Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan 

yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-

batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2”. 

    b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 
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 A.P. Parlindungan (a), Berakhirnya Hak Hak atas Tanah, (Bandung: Mandar Maju , 1989), 

hal. 1. 

       
40

 Ibid., hal. 3-25. 
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UUPA memberikan pilihan kepada para pemegang masing-masing hak 

atas tanah untuk melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya secara 

sukarela, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf (a) angka 2, Pasal 34 

huruf (c), Pasal 40 huruf (c) UUPA. 

    c. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu 

syarat tidak dipenuhi. 

Sebab ini dapat terjadi apabila hak-hak atas tanah yang dimiliki pada 

saat perolehan hak atas tanah tersebut memiliki sayrat-syarat 

membatalkan perolehan hak atas tanah disebabkan karena tidak 

dipenuhinya syarat tertentu.  

    d. Karena ketentuan konversi. 

Sebagaimana telah dibahas diatas bahwa Negara Indonesia menganut 

prinsip nasionalitas, maka sesuai dengan ketentuan konversi yang 

terdapat dalam UUPA orang asing yang memiliki hak atas tanah pada 

saat berlakunya UUPA harus sudah memindahkan hak atas tanah yang 

dimilikinya kepada warga Negara Indonesia dan jika mereka lalai 

maka tanah yang dimilikinya akan dikenakan ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan konversi yang terdapat dalam 

UUPA. 

    e. Karena ditelantarkan. 

Dengan memperhatikan Pasal 6 UUPA dimana setiap hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial maka setiap hak atas tanah yang ditelatarkan 

oleh pemiliknya berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf (a) angka 3, 

Pasal 34 huruf (e), Pasal 40 huruf (e) UUPA akan kembali dikuasai 

oleh Negara. 

    f. Tanahnya musnah. 

Pengaturan mengenai berakhirnya hak atas tanah karena tanahnya 

musnah terdapat dalam Pasal 27 huruf (b), Pasal 34 huruf (f), Pasal 40 

huruf (f) yang memberi pengertian bahwa dengan musnahnya tanah 

yang dimaksud dalam hak atas tanah maka hak atas tanah tersebut akan 

berakhir. 

    g. Pencabutan hak. 
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Berakhirnya hak atas tanah karena pencabutan hak akan dibahas secara 

mendalam pada bagian akhir pembahasan mengenai berakhirnya hak-

hak atas tanah dibawah ini. 

2. Berakhirnya hak-hak atas tanah karena lelang dan pewarisan. 

    a. Karena lelang. 

Pelelangan dapat terjadi karena ketentuan eksekusi yang dimintakan 

oleh salah satu pihak, baik karena disita ataupun karena menunggak 

untuk membayar hutangnya kepada pihak ketiga. Eksekusi dapat 

terjadi karena ketentuan Grosse akta atauun karena Keputusan 

Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan pasti. Berakhirnya 

hak atas tanah disini karena dengan kekuatan eksekusi dari Pengadilan 

ataupun atas kekuatan grosse akta. 

    b. Pewarisan. 

Dengan meninggalnya pemilik hak atas tanah baik secara wajar 

maupun tidak wajar maka berakhir pula hak atas tanah yang dimiliki 

oelh pemegang hak dan sebagai ahli waris maka harus membereskan 

peninggalan dari pewaris serta segala hak dan kewajiban dai yang 

meninggal menjadi hak dan kewajiban dari para ahli warisnya. 

    c. Berakhirnya hak-hak atas tanah karena ketentuan Landreform. 

Ketentuan dari UU Nomor 56 Prp 1960 sebagai implementasi dari 

Pasal 17 UUPA yang menyatakan sebagai berikut: 

1. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 diatur luas 

maksimum dan/atau luas minimum tanah yang boleh dipunyai 

dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau 

badan hukum. 

2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini 

dilakukan dengan peraturan perundang didalam waktu yang 

singkat. 

3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum 

termaksud dalam ayat (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah 

dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat 
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yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah. 

4. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 

yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan 

secara berangsur-angsur. 

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 UUPA, maka dibuatlah 

larangan-larangan bagi pemilikan hak atas tanah yaitu antara lain: 

1. Larangan latifundia. 

Adalah larangan mengenai penguasaan tanah luas yang 

melebihi ceiling (batas tertinggi boleh mempunyai hak atas 

tanah), pengaturannya terdapat dalam Pasal 17 UUPA jo Pasal 

1 UU no 56/Prp/1960 

2. Larangan gadai. 

Pengaturan mengenai pelarangan gadai terdapat dalam Pasal 7 

UU no 56/Prp/1961 yang menentukan bahwa gadai tanah 

dilarang dan atas gadai tanah yang telah berlangsung selama 7 

tahun, maka tanah yang digadaikan itu kembali kepada pemilik 

semula tanpa perlu ditebus kembali akan tetapi apabila gadai 

tersebut belum berangsung lebih dari 7 tahun maka penggadai 

hanya membayar sejumlah yang telah ditentukan dalam 

peraturan tersebut. 

3. Larangan absentee (guntai). 

Pengaturan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah no 224 

Tahun 1960 yang menyebabkan pemilik tanah yang bertempat 

tingga diluar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka 

waktu 6 bulan harus mengalihkan haknya kepada orang lain 

dikecamatan dimana tanah tersebut terdapat. 

    d. Berakhirnya hak atas tanah yang dikuasai real estate dan Perumnas. 

    e. Berakhirnya hak atas tanah karena pencabutan hak berdasarkan UU 

Nomor 20 Tahun 1961. 

    f. Berakhirnya hak atas tanah karena pembebasan tanah PMDN 15/ 

1975 dan PMDN 2/1985. 
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2. 1. 2. Pendaftaran Tanah. 

2. 1. 2. 1. Pengertian Pendaftaran Tanah. 

       Pendaftaran tanah sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang 

dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa 

pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang 

ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi 

kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya
41

. 

       Sebagaimana tersebut diatas pendaftaran tanah adalah suatu upaya untuk 

mendaftarkan hak beserta semua proses yang bersangkutan dengan tanah di 

Kantor Pertanahan, pendaftaran tanah yang berlangsung sekarang adalah sebagai 

pelaksanaan dari UUPA yang diadakan untuk menjamin kepastian hak-hak atas 

tanah yang ada. 

       Keterangan atau data yang dikumpulkan mencakup tanah-tanah tertentu yang 

berada pada wilayah tertentu diolah, disimpan, dan disajikan dalam bentuk:
42

 

1. Data Fisik mengenai tanahnya: lokasinya, batas-batasnya, luasnya 

bangunan dan tanaman yang ada di atasnya; 

2. Data Yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang haknya, 

ada atau tidak adanya hak pihak lain. 

      Penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana ternyata dalam Pasal 19 ayat 

2 untuk menjamin kepastian hukum dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA, diadakan 

dengan cara: 

1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 
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 Harsono, op.cit., hal. 72. 
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 Ibid., hal. 73. 
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2. 1. 2. 2. Asas-asas pendaftaran tanah. 

       Penyelenggaraan pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah yang 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUPA dan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah dilaksanakan dengan menggunakan: 

    a. Asas Publisitas. 

Asas ini tercermin dengan adanya data-data yuridis tentang hak 

atas tanah seperti subyek haknya, apa nama haknya, peralihan dan 

pembebannanya. Asas ini memungkinkan orang-orang yang 

memegang hak atas tanah itu dapat dengan mudah membuktikan 

dirinya bahwa dialah yang berhak atas tanah tersebut, apa nama 

hak yang dipegangnya, letak dan luas tanah. 

    b. Asas Spesialitas. 

Asas ini tercermin dengan adanya data-data phisik tentang hak atas 

tanah seperti berapa luas tanah, dimana letak tanah dan 

penunjukkan secara tegas batas-batas tanah. Asas ini 

memungkinkan kepada siap pun guna dapat mengetahui dengan 

mudah hal-hal apa saja yang ia ingin ketahui berkenaan dengan 

sebidang tanah. 

       Asas-asas pendaftaran tanah yang terkandung dalam PP Nomor 24 Tahun 

1997 terdapat dalam Pasal 2 dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 peraturan 

tersebut, yaitu: 

1. Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah. 

2. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa 

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 

hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 

pendaftaran tanah itu sendiri. 

3. Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 
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rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para 

pihak yang memerlukan. 

4. Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 

yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubhan yang 

terjadi di kemudahan hari. 

5. Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus 

menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarat 

dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 

Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka. 

2. 1. 2. 3. Tujuan pendaftaran tanah. 

       Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian 

hak atas tanah. dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka fihak-fihak 

yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum 

daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa 

empunya dan beban-beban apa yang ada di atasnya.
43

 

       Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP Nomor 24 

Tahun 1997 adalah: 

    a. Untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 

    b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudah terdaftar; 

    c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
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 Perangin, op.cit., hal. 95. 

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



54 
 

Universitas Indonesia 

2. 1. 2. 4. Sistem Pendaftaran Tanah Yang Digunakan. 

       Dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam sistem pendaftaran tanah, sistem 

pendaftaran tanah mempermasalahkan: apa yang didaftar, bentuk penyimpanan 

dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Sistem 

pendaftaran tanah tersebut antara lain: 

1. Sistem pendaftaran akta; 

2. Sistem pendaftaran hak. 

       Dalam sistem pendaftaran akta, maka akta-akta itulah yang didatar oleh 

pejabat pendaftaran tanah. Dalam sistem pendaftaran akta ini, pejabat pendaftaran 

tanah bersikap pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut 

dalam akta yang didaftar
44

. Pendaftaran tanah dengan sistem ini merupakan 

pendaftaran yang mendaftarkan setiap akta yang memberikan, menciptakan hak 

baru serta pemindahan dan pembebanannya yang memuat data yuridis tanah yang 

didaftarkan. 

       Dalam sistem pendaftaran hak, pendaftaran yang dilakukan adalah terhadap 

hak yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Dalam sistem 

pendaftaran ini yang menjadi sumber data adalah akta yang berisi penciptaan 

hakbaru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan. 

       Pendaftaran tanah berkaitan erat dengan sistem publikasi yang digunakan 

dalam mempublikasikan pendaftaran suatu tanah. sistem publikasi yang 

digunakan dalam suatu pendaftaran menentukan sejauh mana kepercayaan 

terhadap kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan sejauh mana 

perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang terjadi berdasarkan data 

yang kemudian ternyata tidak benar. 

       Terdapat 2 (dua) macam sistem publikasi, yaitu: 

1. Sistem publikasi positif; 

2. Sistem publiaski negatif. 

       Pada sistem positif apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan 

surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. 

Pihak ketiga (yang beritikad baik) yang bertindak atas dasar bukti tersebut 
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mendapat perlindungan mutlak, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-

keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Pihak yang dirugikan 

mendapat kompensasi dalam bentuk lain. 

       Sedangkan pada sistem negatif surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Berarti, keterangan-keterangan yang tercantum di 

dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai 

keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang 

membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian, maka pengadilanlah yang 

akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar. Kalau ternyata bahwa 

keterangan dari pendaftaran tanahlah yang tidak benar, maka diadakan perubahan 

dan pembetulan seperlunya. 

       Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem 

pendaftaran hak (registration of titles), sebagaimana diuraikan dalam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut PP No 10 Tahun 1961. Hal ini 

tampak dalam dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data 

yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat 

sebagai tanda bukti hak yang didaftar
45

. 

       Sedangkan sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif yang 

mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
46

 

2. 1. 2. 5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. 

       Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan yang 

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan
47

. 

       Pendaftaran tanah untuk pertama kali terbagi menjadi 2 (dua) cara yaitu: 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 
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 Ibid., hal. 463. 
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 Ibid. 
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 Indonesia [a], Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 1 angka 9; 
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Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa pemerintah 

berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN
48

 

       Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama 

kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal
49

. 

2. 1. 3. Konversi. 

2. 1. 3. 1. Pengertian Konversi. 

       Konversi adalah penyesuaian atau perubahan dari hak-hak atas tanah yang 

lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak atas tanah yang baru yang 

ditetapkan dalam UUPA. Setiap hak atas tanah yang ada sebelum UUPA berlaku, 

baik Hak Barat maupun Hak Indonesia, oleh ketentuan konversi UUPA diubah 

menjadi salah satu hak atas tanah yang berlaku yang disebut dalam Hukum Tanah 

yang baru. Dengan kata lain Konversi sebagaimana diatur dalam Ketentuan 

Konversi UUPA adalah  

“Penyesuaian hak-hak tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang 

lama yaitu hak-hak tanah menurut KUHPerdata Barat dan tanah-tanah yang 

tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah 

menurut ketentuan UUPA”
50

. 

2. 1. 3. 2. Prinsip-Prinsip Konversi. 

       Prinsip-prinsip yang mendasari konversi sehingga dapat diketahui tujuan dan 

penyelesaiannya, antara lain
51

: 

1. Prinsip nasionalitas. 

Prinsip ini mengakibatkan bahwa setiap hak-hak tanah yang akan atau 

telah dimiliki oleh suatu subyek hukum baik perorangan maupun badan 

hukum akan disesuaikan dengan kewarganegaraan subyek hukum tersebut. 

2. Prinsip pengakuan hak-hak tanah terdahulu. 
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 Harsono, op.cit., hal. 460-461. 
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 Ibid. 
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 A.P. Parlindungan (b), Konversi Hak-Hak Atas Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 

6. 

       
51

 Ibid.  
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Prinsip ini mengadakan penyelesaian terhadap hak-hak tanah terdahulu 

yang telah terdaftar untuk dialihkan menjadi salah satu hak baru yang 

diakui oleh dan sesuai dengan aturan yang ada dalam UUPA. 

3. Kepentingan hukum. 

Prinsip ini mengatur mengenai kepentingan-kepentingan nasional atas hak 

tanah yang dimiliki oleh subyek hukum dimana tanah tersebut diperlukan 

demi kepentingan nasional dan demi kepentingan nasional tersebut hak 

atas tanah tersebut sesuai dengan Pasal 3 Keppres 32 Tahun 1979 pemilik 

hak atas tanah akan diberikan ganti rugi. 

4. Penyesuaian kepada ketentuan konversi. 

Prinsip ini memberikan arahan terhadap hak-hak tanah yang akan 

diberikan terhadap hak-hak tanah yang akan dilakukan konversi dengan 

cara penyesuaian terhadap subyek, obyek dan bukti-bukti lain yang terkait 

dengan hak-hak tanah yang akan dilakukan konversi. 

5. Status quo hak-hak tanah terdahulu. 

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa setiap ada pembuatan suatu 

bukti hak baru atas tanah yang tunduk atau yang akan ditundukkan kepada 

sistem lama adalah batal dan tidak berkekuatan hukum
52

. 

2. 1. 3. 3. Dasar Hukum. 

       Pengaturan ketentuan-ketentuan Konversi terdapat dalam Pasal 55 dan bagian 

kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA sedangkan ketentuan 

pelaksaannya, antara lain terdapat dalam: 

 Untuk Hak Barat: 

1. PMA Nomor 2 Tahun 1960. 

2. PMA Nomor 5 Tahun 1960. 

3. PMA Nomor 13 Tahun 1961. 

4. PMA Nomor 2 Tahun 1970. 

5. SK MDN Nomor Sk. 53/DDA/1970. 

6. PMA Nomor 7 Tahun 1965. 

 Untuk Hak Indonesia: 
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1. PMPA Nomor 2 Tahun 1962. 

2. SKMDN Nomor 26 Tahun 1970. 

2. 1. 3. 4. Sifat dan Norma Konversi. 

       Konversi memiliki sifat
53

: 

1. Deklaratoir. 

Sifat ini mengakibatkan pemilik hak tanah untuk melakukan tindakan 

penegasan hak yang bersifat deklaratoir dengan cara memenuhi syarat-

syarat tertentu yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Konstitutif. 

Sifat ini mengakibatkan pemilik hak tanah yang bersangkutan untuk 

melakukan tindakan permohonan hak untuk memiliki hak tanah yang 

diinginkannya selama sesuai dengan yang diatur dalam UUPA. 

       Konversi memeiliki beberapa norma, yaitu
54

:. 

1. Konversi yang bersifat terbatas, berdasarkan norma ini konversi dihitung 

sejak berlakunya UUPA yaitu tanggal 24 September 1960. 

2. Konversi yang dikaitkan kepada bergunanya atau tidak kepada 

pembangunan Indonesia. 

3. Konversi dari hak-hak milik (adat) karena belum ada peraturan pelaksana, 

tetap diperlakukan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa 

UUPA 

4. Konversi melihat pemiliknya dan tanggal kewarganegaraannya. 

5. Konversi dari sejumlah hak-hak ex Hukum Barat dan Hukum Adat yang 

disesuaikan konversi menjadi lebih rendah, seperti menjadi hak pakai. 

       Pengaturan mengenai konversi hak-hak atas tanah dengan berbagai variasi 

terdapat dalam Pasal 55 UUPA. 

2. 1. 4. Pemegang Hak Atas Tanah. 

2. 1. 4. 1. Manusia. 

       Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak 

dan kewajiban. Setiap orang pada prinsipnya merupakan subyek hukum sejak 
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dirinya dilahirkan tetapi terdapat pengecualian, yaitu menurut Pasal 2 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya 

dianggap telah lahir dan menjadi subyek hukum jika kepentingannya 

menghendaki. 

       Tidak semua manusia dapat menjadi subyek hukum terdapat manusia yang 

tidak dapat menjadi subyek hukum, mereka adalah manusia yang tidak cakap 

dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, antara lain: 

1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah; 

2. Orang yang berada dalam pengampuan. 

2. 1. 4. 2. Badan Hukum. 

       Selain manusia sebagai subyek hukum, masih terdapat subyek hukum lain 

yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban yaitu badan hukum. Dasar 

hukum dari badan hukum terdapat dalam teori-teori para sarjana, antara lain 

sebagai berikut
55

: 

1. Teori Fictie dari Von Savigny, berpendapat, badan hukum itu semata-

mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut hukum alam hanya manusia 

sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu Fictie saja, 

yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan 

dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai 

subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. 

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya 

manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat 

dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada 

manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita 

namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak 

yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah 

suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan 

kepunyaan suatu tujuan. 

3. Teori Organ dari Otto Von Gierke, Badan hukum itu adalah suatu realitas 

sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam 
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pergaulan hukum. Kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan 

hukum. Itu adalah suatu “Leiblichgeistige lebenseinheit die wollen und 

das gewollte in tat umsetzen kam”. Disini tidak hanya suatu pribadi yang 

sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau 

kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan (pengurus, 

anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak 

atau kemauan dari badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan 

manusia. 

4. Teori Propriete Collective dari Planiol (gezamenlijke vermogens-theorie 

Molengraaff). Menurut teori ini hak dan kewajiban anggota bersama-

sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu 

merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-Anggota tidak hanya dapat 

dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, 

tetapi juga sebagai pemilik bersama-bersama untuk keseluruhan, sehingga 

mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. 

Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya 

merupakan suatu kesatuan dan membetuk suatu pribadi, yang dinamakan 

badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis 

saja. Teori Propriete Collective itu berlaku untuk korporasi, badan hukum 

yang mempunyai anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak 

artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan (doelvermogens-

theorie) hanya tepat untuk badan hukum yayasan yang tidak mempunyai 

anggota. Teori fictie yang memperumpamakan badan hukum seolah-olah 

sebagai manusia itu berarti bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada, 

sedang sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas 

yang sebenarnya sama dengan manusia. 

       Berikut adalah pengertian dari badan hukum sebagaimana diutarakan oleh 

berbagai sarjana
56

: 

1. Maijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung 

hak dan kewajiban. 
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2. Logemann, badan hukum adalah suatu personifikatie (personifikasi) yaitu 

suatu bestendigheid (perwujudan, penjelmaan) hak-kewajiban. Hukum 

organisasi (organosatierecht) menentukan innerlijkstruktuur (struktur 

intern) dari personifikatie itu. 

3. E. Utrecht, badan hukum (rechtpersoon) yaitu badan yang menurut hukum 

berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, 

bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau 

lebih tepat yang bukan manusia. 

4. Bothingk, badan hukum itu hanya suatu gambar yuridis tentang identitas 

bukan manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan. 

5. R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau 

perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan 

seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat 

atau menggugat di depan hakim. 

6. R. Rochmat Soemitro, badan hukum (rechtpersoon) ialah suatu badan 

yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. 

7. Sri Soedewi Maschun Sofwan, badan hukum yaitu kumpulan dari orang-

orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan 

kumpulan harta kekayaan, yang tersendirikan untuk tujuan tertentu – 

(yayasan). 

8. H. Th. Ch. Kal dan V. F. M. Den Hartog menerangkan, bahwa purusa 

wajar yakni manusia ialah subyek hukum. Organisasi yang memperoleh 

sifat subyek hukum itu ialah purusa hukum atau badan hukum. Purusa 

hukum dapat bertindak dalam hubungan hukum sebagai purusa wajar, ia 

boleh mempunyai milik, boleh berunding, boleh mengikat perjanjian, 

boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul 

tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya. 

9. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadi 

hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari 

anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum – mempunyai 

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung 

jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban – seperti yang 
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dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, 

mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai 

pihak di dalam suatu perjanjian. 

10. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum, 

yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat 

bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-

kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. 

11. Sudiman Kartohadiprodjo menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan 

orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan 

bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut 

orang asli (naturlijk persoon), sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah 

badan hukum (rechtpersoon). 

       Untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum 

dipergunakan syarat-syarat
57

: 

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah; 

2. Mempunyai tujuan tertentu; 

3. Mempunyai kepentingan sendiri; 

4. Adanya organisasi yang teratur. 

 

Ad. 1  adanya harta kekayaan yang terpisah 

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan 

pemisahan dari seseorang yang diberikan suatu tujuan tertentu. Harta 

kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk 

mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Dengan 

demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-

pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. 

Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung-jawab sendiri, 

walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta 

kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing 

anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya 
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dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta 

kekayaan yang terpisah itu. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat: 

1. Kreditur para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta 

kekayaan badan hukum itu. 

2. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum 

terhadap pihak ketiga. 

3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak 

diperkenankan. 

4. Hubungan hukum, baik persetujuan, maupun proses-proses antara 

anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan 

hukum dengan pihak ketiga. 

5. Pada kepailitan, hanya para krediut badan kreditur badan hukum dapat 

menuntut harta kekayaan yang terpisah itu. 

 

Ad 2. Mempunyai tujuan tertentu. 

       Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideel atau tujuan yang 

commercieel. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan 

karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau 

beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai ntujuannya itu dilakukan 

sendiri oleh badan hukum sebagai person (subject-hukum) yang 

mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh 

karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, 

maka perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting 

bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan 

hukum itu dengan dunia luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan 

apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya ataukah diluarnya.  

 

Ad. 3 Mempunyai kepentingan sendiri. 

       Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha 

mencapai tujuan tertentu itu, maka badan hukum itu mempunyai 

kepentingan sendiri, kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-

hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, maka 
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kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu 

badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan 

mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam 

pergaulan hukumnya. Menurut Meyers mengenai kepentingan badan usaha 

itu mengatakan: kepentingan menghendaki suatu kestabilan. Suatu panitia 

bencana alam yang mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari para 

penderma-penderma bukan suatu badan hukum, meskipun uang yang 

terkumpul itu tidak merupakan milik dari panitia, karena di sini organisasi 

dan pekerjaannya hanya untuk waktu yang singkat saja, dengan demikian 

tidak mempunyai kepentingan yang stabil. 

 

Ad. 4 Adanya organiasi yang teratur. 

       Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan 

hukum, badan hukum diterima sebagai person di samping manusia. Badan 

hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak 

hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang 

mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang tidak 

mempunyai anggota seperti yayasan, sampai dimana organ yang terdiri dari 

manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum 

dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ 

dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan 

peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu 

pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai 

organisasi. 

Menurut Logemann, suatu organisasi itu ada dimana saja, dimana manusia-

manusia bertindak secara organisatoir dengan pembagian tugas mengejar 

suatu tujuan bersama. Dengan demikian, maka organisasi adalah suatu hal 

yang essentieel bagi badan hukum, baik badan hukum korporasi maupun 

badan hukum yayasan. 
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       Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ada beberapa bentuk badan dan 

perkumpulan yang diterima sebagai badan hukum, diantaranya adalah
58

: 

1. Perkumpulan. 

2. Perseroan Terbatas. 

3. Koperasi. 

4. Yayasan. 

Ad. Perseroan Terbatas. 

       Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD tidak memberikan 

penjelasan yang jelas mengenai pengertian dari Perseroan Terbatas akan tetapi 

dalam Pasal-Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD ternyata unsur-unsur yang dapat 

membentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut 

adalah
59

: 

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing 

persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah 

dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan; 

2. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbtas pada jumlah nominal 

saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) merupakan 

kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan. 

3. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan 

pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya 

terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar 

dan/atau keputusan RUPS. 

      Berdasarkan cara keikutsertaan dalam modal perseroan, perseroan terbatas 

terbagi dalam
60

: 

1. PT Tertutup. 

Adalah perseroan dalam mana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam 

modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Kriteria untuk dapat 

disebut sebagai PT Tertutup adalah bahwa surat saham perseroan 
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diterbitkan atas nama perseroan dan sering dalam akta pendiriannya 

termuat ketentuan yang mengatur siapa yang diperkenenakan untuk ikut 

dalam permodalan. 

2. PT Terbuka. 

Adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Setiap orang dapat ikut 

serta dalam modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham yang 

lazimnya tidak tertulis atas nama. 

3. PT Umum. 

Adalah perseroan terbuka yang kebutuhan modalnya didapat dari umum 

dengan jalan menjual sahamnya dalam bursa. Pada perseroan umum orang 

yang ikut serta dalam modal perseroan hanyalah mempunyai perhatian 

pada kurs saham. 

4. PT Perseorangan. 

Adalah perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh seorang pemegang 

saham, perseroan ini dapat terjadi karena beberapa cara sehingga seluruh 

saham dalam perseroan dimiliki oleh satu orang saja. Dengan kata lain, 

perseroan ini tidak dapat didirikan oleh seorang saja akan tetapi setelah 

pendirian dimungkinkan seorang pemegang saham dapat memiliki seluruh 

saham perseroan melalui beberapa cara. 

       Modal perseroan yang disebut juga modal masyarakat yaitu jumlah modal 

yang disebut dalam Akta Pendirian dan merupakan jumlah maksimumsampai 

jumalah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham
61

, terbagi atas saham-saham 

dan mendapat pengaturan dalam Pasal 40 KUHD yang menyatakan bahwa 

“Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau 

blangko. Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab 

lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu”. 

        Hak-hak yang dapat diterima oleh para pemegang saham perseroan adalah
62

: 

1. Menerima deviden untuk setiap saham yang dimiliki; 

2. Mengunjungi rapat umum pemegang saham; 

3. Mengeluarkan suara pada rapat-rapat PT; 
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4. Mendapat pembayaran kembali saham yang telah dibayar penuh, jika 

perseroan dibubarkan. 

        Berdasarkan pembagian deviden perseroan yang dapat diberikan kepada 

pemegang saham, saham dapat dibedakan menjadi
63

: 

1. Saham biasa, adalah saham yang tidak mempunyai hak lebih dari pada 

saham-saham lain. 

2. Saham preferen, adalah saham-saham yang menurut kebiasaan diberikan 

kepada para pendiri PT. 

3. Saham preferen kumulatif, adalah saham-saham yang jika pada suatu 

tahun tak dapat diberikan deviden karena perseroan menderita kerugian, 

maka deviden dari tahun-tahun yang rugi itu dapat digabungkan dengan 

tahun berikutnya dimana terdapat keuntungan. 

4. Saham preferen, kumulatif yang berhak mendapat bagian keuntungan 

adalah sama dengan saham preferen kumulatif akan tetapi dengan 

tambahan bahwa para pemegang saham tersebut masih mendapat hak atas 

bagian tertentu dari keuntungan. 

       Sama halnya dengan subyek hukum perorangan, subyek hukum badan hukum 

juga dapat berakhir. Berakhirnya subyek hukum badan hukum terjadi karena
64

: 

1. Dibubarkan oleh Hakim atas permohonan Kejaksaan karena usahanya 

bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum; 

2. Karena waktu yang ditentukan oleh akte pendirian lampau; 

3. Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 

4. Karena keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit; 

5. Karena modal perseroannya berkurang 75% atau lebih. 

Keputusan pembubaran harus diumumkan dalam surat kabar resmi dan juga harus 

diberitahukan kepada kantor register perdagangan untuk didaftarkan, jika hal ini 

tidak ditaati maka perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum. 

       Persyaratan untuk dapat disebut sebagai Perseroan Terbatas sebagaimana 

ternyata dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, yang 

menyatakan bahwa: 
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    a. Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta notaris selain 

daripada akta Notaris maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah tidak 

sah. Akta pendirian tersebut memuat
65

: 

1. Nama Perseroan Terbatas; 

2. Tempat kedudukan; 

3. Maksud dan tujuan; 

4. Lamanya akan berkeja; 

5. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga; 

6. Hak dan kewajiban pesero dan pengurus. 

    b. Tidak memakai nama seseorang atau lebih dari antara para persero, 

melainkan hanya dari tujuan perusahaan saja. (Pasal 36 KUHD). 

    c. Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau 

rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal 

ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh 

izinnya. 

Ad. Perkumpulan. 

Yang dimaksud dengan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang 

termaktub dalam L.N 1870-64. Kedudukan badan hukum baru dapat 

diperoleh setelah diakui oleh Menteri Kehakiman. Pengesyahan itu 

dilakukan dengan menerima baik anggaran dasar, yang memuat maksud 

tujuan, azas-azas, lapangan pekerjaan dan aturan-aturan lain bagi 

perkumpulan itu
66

. 

Bubarnya perkumpulan dapat disebabkan oleh
67

: 

    a. Berdasarkan ketentuan didalam anggaran dasar; 

    b. Berdasarkan keputusan rapat umum anggota; 

    c. Sebagai akibat dari paillisemen; 

    d. Berdasarkan keputusan hakim; 

    e. Karena tidak adanya anggota perkumpulan lagi. 

 

                                                           
       

65
 Ibid., hal. 53. 

       
66

 Ridho, op.cit., hal. 101. 

       
67

 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2008). hal. 297. 
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2. 2. Kronologis Sengketa. 

       Adapun latar belakang kasus yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai 

berikut, tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 1, Surabaya, Jawa Timur 

sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 7 

Januari 1988, No 11/88 yang menerangkan bahwa: 

1. Macam dan nomor hak : Tanah Penguasaan Negara (Bekas  

     Eigendom Verponding No. 5549); 

2. Surat hak tanah  : Tanggal 31 Oktober 1905 No. 601; 

 

dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 7 Januari 1988 No 12/88 yang 

menyatakan bahwa: 

1. Macam dan nomor hak : Tanah Penguasaan Negara (Bekas  

     Eigendom Verponding No. 5525); 

2. Surat hak tanah  : Tanggal 15 Agustus 1905 No. 453. 

dahulu tanah-tanah tersebut dibeli oleh N.V “Soerabaiasch Sportterrein” sesuai 

dengan anggaran dasarnya tertanggal 22 Mei 1905 No. 77, yang dibuat dihadapan 

Jacobus de Bruyn Mgz., Notaris di Surabaya, Perseroan tersebut didirikan oleh: 

1. Tuan Alexander Mac Lean, pedagang bertempat tinggal di Surabaya, 

dalam hal ini bertindak sebagai anggota dari dan sebagai demikian untuk 

dan atas nama perseroan dagang di bawah firma “Fraser Eaton en Co”, 

bertempat kedudukan di Surabaya. 

2. Tuan John Campbell, Industriawan, bertempat tinggal di Surabaya. 

untuk menjadikan tanah tersebut suatu lapangan olah raga dan mengeksploitir 

tanah tersebut sesuai tujuannya. 

       Tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dihuni oleh “Soerabaia Cricket en 

Lawn Tennis Club” sejak berdiri tahun 1897, perkumpulan tersebut telah 

mendapat pengesahan perubahan anggaran dasar pada tahun 1952 oleh Menteri 

Kehakiman sesuai dengan penetapannya tanggal 11 Agustus 1952 dengan No. 

J.A.5/106/20. 

       Pada tanggal 2 Nopember 1964 terbit Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 

1964 tentang Penguasaan dan Pengurusan Perusahaan-Perusahaan Milik Inggris di 

Indonesia, yang menyatakan bahwa terhadap perusahaan-perusahaan milik Inggris 
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yang terdapat di Indonesia akan dikuasai sepenuhnya secara langsung serta diurus 

oleh Pemerintah Pusat terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat edaran Wakil 

Perdana Menteri III Nomor D/VII/0452/H.5/1964 pada tanggal 31 Januari 1964. 

Peraturan ini merupakan dasar bagi pemilikan perusahaan-perusahaan Inggris oleh 

Pemerintah melalui departemen-departemen yang sesuai dengan usaha atau jasa 

perusahaan Inggris yang ternasionalisasi. 

       Salah satu perusahaan Inggris yang terkena peraturan nasionalisasi 

berdasarkan Penetapan Presiden tersebut adalah perusahaan milik Inggris dengan 

nama “NV. Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co” yang didirikan 

dengan akta Notaris pada tanggal 27 Maret 1947 No. 124, dihadapan Nicolas 

August Mispelblom Van Altena, Notaris di Batavia. Perusahaan ini memiliki 

cabang yang bernama Fa. “Fraser, Eaton & Co”, berdasarkan anggaran dasar 

“N.V Soerabaiasch Sportterrein” sebagaimana tersebut diatas adalah bagian dari 

“Fa. Fraser, Eaton & Co”, dengan kata lain oleh karena “N.V Soerabaiasch 

Sportterrein” adalah bagian dari “Fa. Fraser, Eaton & Co” oleh karena itu “N.V 

Soerabaiasch Sportterrein” adalah bagian dari “NV. Handel Maatschappij 

Maclaine, Watsson & Co”. 

       Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 1 Maret 

1965 Nomor 58/M/SK/65, nama perusahaan “NV. Handel Maatschappij 

Maclaine, Watsson & Co” diganti dengan “PD. DWIKORA”, lebih lanjut 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri 

Perkebunan tanggal 19 Maret 1965 Nomor 77-a/M/SKB/65 / Sk.33/MEN PERK 

65, Surat Keputusan Menteri EKUIN tanggal 14 Agustus 1968 Nomor 

KEP/43/MEN EKUIN/68 junctis Peraturan Pemerintah tanggal 3 Juni 1981 

Nomor 16 “PD. DWIKORA” digabung dengan unit perusahaan Aneka Jasa/ 

Aneka Jasa Perkebunan. 

       Pada tanggal 17 Februari 1971, SCLTC berganti nama menjadi PORES, 

sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perkumpulan yang 

merupakan penyempurnaan kelanjutan perkembangan dari pada Surabaya Cricket 

& Lawn Tennis Club yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1897. Selanjutnya 

PORES mengadakan perubahan Anggaran Dasarnya terakhir kali pada tahun 

1979. 
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       Pada tanggal 11 November 1987, PT. Aneka Usaha Perkebunan, yang 

anggaran dasarnya tertanggal 11 Januari 1985 Nomor 14 dibuat dihadapan Gustaf 

Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, 

yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 23 Maret 1985 Nomor 24, mengajukan permohonan hak atas 

tanah sengketa dengan didasarkan pada peraturan-peraturan tersebut diatas. 

Selanjutnya oleh pada tanggal 20 Agustus 1988, Kepala Kantor Agraria Surabaya 

menerbitkan Ikhtisar tentang Permohonan Hak Guna Bangunan terhadap tanah 

yang terletak di jalan Embong Sawo Surabaya. Akhirnya pada tanggal 10 

Desember 1988 terbit Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

12/HGB/BPN/88 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Nama PT. Aneka 

Usaha Perkebunan (Persero), Jakarta. Sehingga terbitlah Sertipikat Hak Guna 

Bangunan  No. 359/K tanggal 5 Desember 1988 dan No. 364/K tanggal 21 

Februari 1989 Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT. Aneka Usaha 

Perkebunan (Pesero). 

       Pada tanggal 10 Juni 1988, PORES mengajukan permohonan hak atas tanah, 

permohonan hak tersebut dibalas oleh Kepala Direktorat Agraria Surabaya dengan 

mengeluarkan surat yang berisi penjelasan mengenai permohonan hak oleh 

PORES, yaitu: 

“…permohonan saudara kiranya tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan 

permohonan hak oleh PT Aneka Usaha Perkebunan terhadap tanah asset Negara 

tersebut akan diproses lebih lanjut pemberian haknya...” 

       Pada tanggal 24 Agustus 1996, terjadi peralihan hak atas tanah dari PT. AUP 

kepada PT. ISI, berkedudukan di Surabaya, yang Anggaran Dasarnya telah 

mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Instansi yang berwenang 

tanggal 12 Februari 1990, No. C2-709.HT.01.01.TH.90, dan terakhir diubah 

dengan Akta Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S.H tanggal 12 Nopember 1992. 

Dengan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 1996, Nomor 

395/VII/1996 dan Nomor 396/VIII/1996 yang dibuat dihadapan Abdurrazaq 

Ashiblie, S.H, PPAT di Surabaya. PT ISI mengajukan permohonan pemeliharaan 

data ke Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan 
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melakukan pemeliharaan data sehingga kedua Sertipikat Hak Guna Bangunana 

tersebut berganti nama menjadi atas nama PT ISI. 

      Pada tanggal 23 Mei 2001, PT ISI berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di Surabaya terhadap PORES dengan 

dasar gugatan penguasaan tanah secara melawan hukum. Gugatan yang diajukan 

oleh PT ISI pada tingkat pertama dikabukan oleh Majelis Hakim sedangkan dalam 

tingkat banding, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembanding yakni 

PORES sementara dalam tingkat kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi PT 

ISI, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon Kasasi yakni PT ISI. 

Dalam upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali yang diajukan oleh 

PORES, Majelis Hakim menolak permohonan kembali yang diajukan oleh 

PORES. 

 

2. 3. Analisis Permasalahan. 

2. 3. 1. Cara Perolehan Hak Atas Tanah Yang Sebelumnya Adalah 

Hak Barat Dan Telah Menjadi Tanah Negara. 

       Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa telah terjadi 

sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terdapat di Jalan Embong Sawo No. 

1, Surabaya, antara PT. ISI sebagai pemilik tanah yang dibuktikan dengan 

adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 359/K dan No. 364/K yang 

menggugat PORES sebagai penghuni tanah yang menjadi obyek sengketa. 

       PT. ISI sebagai pemilik SHGB No. 359/K dan No. 364/K mendapatkan 

hak ini dari PT. AUP melalui peralihan hak yang dilakukan dengan Akta Jual 

Beli tanggal 24 Agustus 1996, Nomor 395/VII/1996 dan Nomor 

396/VIII/1996 yang dibuat dihadapan Abdurrazaq Ashiblie, S.H, PPAT di 

Surabaya. 

       Dalam peraturan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan 

bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan demi menjamin kepastian 

hukum meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

tanda bukti yang kuat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 UUPA Jo Pasal 

19 UU Nomor 40 tahun 1996 menjelaskan bahwa subyek hukum yang dapat 
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memiliki HGB adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dalam 

penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan badan hukum adalah semua 

lembaga yang pada saat berlakunya peraturan ini memiliki status sebagai 

badan hukum yang diberikan oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya 

peraturan Pasal 34 PP Nomor 40 Tahun 1996 menjelaskan bahwa peralihan 

HGB dapat terjadi karena adanya jual beli dan harus dilakukan dengan akta 

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah 

      Sebagaimana ternyata dalam Ikhtisar Permohonan Hak Guna Bangunan 

yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya. Kepemilikan hak atas tanah 

oleh PT. AUP diatas adalah berdasarkan riwayat tanah sebagai berikut, yaitu: 

1. Akta pendirian “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Usaha 

Perkebunan” tanggal 11 Januari 1982, Nomor 14, yang dibuat 

dihadapan Gustaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, Sarjana 

Hukum, Notaris, di Jakarta; 

2. Peraturan Pemerintah tanggal 3 Juni 1981 Nomor 16 yang menjelaskan 

mengenai penggabungan PD Dwikora dengan Unit Perusahaan Aneka 

Jasa; 

3. Surat Keputusan Menteri EKUIN tanggal 14 Agustus 1968 Nomor 

KEP/43/MEN EKUIN/68 yang menjelaskan penyerahan pengelolaan 

tanah dan rumah ex Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co 

kepada PD. Dwikora; 

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri 

Perkebunan tanggal 19 Maret 1965 Nomor 77-a/M/SKB/65 / 

Sk.33/MEN PERK 65 yang menjelaskan bahwa pengurusan 

perusahaan dagang Dwikora dari Departemen Perdagangan dibawah 

Departemen Perkebunan; 

5. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 1 Maret 1965 Nomor 

58/M/SK/65 yang menjelaskan bahwa “N.V Handel Maatschappij 

Maclaine, Watsson & Co” diganti menjadi PD Dwikora; 
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6. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1964 yang menjelaskan bahwa 

“N.V Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co” dikuasai oleh 

Pemerintah Republik Indonesia dibawah Departemen Perdagangan; 

7. Anggaran Dasar “NV. Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co” 

menyatakan bahwa “Fa. Fraser Eaton & Co” adalah merupakan cabang 

dari “N.V Handel Maatschappij Maclaine, Watsson & Co” 

8. Anggaran Dasar “N.V “Soerabaiasch Sportterrein” yang menyatakan 

bahwa sebagai Direktur pertama diangkat sebuah perusahaan dagang 

ialah Firma “Fraser Eaton & CO”. 

       Istilah N.V atau Perseroan Terbatas adalah istilah yang dipergunakan 

dalam ketentuan Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD untuk menunjuk kepada suatu 

badan hukum yang memiliki unsur-unsur
68

: 

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing 

persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah 

dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan; 

2. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah 

nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan 

tertinggi dalam organisasi perseroan. 

3. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu 

kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan 

tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan 

Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. 

       Tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dihuni oleh “Soerabaia 

Cricket en Lawn Tennis Club” sejak berdiri tahun 1897, perkumpulan 

tersebut telah mendapat pengesahan perubahan anggaran dasar pada tahun 

1952 oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan penetapannya tanggal 11 

Agustus 1952 dengan No. J.A.5/106/20. 

       Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahawa subyek yang dapat memiliki 

Hak Guna Bangunan salah satunya adalah badan hukum sebagaimana yang 

                                                           
       

68
 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit., hal. 30. 

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



75 
 

Universitas Indonesia 

terjadi dengan SCLTC (sekarang dikenal sebagai PORES) yang telah 

mendapatkan status badan hukum terakhir dengan adanya penetapan dari 

Menteri Kehakiman yang mengesahkan perubahan anggaran dasar SCLTC. 

Pemberian status sebagai badan hukum merupakan hasil dari pengakuan yang 

disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 Staatsblad 1870 nomor 64 yang 

menjelaskan pengakuan terhadap perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum 

dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen perkumpulan. 

        Penggantian nama SCLTC menjadi PORES terjadi sebagai akibat dari 

Musyawarah Anggauta yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan 

pada tanggal 17 Februari 1971. Sebagaimana ternyata dalam ketentuan-

ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 yang menjelaskan bahwa status badan 

hukum yang dimiliki oleh suatu perkumpulan yang telah mendapatkan 

persetujuan terhadap statuta atau reglemen perkumpulan tidak akan hapus 

secara serta merta apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap anggaran-

angaran dasar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang. 

      Pada tanggal 11 November 1987, PT.AUP mengajukan permohonan hak 

selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Agraria dengan mengeluarkan 

Ikhtisar permohonan Hak Guna Bangunan pada tanggal 20 Agustus 1988 

yang berisi kesimpulan atas penyelidikan terhadap: 

1. Pemohon: Nama, Umur, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Tempat 

tinggal; 

2. Tanah yang dimohon: Letaknya, Luasnya, Statusnya, Riwayat tanah. 

       Pada tanggal 10 Juni 1988 PORES mengajukan permohonan hak, tetapi 

permohonan hak yang diajukan oleh PORES tidak dapat dilanjutkan karena 

Kantor Agraria berdasarkan bukti dokumen-dokmen yang telah penulis 

kemukakan diatas, berkeyakinan bahwa tanah yang diajukan haknya oleh 

PORES adalah asset Negara sehingga terhadap permohonan yang diajukan 

oleh PORES tidak dapat dipertimbangkan. 

        

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



76 
 

Universitas Indonesia 

2. 3. 2. Analisa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 

Reg.No.138 PK/Pdt./2006. 

       Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dengan register perkara 

Nomor 138 PK/Pdt./2006, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku? Mengacu kepada ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 

tentang pendaftaran tanah bahwa penghuni sebagai subyek hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga penghuni tetap 

mempunyai hak untuk mempertahankan haknya. 

       Berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara PT. ISI dan PORES, 

pengadilan wajib memeriksa setiap dalil-dalil yang diajukan baik oleh 

Penggugat maupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan asas-asas putusan yang 

menentukan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengadili 

seluruh bagian gugatan sebagaimana yang ternyata dalam ketentuan Pasal 178 

ayat 2 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 189 ayat 2 Reglement 

Buiten Govesten (RBG) Pasal 50 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Dalil 

gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah bahwa penggugat merupakan 

pemilik sebenarnya dari tanah yang menjadi sengketa karena penggugat telah 

membeli dari penjual (PT. AUP) yang dapat membuktikan bahwa tanah yang 

menjadi obyek jual beli adalah tanah milik penjual dengan bukti adanya 

Sertipikat HGB atas nama penjual. 

       Adanya bukti Setipikat HGB atas nama PT. AUP sebagai penjual, PT. ISI 

sebagai pembeli mempunyai keyakinan bahwa penjual merupakan pemilik 

yang sah atas tanah. Lebih lanjut PT. ISI selaku pembeli ketika akan membuat 

Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah ketika akan membuat akta akan 

memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa 

penjual selaku pemilik tanah adalah benar pemilik tanah sebagaimana ternyata 

dalam Sertipikat HGB yang dicocokkan dengan buku tanah yang terdapat 

dalam Kantor Pertanahan letak tanah. 

        Pengadilan dalam memeriksa suatu sengketa bersifat pasif dalam arti 

bahwa pengadilan hanya memeriksa gugatan yang dituntut oleh penggugat. 

Hal ini sesuai dengan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (3) 

HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv yang menyatakan bahwa 
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putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam 

gugatan, larangan ini disebut juga sebagai ultra petitum sehingga dalam 

sengketa tersebut di atas pengadilan tidak memeriksa dasar perolehan hak atas 

tanah karena tidak dituntut oleh penggugat.  

       Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, 

dianggap telah melampaui batas wewenang meskipun tindakan tersebut 

dilakukan hakim berdasarkan itikad baik karena sesuai dengan prinsip rule of 

law bahwa siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas 

wewenangnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001 

K/Sip/1972 yang melarang hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak 

diminta atau melebihi apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak 

putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti 

gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971. Lebih lanjut, 

dalam Putusan MA No. 556 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan 

yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian 

materiil. untuk dapat memeriksa perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh 

penggugat, tergugat harus mendaftarkan gugatan baru dengan dalil bahwa 

perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. AUP selaku penjual adalah 

melawan hukum. 

2. 3. 3. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Telah Membeli 

Hak Atas Tanah. 

       Terhadap pihak ketiga yang telah memperoleh tanah dengan Hak Guna 

Bangunan dengan cara peralihan hak yaitu PT. ISI, berlaku ketentuan Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang menentukan bahwa untuk 

setiap perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah, 

memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam 

uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta 

yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. 

       Terhadap pemindahan/peralihan hak tanah yang telah dilakukan sesuai 

dengan peraturan maka bukti peralihan digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan pemeliharaan data sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 22 

PP No. 10 Tahun 1961 dengan pemeliharaan data maka terhadap pihak yang 
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telah menerima pemberian/peralihan hak tanah akan menerima sertipikat yang 

menjadi bukti yang kuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 

UUPA, dengan sertipikat sebagai bukti yang kuat maka pemilik sertipikat 

mendapatkan jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap 

pihak lain yang meragukan kepemilikan akan tanah yang telah 

diberikan/dialihkan kepadanya. 

       Pemberian/peralihan hak tanah yang terjadi diantara PT. AUP dan PT. ISI 

sama seperti perjanjian pada umumnya berlaku ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata, yang menetukan bahwa dalam melakukan peralihan atas sesuatu 

hak atas benda diperlukan adanya syarat-syarat: 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

Dalam melakukan perjanjian jual beli, para pihak wajib memenuhi syarat-

syarat tersebut diatas jika ingin perjanjian yang dibuat diantara para pihak sah 

secara hukum. 

       Para pihak sebelum melakukan perjanjian wajib memperhatikan adanya 

kesepakatan diantara mereka, pihak penjual atau pihak yang akan melepaskan 

haknya atas benda harus memiliki kata sepakat dengan pihak pembeli atau 

pihak yang akan menerima benda mengenai benda tersebut, perjanjian tersebut 

harus didasarkan atas adanya sebab yang halal. Dalam pembuatan perjanjian 

kecakapan para pihak juga harus diperhatikan, para pihak harus memiliki 

kecakapan dalam hal kedewasaan dan kemampuan untuk berada dalam 

keadaan yang dapat membuat perjanjian. 

       Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi persayaratan mengenai 

kesepakatan dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian maka perjanjian 

yang telah dibuat oleh para pihak tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal para 

pihak tidak memenuhi syarat mengenai hal tertentu dan sebab yang halal maka 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum. 

       Pihak pembeli atau pihak yang menerima pengalihan hak dalam hal ini 

adalah PT. ISI, memiliki keyakinan yang penuh bahwa penjual atau pihak 
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yang melepaskan hak yaitu PT. AUP merupakan pihak yang benar-benar 

memiliki hak atas tanah hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian 

data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna 

Bangunan dengan buku tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan. 
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BAB III 

 

 

P E N U T U P 

 

A.  SIMPULAN 

        Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa: 

1. Perolehan hak atas tanah yang sebelumnya adalah hak barat dan telah menjadi 

tanah Negara.Berdasarkan Hak Bangsa Indonesia, cara perolehan hak atas 

tanah tergantung atas beberapa syarat dan dilakukan dengan beberapa cara. 

Permohonan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. AUP telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku sehingga pada saat PT. AUP mengadakan peralihan 

hak atas tanah kepada PT. ISI dengan cara jual beli telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yaitu PP No. 10 Tahun 1960 dengan peraturan 

pelaksana PMDN Nomor 5 Tahun 1973. 

2. Terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Reg.No.138 

PK/Pdt./2006 penulis berpendapat bahwa putusan yang diambil oleh Majelis 

Hakim, telah sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara perdata sehingga 

terhadap putusan yang diambil yang berkaitan dengan sengketa diatas, Majelis 

Hakim telah menerapkan hukum secara benar dan tepat. 

3. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang telah membeli hak atas tanah 

diberikan melalui PP No. 10 Tahun 1961. Pihak yang melakukan pemindahan 

hak atas tanah melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria 

berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, wajib untuk 

melakukan pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 22 PP No. 10 Tahun 

1961 dengan pendaftaran tanah pihak tersebut akan menjadi pemilik sah dari 

tanah dengan bukti sertipikat tanah. 

Sertipikat tanah merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana ternyata 

dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sehingga 

terhadap data yang terdapat dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang 

benar selama belum dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan adanya Sertipikat 

yang merupakan alat bukti yang kuat maka terhadap data yang terdapat dalam 

Sertipikat adalah data yang benar sehingga Pemerintah wajib menjamin dan 

melindungi pemilik hak yang ternyata dalam Sertipikat hak. 

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



81 
 

Universitas Indonesia 
 

        Sehingga terhadap PT. ISI yang memperoleh hak dari PT. AUP 

berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 1996, Nomor 395/VII/1996 

dan Nomor 396/VIII/1996 yang dilakukan dihadapan Abdurrazaq Ashiblie, 

S.H, PPAT di Surabaya, selanjutnya dengan Akta Jual Beli tersebut diadakan 

pendaftaran sehingga kemudian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 359/K 

dan No. 364/K yang semula atas nama PT. AUP kemudian berubah menjadi 

atas nama PT. ISI. Pemerintah wajib menjamin dan melindungi PT. ISI 

sebagai pemilik tanah yang sah selama Sertipikat Hak Guna Bangunan atas 

nama PT. ISI tersebut tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.  

B. SARAN 

       Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah disampaikan, Penulis 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari sumber permasalahan yang menjadi sengketa pengosongan lahan 

adalah adanya kesalahan menentukan pemegang hak atas tanah yang terjadi 

dalam permohonan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. AUP yang 

kemudian berakibat merugikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa 

hal ini dapat dihindari seandainya Badan Pertanahan Nasional sebagai 

lembaga penyelenggara pendaftaran tanah dapat menjalankan tugas 

sebagaimana seharusnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan 

tidak melampaui maupun tidak kurang dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Setelah memahami bahwa permohonan hak atas tanah yang dilakukan oleh 

pemohon hak dilakukan tidak sebagaimana seharusnya, Badan Pertanahan 

Nasional sebagai lembaga penyelenggara pendaftaran tanah dapat 

mengantisipasi dengan jalan tidak melanjutkan permohonan hak sebelum 

dapat ditentukan data yuridis tanah. 

3. Pihak yang tidak berkenan dengan hasil yang ada terhadap tanah hendaknya 

lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dengan menggunakan berbagai 

upaya hukum yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan. 
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rolusduopuruhonomribu duopuruhtujuhruproh ilmopurur.nenl drtomboh
bungo menurut undcngruncJong sebeso r 24% soroFrun (oros dcnor
sebesor 2% per buronf terhifung sejok gugoton inidr<l0ftorkon sompor
dongon podo sootnyo persllsudoh dikosongkon don dberohkon dolom
l<eodoon kosong kepodo penggugof, sompol seluruhJumlqh djboyor
Menghukum Tergugot memboycr gonll rugl kopodo penggugot uong
sejumloh Rp. 1.530.0@.000,- gotumilyor rimorolrnflgcpuruhJuto rupich] se
tqhun, lerhltung mulal tqhun 2001, sompolsootnyo penll yong
bemongkufon diserohkon dqrqm keqdoon kosong kepoc/o penggugot,

Menyotokon putuson dorom perkoro rnrdopot serro merrq diloksonokon ;

Menghukum Tergugol memboyor uong pobo kepodo penggugot

Rp' 50'0@'000.- (limopuruhjuto rupioh) sehorruntuk flcrp horrTergugot ter
olpo mengosongkon don menyerohkon dqrom keodoon kosong penri ir.
Embong Sowo No. l, Suroboyo, tenebut dlolqs kepodo penggugot

tempo B (deloponJ hori terhitung seJok Torgugot meneilmo tegoron urri

Menimbong, bor'rwo podo horrsrdong yong teroh dnoropl<on untuk
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I dclong monghodop Kuoscnyc TRII\{OELJA D,SOERJADI,SH,

PUTU SUS|LADEyil, SH., sedongkon Tergugct dqlqng menghqdqp

DANIEL DJOK'C TARLIMAN, SH. MS. don EDY HENDRAWAN, SH. ;

Menimbong, bohwo MoJelbsurJoh berusoho untuk mondomoikqn

bslqh pihok, nqmun tldqk berhasll don komudlon dibocqkonloh surol

Penggugot yong mqno blnyo tetop dipertohonkon olehnyo ;

Manlmbong. bohrwo otcs gugotqn tomobut Tergugqt tolqh

jqwqban terlonggol 23 Junl 2001 yqng blnyosebogol berlkut ;

'1. 
' Bqfrwq Torgugot membqntqh seluruh dolil-dqlilgugoton Ponggugclt

soponJong yong tldok diokuisecoro tegos kebenoronnyo oleh T

2. Bqhwo Sertlfikot Hok Gunq Bongunon No.36al K dqn Sertiflkot Hok

Bongunon No,359/ K Kelurahan Embong KollCIin qdolqh

cqcot hukum yqng mengqklbqtkqn sertlflkot tersobut qdoloh tldok

otqu lldok mempunyol kekuoton hukum seJok penerbllonnyo ;

J, Bohwo sebogolmonq tercqntum dolqm Sortlflkqt Hok Guno

No.364/ K dqn Sortlflkot Hok Gunq Bongunon No.359/ K cnolr.rsul

tenebut edqloh belccs hqk eigendom moslng-mqsing No,5525 don

elgendom No.5549. Sedongkon kellko ltu yong borhok qlos eig;anc

verpondlng No. 5525 don No.5549 odoloh ; de le SoeroboJo gevosi
-:-

Noomlooze Vennoltschop Soerobojcnch Spoorttor€ln ;

Bohrwo oloh koreno koduo hok elgendom torsebut ildok dllokukon

moko sompol dengon botas wqktu konvonl yoltu tohun 1980,

tqnoh temebut berolih menJqdl lonoh kekuqsoqn nogqro ;

9"\\t
\-*

AI

i1.1rr

4,

fs.) Bqhwo sesuql ketentuqn hukum ycng berloku;.dolom hql tsnqh I

sudoh dolom pengucsoon nogqrq moko prlorltos pemberlcn hok otcs

diborlkon kepodo penghunlyqng sqh dolom hollniTergugot. porlhol

pembodon hok guno bcngunon kepqdq pT. Aneko Usqhq

sesuql yong tercontunr dqlom sertifikot dilokukqn tonpo terleblh

mendopot pemetuJuon dori Tergugot sobogcl ponghunl yong soh ;

q

/ 6. Bohwo ,,.,.r.r,.r
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-a_

sudoh morupckqn f(*lq noloir kcltru lqncrlr tomobul dlhunl

olelr Te€ugot seticlgols,rrori<r oicrh ragcr hrorupu

tennh sejok romoJc'go sudcrh nrcrupokon fckro nof.rr karou Torgugo
ycng mentbongun clon mr:rnperlcoikilcpcngan lonnh serlo
L:ongunon sobogoisoronq penunjon,3 jouh sob,olum Z (cluo)

otcts roncrrr tenerbut orc6 rrcm'l pT. Antlkc l.rscrhcr p,:rkobunon, 
Jodi

sebelum terJodlnyo perrrlihrtn kepodo ponggr;got 
;/;-",

'/ /,,1,

t- /i7
Bohwq socc,ro l,.ronologb F)cJnggunctan forrol^r lersobut sobogol
rogo dirnurorsejok rBgT cJongcrn lrerdirlnycrsur<:bojo crikot En Lcnvn T

Club. kemudrcn pods lqhun l9S2 clilokukon porubohon olcrs

Dosor do/ surobojo crrkot En Lown T.n.iu crub clon reroh menocpcrr
pengosohon cjqrr rvrentori Koirokimorr sosuoi porptCIponnyo ronggor
1i-B- 1952 No. J,,\.5/1OS/*, pcdo *:hun lg60 perkumpulonlnl

menJodi PORES (perkumpulon Oloh Rogo Ernbong Sowo Suroboyo)
podo tohun lgBS Arrggorqn Dqsqr cjori pORES lni dilucrngkon <Jalom
qkfo not'rb sqtu don rqin horsosuorciengo'qk10'orqris s-I. srndr

Bclrwo dori iang Tergugot urolkon clr ofes sLrcreh nompok joros don __--

mombuktikon kal<ru

o' 'siorus Tergugot sebo6ci penghunryqng monyorenggorokon or.ir
tenis odqlqh sqh ; ----+F.-q_ _ .__*

b' Perolehon serliflkqt qrcis icrrroh rersobur .rel-r pihck pT. Anokq
Perkebunon mongondung coccrl hukunr sohinggo porollhon hok
Anekq Uschq perkobuncn kepodo p,rn3gugal 

Jugo cocot
Bohwq ohblonsi Torgugo i nraupun 1rc:run tukkcn fcnoh sobogcrl
rogo khr's.r;nyo ropcrngqn lenb, secorc tegcri torturis dorcm serfrfikor
Cuna Bcngunen qtos tcrnol-rlonsebut. )/qng rrlonyelrutkon :

beiloku 20 lel.tun dcn diporguncl;qn uriluk lcpcrrrgon fenh,
lerhodop kefontuon lnic]qpqt morupokcn orcrson unruk mombqtqrk

o

I

^i

JJ'-t

ri

i

!

/rnencshul
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Bchwo dorlrtwoyot tonoh serllflkot Hqk Gunq Bongunon nomer364/ K

15.530 m2 prosers penorbltonnya berdqsorkon koputusqn Kepolo

Pertonqhon Ncslonal Pusqt, No. l2l HOB/ BpN/ lgBB, tonggql lO -

Bohwo dolqm dlktum surot Kepuluson Kepqlo Bqdon pertqnqhqn

Pusol No. 1U HCB/ BPt',|/ lgSS lentong ,,pemborion Hok Guno

olCIs nomq P-I..Anekcr usoho porkebunon ", ontorq loln menyotokon

- Dlktum ketlgo I

tonoh lersebut oleh pomohon dlpergunokon untuk lopcngon

dengon syorot-syorot ......,,... cbl. ;

uniuk mengetohullucs tqnqh yong sebonornyo dipondong pedu 1

temebut dlqdqkon pongukuron utong yong dibuol oleh Kqntor Agrorio

Keputwon inldengon sendirlnyo botclopobiro pemohon hok fldok

memenuhlsqloh sotu sycrot qicu ketenluon dimqlaud dqlom diktum

prc6es ponerblionnyo berdosorkon Keputr.ron Gubernur Kepolo Doe

Tlngkot I Jcrwo Tlmur c.q. Kepolo Direktorot Agrorlo Jcnrvq Tlmur

5- 11- l9BB No. 593,s2/ 1Bn/ iK/JQ2/ 19€s ;

Bohwo dolom diktum surot Koputwon tenebur podo butv 12, menya

- Dikfum kettgo huflr keempot ;

...'.'.. don diodskon pengukuron kembqil oreh Konlor pertonqhon

Kotomodyo suroboyo untuk memperoroh ruos yong sobonornyo on

dlbuotkon surot ukur bonl sobogol penggonfl surot ukur tonggol 13 - 3

t\
I, 13.)
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,(fl

pombciricln l,lcrll Guncr Rcrnguncrrr lnl bqtol dengort

penK)hc)n ticlak nterrrenuhlsqloh scrt,"r syclrot olou kelenluon

terruobut podo crngkrl 2 sonrprrlclongan 4 lercerbul rjlotcn ;

Bohw<r sobogcrlmonrr torccniurn ircjcrrcr,i sertifircot Hqr( Guno

3(4/ r, clan No.359/ K, l,rnrpl,'on surr::l ukur cicri 2 (clucr) sorflfikoi ten

lr.'rlcrp monggunekon scllnon moeth'dei'yallrl hlo, 
.l23 

unluk sorllilkol

Ct-rno 0onguncn No. 3$4/ l< clcrn No, 73 untr,rk sertifikol Hok Guno

i5. Oohwo dengcrn rlemili<rn surol ukur pcdo sorllfiKol l-lqKGunc)

No,36a/ K mcrupun r'lo. 35g/ K, ll,Jal< melolul prosos p,engukurcn ulorrg,

icorononyo bOrtentcngr:n clcrn o tau ilc/ck nr*monr.thi syorot

terccntum poda cjiktum keonom Kepurtuscn h',+rprcrlo Bodon perrl

Ncslonol Ptr<rl trlo. i2/ ilGB/ BpN/ tg0B dcrn citktunr koilgo b,uiir

K.eputuscrn Guberrnur Kopolq Dcr,=rcrl'r Tlngkol I Jcrwo Timur c.q. Kepolo

Dlrektoroi Acrrcrlc Jovro Tlri^*rr Ncr. Sn,S2/ lBm/ Sk,/ W2/ lgBB :

Konsokuorrsl hukum clcrii flclak ciipanuhlnyq s)/ori:tl lernobut. rnengqkjbc

K opr r tunon Kepclcr Bcrclcin perlantrhon 
l.l csl cncil nraupun Koputuson

Gubernur KeFrcrlcr Dcei',:h Trnoi<ot r Joivcr Tiniur c.q. Keporcl Dirokrorcrr

Agrorlc Jono Tlrnur m,:rr,lrc1l hrotol cierngo sendlrlnyo, sobogolnroncJ Ter

urcrlkon podcl poslto Torgirgot butir I I cJon 13

16. Bohwo opobilo Keputwcrn Kepclcr Bock:n pertqnchun hloslonalpr-,sot

Koputr.rson Gphernur,K€trfilc Doercrh Tlngkcrt I Jcryro Tinrur c,q. Kepolo

,Dlrektorot A6rcrric .lawo Tlmr-rr ltu bcrtcl dengon soncJirlnyc mqkq

pt.rlo produl< cJorl k,aprutrnon toruebuf heru;.,o peinerbllcn serrllflkot l-lol<

Bongunqn No, 364/ K cjcn No.35til l( nrcnJcrcli lidqklseh clqn oteu lld

mon.ipun)/oi kekuqtan hukum seJrrk poneihrltorinyo ;

17. Bah*'cr hrerrdusc,rl<on apo yanO Trrr,J,.rgot rjr<)ilccn p.qd(.t frufh. I sompoi

clen6cn butlr l6 tenebut di,riqr. Tcrrgugol i.rrombontqfrdcvrr"ny

clcrlil Penggugot ycng i'rronT'tokcn p(,rrggu,Jol selrogol pemilik sch

-9-

!
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lB.

19,

n.

menggunokqn porsll sengkoto ;

don sesuol dengcn peruntukonnyo ; *:

untuk menuntul kemboli ;

keolpoon mengosongkon ;

2).

n.

podc tonggol 25 - 3 - l9B9 sebogcl borikut :

/ - Nllql

q

sobogolmono lerluong dldolorn buflr 4 posltcr

mqupun dolil Penggugot yong menyotokon bqhwq T

mengucrsol don menempoil penllsengketo lonpo olcs hqk yqng

sebogolmcno tertucng dqtom nuUr O posllo gugotqnnyq ;

Bqhwo dengon demiklqn lergugotJugq membontoh dolil penggugol

menyotokon kolou Tergugot telohsecotq molqwon hukum menempc

Bohwo dqri konologb penggunoon tonoh sebogolmono Tergugot

podo butir 5 sompoldengon g st.rdoh dopcrt mernbukllkon kqlqu

penghunlon penempolon moupun penggunoqn Jonqh tonebut sudqh

Bohwo tenfong pemboyoron sewo oleh Terrgugot kopodo pT. Aneko

Perkobuncn, odoloh merupokon pemboyoron yong lldok diwojibkon

monurul hukum, oloh koreno ltu monurut hukr,rm merupokon hok T

Bohwo monokolq Penggugot menuntut gonil keruglon sobesor

Rp, 12.461 326,U27,50 qtcs dosor perbuoton molonggor hukum, moko

gugoton gontl keruglon lnl honn ditolqk, oleh korena socoroJurudis T

tldok melokukon perbcton melonggor hukum sebcgolmonq dldolilkon

Ponggugot. seloln dqrlltu coro perhltungon yqng didolilkon penggugot

dongon mendqso*on horgo sewo (3%f dorlhcrgo juoltonqh odalcrh

mcsuk dlokoldon ildok bercjesorkqn hukum. Demlkon pulc tunluton

lerugion sebesor Rp. l,f:rc.000.000,- muloldorl tohun 2001 sompor

p€ngosongon dqn uong pokso sobesor Rp, 50.000.oco,- untuk seilop hor

Bol^rwo dqlom proses lkoton juolbelimoupun juclbolicllontorcr pT, Anekc

usoho Perkobunon derrgcn penggugot tolqh dltetopkon horgonyo

berito ocoro penoblron horgo toneh don bongunc)n clod pqnitio
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sedqngt(on'pengosongon menjodi longgungon pembell (

Bol'wcl odo 2 (duo) holyong horus dtgqris bqwoht berkollon

juol Llell iemobut dlotos yoitu ;

o. Penggugot sebogol pembell, memboyor dengon horgo

Rp.2310255.0@r ; 17.@m2 = Rp. t3SB97/m2,

hok Tergugot otcrs obyokJr.rot beli qdoiqh sebesor 50% ;

honyo berorientCIsr podo perhrtungan bisnis dorqm orti untuk

keuntungon yong setinggl-ilngginyq ;

24.

/ odqloh

I

Rp.4.578390

Rp.4.620.51

Kqrenq obyekJuol betl dipokcl oteh pORES fiergugot!, moko

pembell (Penggugot) diporkenonkan untuk membeli dengon hcrgo

fi% x Rp 4.620,510,@ = Rp.2.3l02SS,@r . Jodt horgo por

b. Adq pengokuon bqrk dorrpenJuor (pT. Aneko usqho perkebunon)

moupun pembelt (Penggugct) bohwq objokJuolboil qdq

yoltu:Tergugot; ,- -

c. BoFrwrc Tergugot sebogoi penghuni diqkui koberodoonnyo.

mempunyoi hok sobesor S0% dorl horgoJuot bell torsebut ;

Behwo dorlgpo yong Tergugot urolkon dl qtos. berqrti penggugqt

berhqk uniuk menggugot pongosongon don gonil rugr kopodo Ter

Sebollknyo odo pengokuqn secoro longnung moupun fldok lqngsung

Bol'rwq dengon demrkron jrko penggugot menuntut gonfl kerugron

tqhun l9B9 dengon monggunqkon qsumslhorgo tonqh Rp.6CD,ffi0

komudlqn noik menJodl Rp. 1.COO.COO ,-/ m2 don setennnyq, podohol

yong diboyor penggugot ketikoJuorr'etlqoqtqh Rp. I35Bgz ,-/,irt2,
luntulon ilu songot tidok mcsuk drokol, ridok bordcnqr, dqn semot

Bol^rwo Tergugot menolak dolllgugoton penggugot terseb.u_t podcl

poslto gugoton oreh korenq seruruh bukfl-buklryong diicdrkon dosor
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Kdh.Tk. I Jotimlonggor r9-I- rgBB No. sn/ rni.o-4/gnl lgw,

!

-12-

hukum yong mongoktbqtkon bukfl-,bukfl lonebut fldck

tldok mempunyol kekuoton rnengikot ;

Bordosorkqn slosorFoloson yong Tergugol uro;kqn dlqlos, Tergugcf

kehodopcn Mojelb Hqkjm Pengodilon Negerisuroboyo dolom perkoro lnl

1. Menolak gugolon Penggugot seluruhnyo ;

2, Menghukum Penggugot unluk memlcoyor bioyo porkoro ;

Atcu setldck-tldoknyo memberlkon kepuluson yong dkosokon cdildon potul

'Menimbong, bohwo terhodop jowobon Tergugot tomebut, penggugo

teloh mongoJukon Repllk lertonggol 3 Jult 2@1, sedongTergugot

Dupllklerronggol 16 Juil Mt ;

Menimbong, bqhwo untuk monguolkon dolll gugotonnyo,

pihok Penggugot teloh mengoJukon olot br,rkil beruposprol+urot yollu :

l, Foto copy buktlokto ikclonJuolbeliqntaro pT, Aneko Usoho

dengon ff, lntemuroboyo lntllqnd No,33 tonggol I I Aprit lg8g,

buktl P- I ;

2, Foto copy okto juot boil No. ggs/ vut/ )996 tonggot 24 Agustus

dlbuot dihodopon Ahrdurrozoq Ashiblie, sH,. notoris/ ppAT . bukil p - 2

Foto copy okto juol boil No. g9i6/Vlll/ tg?6 tonggot 24 Agrntui I

dibuot dihcdopon Abdunozoq Ashibtio, sH., noteris/ ppAT, bukil p - 3
A Foto copy sortlflkqt HGB Ncr. g64/ K, surql ukur No. 123 Tohun I

Kelurahqn Embong Kqllosin, buku p - a ;

5. ' Foio copy serflflkot HGB No.3s9/ K, surot ukur No. 23 Tqhun r

Keluroiron Embong Kollosln, bukfl F: 5 ;

Foto copy surol permohonqn " poREs " kepodo Gubernur Kdh, Tk, I

tcnggol l0_J_Vfrl.I gSe yang mengoJukon permohonon hok otos penil

EmbongSqwo No. l, bukll p.6 ;

Foto copy surot Kepblo Direktoror Agrorio Tk, r Jqtim qtcs nqmo

J,

lxotLA
\ll --
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a

surcrt l(epqlq BPN Pusot tonggql 2? Seplembei' 198?, No'--

Folo copy surot porhltungon lolsosi perusohoon properti, buktl P '9 i*
Foto copy surol Wqlikotomodyo Kepolo Doeroh Tk. ll Suroboyo No, 590./ -
lZ36/ 4U22,V2/ 89 tonggol 09 Mel 1989, bukll P- 10 ;

-ls

9.

10.

il, Foto copy surqt Gubernur Kopclo Dqeroh Tk. I Jqtim tonggol 26 Mei -

l9B9 No. 181.1/25'61/ Q14/ 89, buktl P- ll ;

Sotelqh buktisurot"surqt tenobut dicocokkqn deng<rn asllnyo, ternyoto sosuol don

toloh dlberl moterolsecukupnyo kocuoll buktl P, 6 ticiok qdo oslinyq

Menlmbong, bohwo seloin surol-surot sebogol bukll, Penggugot jugq ----
mengojukctn s€orqng soksl ohli bernom6rYUSUF PURNAMA, SH. yong msnrborikon

koferongonnyodibcnvqhsurnpohpodopokoknyosobogolbr:rl}<ut:#

SAKSI AHLI YtIStIF POERNAMA,SH. ;+
- bchwcscrKlmuloibekeflo tohun l9B8 don mulqi tahun

sloldi KANWIL BPN, tqhun 1994-l?97 sebagqiKqsubsi,

sebogol Kosldi KANWIL don mulqltonggql 2/ Nopember

l98B- 1994 sebogoi

tohun l99B-2000 -

20C0 sobogoi Kctsi-

Hqk-Hql( otcs tqnoh Kotq Suroboy'o ;

bohwo subyek yong borhok mengo]ukon permohonon hok otos tonqh odoloh

WNI/ Bcdqn Hukum yong soh ;

bohwo olos hok untuk pomberion hak otos tonoh odqloh dilihqt dorisiopct

pemllik pongunon, pemonfooton don buktlkopernilikon ;

bqhwa perkumpulon tldqk dopot diJodikorrsebogolsubyek hok ;

boFrwo moetbrief somo dengon GqmbqrSltucslbon Mestbdef ttu

bqhwo pormohonon sedinkot hqm dilompiri Gqmbor Slluosl don selJtor.lqhun''

I 961 s/d .l990 
mqsih dlmungklnkon permohonon hol< dloJukon dengon

nrenggunokon meelbrlef, seteloh ltu bqru diodokon

c,leh pejobqt yong bonvenong ;
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yong okon diutomokon ;, *- - *--- -

t

T.6, hqk otqs lqnoh yqng odo.diperikon keOglc Aneko

dolqm rqngkq nqslonCIliscsl ;

hqhwo mosdqh dipergunokon lopongon tennb, ltu mcrsqloh dilopongon

:;elomo tldok dlnyotckqn botsl otou fugur dilopcngcn honrs sesuol

opo yong dbebutkon dolqm surat pemberlon hok ;

- bqfrwo s€lqmo SHGB tersebut bolum beruboh, rnoka peruntukonnycr

sesual dengon SK nyo yoltu untuk lapqngqn tennb ;

- bohwo Aneko Usoho Perkebunqn belum penoh melokukqn

ulong, kqreno surot ukur lomo mosih dilJlnkqrr untuk dlgunokon ;

- bollwo menurut dlktum ketujuh (buktl T.6) opclbllq pemohon hqk tldqk

momenuhl diktum keenom, mokq keputr.non lnl menJodl botol dengon

sendirlnyq, totopl dolom nnosoloh inl ildok dllcrkukcn pengukurqn logl

mosih boleh pqkolsollnon.surot ukur lqmq don yang pontlng olos obyek y

bemongkuton tldok odo perubohon yong esensiol ;

bql^rwq sampalsoqt lnl SK tenebut lldqk bqrol ;

- bqhwo kolou odo porubohcn obyek horus diukur ulong cjon

bol^rwq yong br:tolhonyoloh serflflkotnyo, buk^ill hok keperdqlqonnyo ;

bqfwo sertlfikol yqng tetblt otqs tonqh bekes oig . r,.jspq sudoh cicio

sltuosinyo dqn surot ukur lomq bekos elgendom dolom melokukqn

bgFrwo tonoh bekcs elgondom yong disebr- tonoh negqrq bebos odoloh

tonoh yong bebos dqrlkepemlllkon ; 

--bql^rwo tonoil-tqnolr negoro yong demiPJc dlolur dqn dikuosoinegoro ;

bohrwq yong berhok mengoJukcn permohoncn otcs tonqh negoro yong
f,J

I fdemiklon odolqh bekcr pemegong hqk otoir okon menJodimudoh
1v

., diqtcs tonoh tenehut tordopot bongunon d'rn lcongunon llu mlllk siqpq

t-l

I
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tenebul odqlqh tonqh nogoro dlmqnq nogarq mc6lh

seihlnggo tqnqh tersebut menJaclicssot n€gcrro ;

koreno tqnoh sengkelo lni qcJaiqh ossot negoro yqng kenq
----=\r-: 

trrncslonclFcrJllernudlonbordqsqrkan pENpREs No.6 Tohun 196+ ne

menunjuk Anekq usoho Perkebunon sebqgaiygng berhok nronorlrne hqk

- untuk lonqh yang ildck teftenqn naslorrqlisosiHok Gurrq Bcngunonnyo

diborikqn kepodo yong dltunjuk ;

- boirwo tanoh yqng diporloritaskon untul,( dttorbltksn hqloyq odqloh t

yolrg belum pernoh dlajukan,pj{r[.8.hor"rcrn"can..,tgnQh yono

sobogolmono dbobui ootorrliepres No.gi r"i-,* rrzp)'bon pero

Pomerlnloh No.3 Tohu n 1979 i- "::-:- 
-^ --- ' bchwo fcnoh negcro dopcrl dlqlihkon kopcrclo pihak loin osolkqn cldq lpll

(lzin Perolihcn Hok otcrs tcrnqhl ;

rt4enimirong, bqhwo untuk monguolkctn dqlll songkolonnyro,-

nihok Torgugqt reloh mengoJukon olot bukti bor.upo surot*urel yoltu:
I' Foto copy Anggrrron Dcsor perkumpuron crikot <iqrr Tenrs Lopongon

Suroboyo (Anggoron DqsorSlqtutsrr Vqn DeVerenlglng,,suroboJo

en Lcrwn Tennls Club ,,), boserfo tbrJomchonnyo. bukll T - lo ; _

Foto copy Perubqhqn Anggorcn Dcsor surobojo crlket en Lsr/vn T

dlurnumkon dclom Exfro,- BUvorsgsor cr,er Jovcncho couront Von

1y27, No.83, beaerfq terjemchonnyc, bukil T_ lb ;

Foto ccpy Perubqhon Anggoron Dcscr sureboJa criket en Lqwn Tennb

diumumkon dorom b<tro - BiJvoegner der Jqvc$cho couront Vcn
1931. No. 59, bosertq lorJomohcnnyo. br.rlcti T - i c, i

4. Foto copy Kuilpcn dod doftcrr ponetopcn Menrorl Kehordmon t
Agustu lg52 No,J.A.S/ 106/ZJ tontong pengosohon perubohon

Anggoron Dosqr darl ped<umpulon suroboJo crlket en Lown Tennb

Foto copy Pengumumqn porubqhon Anggoron Dosqr, suroboJo crrke.

.o\
\f
\2
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J Surobsyo, puktl T - 3c ;

qsllnya ; -

yong momberlkqn

berikyt :-

TonnlsCiub;' -

/- bibivs

!

Club dcrlcrm Tombchqn Borltq I'legcri'q Republlk lndonoslq

i2 - 9 - 1952, No,74, boserto totlorn,:honn),o, bukti T - 2b ;

copy Anggorqn Dcsqr dcn .o,nggororr Rurnoh Tonggq
':

Rcgt: Emicong Scnvo (PORES). buktl T - 3o ;

copy Anggqrqn Dosor cion Anggcrqn Rumqh Tonggo

Rogo EmbongSowo (PORES), buktl T-3lr ;

,"6), Foto copy Akfo Nolorls ST, Slndhurrotho. SH,, tonggcl I - lO - lgBs

\_,/
tentong' Porkumpulcn Olah rogo Embong Sowo (PORES)

9. Foto copy sertlflkqt HGB No.364/ K = P.4, buktl I - 4 ,;--.
10. Foto copy sortlflkot HGB No,359/ K = P.5. bukil T - 5 ;

ll, FotocopySurotKeputr,sonKopclcr BPt'l I'lo. 121tlCB/ BPN/ l9B&.

10- 12- 
,1988, 

Lruktl T-6

12, Foto ,:opy *lui'ot Keputuson Gubsrnur Kepolo Dooroh Tlngkot I Jcrwo

No. 593.521 1873/ SR/ 3U2/ 19M, tonggol 5 - I 'l - l9BB, buktl I -7 ,
.}3. 

Foto copy PBB tohun 1996 ; '1987 ; l90B ; 1999, huktl T . B ;

Sotelah buktl surot-su:ot tersohut dlcocoK(sn clongcrn cllnyc. tornyolc

telqh dlberlmolerclsecukupnyo kecuoli lrukii T, 4, L 5, dqn T. 6 tidok odcr

Menlmhrclng, bol^nrrq seloln suiot-stlrct sebogol lruktl, Tergugct jugcl

ntengojukon seorcng ssbl b,ernqmo BERNANDUS DONG DHARMAYUW

kotorongonnyo dlbow_oh surnpqh pudo poKoknyo

SAKSI BERNANDUS DONG DFIABIvIAYIIWANA :

- bohwa sckslmulol tohurrr 1957 sudoh n'lulql n,toln tonnb di PORFS don

onggoto PORES sojok tohun l?59 sohrogolonggolcr blosq ;

bqhwo PORES qdoloh cluhr lvcrbon dqrl Bolqnclo waktu ltu bernomq

SoorobcrJosch Sporltoreln terus beruboh menjqdisurcrbsyq Criket en I
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terqtfilr Rp.25iCI0.- $CIflup bulannya ; -

sewanyq lqgl ;

tetoplyong fntroduce horvs membqyar ;

molqkukon pengukuran ;

termuoi dolom putuson inl;

*. / guqolrrn

I

sltucrltjerkembong kemucllon podc tohun ig62

)/sng ketuonl.a wokiu liu Kol, Surotmen ;

PORES berulongkoll mengcdakctn ronovosl bolk pencmhqhon

groverl 4 lqpsngqn, lopongon neton ditinggrkcrr dor.r pogor drperborkr

- b,qfrwo lurcn onggotq dulu selresor RB; SOCO,.,- Rp. 
.l,000,r 

Rp. I.S,SJO,-.

- bohws sqksl lohu cJorlropol tohurnon kc:luu poRES mornbcyor uong

kepodo Aneko uscihq Perkebunon serkltor tqhun l?6c - l96s sobosqr

Rp. 10.ft10,- / bvlqn, iotcrpl kermucllan p€ngurrJs rrrengusulkorr sups/o

merrrbcrv'or lcgl urong sswo kqrena poRES qntqrci tohun r lgl - r qgs

mongojukon ponnohonon hok kepernllikon tqrrc:h poclo Konfor BpN

Gvbernuryong qLfiiinyo pernrohonon tenebut,Ciiolok ;

- bohwo setoloh perrmohonon hqk dltclok, PORES mosilr tetcp memqkol

lopongon tersobut don Aneko usohq perkobunqn ildok psnrch

- bohwo seloln onggoto, llclqk crdq club lcrin yong rromcrkollopongon

odo ovent-evonl tertentu don onggotq boloh rnengoJck orong lciirv lntr

- bqhwa ssi$i tldok tohu kqlau sudoh lorbit serfilikqt qtqs lopongan tennis

tenebut

- bohwo scKl tldol< tohu don tidok perrrol^r rnelil-rot odo pelugcs BpN

, Menirnb-sng, bohwo sercrnJuinyo pcro pihck ilcJok nrongojukon crlot

yong loin, kemudrqn mengojurccrn kosri'npulon dorr poc,ro okhirnyo mchon

Monimbong. bqhrvo untuk mompersrngkot urqron putuson rnr, mor<q

sesuoru yong leloh cllcotol dQlanr Beritcr Acora peruidangon, cJlcngg,rp 1

TENIAAG htuKuf,4t'lY/r :

Monlmbong, bohvrq ponggugcrl merorui l'.ucnonyo f eroh mengoJukon
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23 Mel 2001,

-t&

yang pqdq pokoknyq mqKudnyo

dlqtos ;

bqhwooda 3 (tlgo) hol pokok yong monjodl lntl potl

Penggugot yoltu :

l. Bqf,wq Tergugot melokukqn perbuoton mdqwon hukum ;

2, Bol"rwo Tergugot dliuntut untuk memboyor sejumlah uong sebogql

Bol^rwcr Tergugot dltuntut untuk memboyor uang poksq sebesor

Rp. 50,000,C00,- (limopuluhJuto rupioh! per horl otos

menyerohkon obyek

Monlmbong, befrwq qtqs gugolon Ponggugclt tamobul, plhqk T

menyongkal kebenoron dolii Penggugot, korenonyo ntonurut hukum

hqrus membuktit(qn dolll-dolll gugqtannyo, sebollknyo Tergugot dcpot n

buktl lqwqn (tegen bewfis] ;*::----:--
Menlmbong, bohwq untuk momperkuqt dosqr gugotonnyq,

dlpersldongonmongqjukon bukil-bukfl surot tertqndo p- I s/d F- I I don

soKlohilbernomo Yr.,rsuf purnomq, Sl-i, ;-
s€bcrlllfiy-q Tergugot untuk menguqtkon cissor sqngkclannya mengojukan

bukli surot tertonda T - I s/d T - B don seorqng soksl bernomo Bernsndus

Menlmbong, bol^rwq dori jowobonjowobon pqro plhqk

Moielts mendopotkon hql-hol yong pcstl menurul hukum, lldek menJccll prii

kqrenq sqrno-samq diokui oloh,keduq beloh plhok lolqh :
'-
1. : bqfwo obyek sengketq bekcs hok Borot, R v E Verponding No,

nqrno Noqmlooze Vennotnchop soerobojc$ch spoert teileln don R

Verponding ; No.55+g qtqs nomo Nqomloozo vennoilschop t,

SoerobcJcsch Spoert teneln le Soerobojo ,' ;

a bqrwo podo obyek sengkeio reloh lerblt serilfikor HeB No, g(A/ R

Serlifikot HGB No, gS9/ K, semulq olqs nomq pT, Aneko Usoho

/ 3" bohwo .,.......,
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obyek sengkelo dipergulo,kcln sebogol lopqngon lonnb':. -.-,."_

1[v_g Tergugot sebog_otpenyewo ;

dislmpulkon qdonyo foklo hukum ycng menJodi persellsilron poro plhok

I' bol^rwo sertlflkot HGB No.364/ K don serflflkOt t-tGB No,3s9/ K. oleh

Tergugot dlonggop cocol hukurn ;

bohwctsesuol Keppres No.32 tahun 1929, seho^rsnyoTergugot

berhok olcrs obyel< sengketo ;

bahwo Tergugol sudoh lomo fldok membcrycr uong sewo ;

bohwo Tergugot rnohkukon perbuolon molqwqn hukum ;

Menlmbong. bol-wo dorlporselblhqn hukum pqrq pihqk diotqs,

r,,mendcpotkon esemlutomo ydng perlu diJowob, opokoh benorTergugot-Y,
,1. \ melokukon perlcuotqn melqwon hukum

lvle nlmbong, bqrwo drqtos dlJorcrskon bqr*ro ess ensr ut omq
Penggugol qdolqh Tergugbt tetoh melokukon pertcuoton melqwon hukum"

dbimpulkon, Tergugot mompergunokon obyek songkoto tonpo horc

obyek sengkoto tetqh tortclt serfiflkqt-serflfikot HGB No.364l K don No;

otos nomo PT. Aneko Usoho porkebunon (pemilik loma) ;

Menlmbong, bqhwq seboliknyo Tergugot menyofokon dqlqm

berlonggol 23 Junr 200r doncioromdupril,nycterranggor 16 Juri 2o0r

selrogoiborikut :

l, , bohwo penggunoon obyek songkelo untuk sorqnq oloh rogq tennb

soJok tohun lBg7. yong CInggqrqn dosornyo tolch mendopot
dqrlMenledKehqidmontonggol lt_B_ lg52 No. J,A.S/ tA6/2A ,
bql*o podo tohun lg60 porkunrpulon berupqh monJodi pCRES ;

bohwa Torgugot sebogol penghunl yqng menyelenggorokqn oloh

$i

ffi

bohwo serflflkqt no,364/ R penorlcilonnyo berdcsorkon Surol Kepu

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



s/cl 6 l(eplutLnctn ieirseSrt clt:ngcn ierrclirirryzq balel ;

ckon menrperlirnbonglon h,,ukh-brrlctiy,r:ng ciicjulccn olrcli lleduo lrrrloh pllr

sehinggo clopcrt dlporolerlr foktclfaklq suhstansiol ygng cllnrckucl <Jqlcm

oquo ;

Moninrbcrrg. Llcl^M'ctlelqh ferrbui'rflcliptrrsidongon, lonclr sengkerto s

qdoloh lcnqh bel<gs l"lqk BqrctJ yorrg tcriair lrercrktrlr l.rcrilny,r_1 pcclcr lcrnggcrl

soptombor l9B0 sebrcrgoimcrncr clirrroksuci dclom undcng"un,,Jcng No. s t
I9d,0, mako lsnclr lenobul rnanJcldi loncilr yc,rgl cliilijaioi lcrr.rgsuhg oteh t"l

- Bohvrcr olerh koioncnyc pcdo tonggol l0 Juni lgg,g,, clongcn srr;.otnyo

El \/l/ &9 Tergugot loltrh nrengcrjukan surot rierrnorrcrren ,' lrok

\epolo Dlroktorot Agrorlo Tk. I Jolim (k>ukli i-, - ,rl ; *
',, iiti

{

- l9BB ,lqngcntcroloinrnorruqt 
:

B 41,j,;

Kepolo Dherktorot Agroiio Joflnr clerngqr: surctrry,c tor-longgol lg - B - 'ltBB.

12040 - 4/ 3n/ l?88 slfofnyq : segero, yeng binyr.r merrJercrskcn secerq

;.i:il;i

i :l:

. . 
'ljl

: ii,,i,ii

:i.{
mcnolah tqneh.ll. Eml5ong ScvJc l,lc. I Surclrcryci sobcgciborjkul ;

l, Bolrwq lonoh bekqs Elgenccm terictcl< dl Jclqn Enrbong sswo No, I

Surcbcryo rJirnolcud lerc.lirl dorl

/ q, B::kor,..,,,,..

-20-

Pertonolrqn l,.lqslonalPusot No. 12i HAB/ BpN/ l9€S tong;crt

dllJum}teionom,krqh14(]tcrrcllrhcrtuscJitrkurUlcng;

dlklunr k<ltuj,"rh : kcleir lldaii nrernerrtr.rlri scrl,ll-r scrlu syorcrl porlcl

bcthr'vcr sertillkcrt t'lol( Gurrs Bonguricn l,lo,3sg/ l(, terlrit bsrclcrscrkon

Keputuson Gubenrur c.q, Kopclo Dkrklor,st Agroiio Jr:rllm No,5g3

1B%/ SI</ 30? 1?ES yong ffiotrri,al c.iikluin-cill<lurn cntorc loln ;

r - bohvvo fqrl$h irurur dlukur l<rlnrbr:l!, (i|-^rl3il,,1 liciol; cliponuhisolol'r

syotol lenobul pclcJcr ur:gko 2 s/c1 ,1, makrr Surot Kepu?ucn lnl

d,3fi $C["'l Sonrilrt-ry,r

/\4onhnbcing, bqhwq r:lcrli,-iuct Venic],at,,rclcxoi.r.crlo:;on l.rulcum dir.ltcs,

ionclh otcts PORES ', ),ong clliqlukcln keipodo C.ukrenur KDH Tk. I Jrslim

fulonlmbcng, bqhv,,cl surcrt pernohonqn Tergugct ionebut ieloh diJovl

t
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Eigenclom Verp. t,lo.S5t5 lue:j t,:nal.r l5.5i$ M2 I

do te SoerabaJo geversfl6cie noonrlocrze Veinnoos

B,lkcs ElgerncJoin Verp. No, SS.i? [lo:; ?oncrl.i 1,427 hM

nfirno N\/ " Soercllrcrjrrs $poiilrieln ,, te Soerqboja ;

2. lJerdcsokerr Akte ponclhlor.r NV ,,Sootlfk,c.,jo Sporfirroln te

dlnyotokcn boh,vo Bcrlon l-lukr-rm hrlmerr,rpalccln Lrclglon dcrrl Flrmq

Eolori En Co ; --------
Bolrwq dl clclqm Alrter perndirion N\y', Flanclol tr4trc;tschcppg r\r1crclr.:ine,

Wafrson & Co. NV yong dibuot cJihodcrpon Nicolos Au6usl

Alteno, Notqris dlBclqvlo. k:nggol 27 -3- lg47 I'lo. 124 cikotap,qn

Finnq Frc.$or Foton En Co lcorcclcr cllclalomnya ;

Alou clongcin kqto lcln N\,/ ,,,SoercbrrJo Sicorllrioin ', t,ennosuk

Frosei Eoton 8,- Co ycng lrerrodo c|iclclom NV. I'JcnrJel

Moclclno, Wqtson Co l{V, ;

Bchvvo l"lorrjoscrl:on pene.i,:rpr]n prErsld,rl"iRr. No,6 Tcrhr.Jn lglr4 clinir

NV. llcndel McrolschopplJ tvtoclcin,r, lvcrtson & rlo, f.lV clkucrscri-

Pen'reilntoh Rl (Depcr"tenron pcric.logongon) clon stllcnjutnyo

Surot Keputr.rcrn fitc-rnterl porcicrgcngcn tcn,ggcl I Morot 1965 No.

S;o/ 19.55 ncmo ,,l,,lcclcine, h/chon g^ Co.NV,, digonflrnenjodi

DWII(ORA

BordcnoftcJn Pcrqturon porn*:ilntrrh No. 16 r(rrrurr l?Bl pD Dyrikoro

, cllgobung dengon unlt t onnohofin Anel(o.jcur-r/ A,nel:o Usoho p

;i Bcrhwq clengon clernrkrqn koclurc h:lcjcin0 lonqh irel;os olgendcm iorle

Emlrongsor''o No. r surcbcryaycrrrglri'ggo kinr (tohun rgBg pccro
jowqbon tenebut dilruotf atguneten L,ntulcbfcngqn.lennis, odqroh

Negorcr yong clikelolcr pT, furerkq penlel lrnon sebcrgolpen),ertqqn

o\
\!

,l-._+
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PORES t$rhcdop l,rpcngon ionnls dlmolcsucl oclqioh

clengcn bul$l-bukllycng cdo ;

betclqsorkotr hal-hcrl I erne,b,ut lrt,innolroncn PQRES tldcrk dopot

dlpsrllnrban€il{CIn (perhstikon bulctl P - 7} ;

N{onlrnbong, bctFrwq leb,ih lonjut lcepolc Badcn Pcrfqnohon Nosloncl/

Puaat ciengen surqtrrycl tertcrng6ol 29 Septornhor 1989, No. 5502 - 3B7l

dltujukon kepcclo PORES/ Tergugclt y'ang lsinyo qntorq lcln sebcgoi borlkut :

Bohwo tonah [mlrong Sowo t'lc. LSurcbcoro bal'lcls Flok Elgondom \/

No,5525, dikucseloleh PT, Anako Llsohcr Podlebunon berdqsorkon Penet
i

Preslden l.lo, (r tqhun ]964, *sK, Mente;ri Perdogongcrn tqnggol I Mcrel I

1'No. 58/ 0l/ SKI 65, SK bonsrnq Monlarl Perdogongon don Mertlerl

i tqnggql 1? l/orot 1?65 IbJf.,Alil/-t[M:trfrl", Surct Keputrnon Mentorl
Sf..33/ Msn.Por,V 65

tqnggql 14 Agustus 196B I'lo, Kep/ +t/ Mon. Ekuln/ 68 Jb Perqfurqn

Pomerlntqhlqnggql 3Jurrl lg8l No.16 tohun l?Bl ;

Sohwq lrerdcrsarltqn SK. BPN. tonggol l0-Desemhor i,9BB No, l?
teloh diberikon Hql( Guno E,ongunon No.364/ ['. ;

Iiohwcr kodudukqn PORES/ Tergugot torhodcrp lopongon tennb letsebut

sebogol ponyowq sesucrl dengon bu!'.ti-.buktiyong odo (surol Kepolo

Pr;sql tcnggol 2? Seplenrbor ]98? tlo, 55C.2 -N71, lrul<l| P - Bl ;

Menlmbong. bsfrwo Tergugot toloh mengojuksn lruktl T- 6 don T - 7,

rno:ingrrnoslrrg lqlqft Surot [.,epulLton f\epolo Dqdqn Pertqnqhan Noslonol l.lo"

HGB/ BPN/ l9BB, longgol lO- 12- l98B dqn Surol Kopulr.sonGubernur

Doerohllngkot I JotlmNo.593,52,'lB23lSK/3W 1?88 tonggol 5- ll - l
yong mona dolom keduq surol keputuscn ternobut rrremuqt qntqrq loin

sebogoiborlkut :

" lonqh tercebut perlu dlodokqn pengukurqn ulong yqng dibuqt olsh

Agrorlo selompqt " ;

Kepuluson lnl dengon sondlrinyq botql qpabllq lidql( dlpenuhlsqlqh scltu

.;,r,.,,- |

T
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hol^wo menutut solslolrll '/r-nuf Putncmo, SlJ.

menerongkon sebogol borlkltt :

bohwcr surot ukur lemo/ meetbrri*lf, ntosih dcp'ct]-SllFqkalsebeltlm tohun

bolrwo ketentucn seporll lerluong clolam SK Kopolo BPN clon SK'

tonobut, bohwo untuk mongetclhulkopcrstlon lucsnyc honx dlukur

teruiomo unluk tonqh ynrrg socclc nyotc bonyol< bc)ruhoh' mlsolnyo

- bOl^rwcr Obryeksongketq tldok bronyck mengolomlperub'ohc/n, oloh

ketentuon terselcut dlsosuqikon dengon sltucml dilopcngon ;

v bqhwo yong dlrnoksucl hrotoliolah b,ohvro sortlfikctnyo horus diporlcolkl,
.{

membqtolkorr hokhok keperdotoctn <iod pemegong hok tonch

- bqhwo sqmpqlsqst lnlsurot Koputwcn Kepolo Dqdon Portonqhon

Surot Keputucn Gubernur sertc sorlifll:qf-seitlflkot ctquo bolum pernoh

Monlmbong, bol'rwo terbuktl cjlpersldongon bcihwq Torgugot selsmq

penroh melqkukon qkslhukum dengan corq menggugclt plhok penerimo

Anekq Usoho Perkebunonl opqhila Tergugct meraso bohwq pemberion

kepodo PT. Anekq Usoho Porkebunan morupol<qn hqlyqng tldok bonqr/

Menlmbong, bol^wq MoJelb sependopot lcohwq dolqm

otss tonqh sengketo tldak dqpot dlberlqkukon en4il5z l;r.j;T
podo scot PP, No, 32/ 197? berloku teirhodop tenqh songkolo, ber

Pen, Pres. Rl. No, 6/ 1964 dikucnolPomerlntqh Rl. {Deportemen

selonjutnyo berdcsorken Suror Kepulusqn Mentorl Perclogongon No. 58/

.l965 
tqnggql I Maret 1965 tqnehsengkelo dibqwohponguosooi"r PD.

\'
ycng kemuc/lon dlgqh,ung dengon unll Penxcrhoon Anoko,"Uscho

*N
\e
l*:F,
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\\ \I PEild,r/Dil{r/

\r.s)@gt
\{ne)

negaro bokqs eigondom yong mosil^rbohcn 'r ; *

bogl pongt:lolc/ ponohunl tonch tenebtlt (buktl P'Bi ;

.g{Menmnqnel, bqhrvo terhruktl pulo dlperslciongcn''"tvr;l dongon

Tergugqidolamjcwobqnrlyotertonggcil23Junl200ldanclupllknyot

l6Jull200l.sertoket.liongonsolslBenicndilsDongDhormoywono,

,,i"rgugqt sudoh so1ol< lamq tlclql( memboyol's9wq ohyek sengketq bolk'

pemlllk lomo moupun lcopctcio Pe'nggugct i ----';--"

tgl.gQot 24 Agustr-n 1996, oktoJuolbolll'|c.396/ Vlll/ 
.1996 Ionggal24

, 
1996,)membuktikon bcrrrwo pT. Ane<o Ltsglg pclrjro!,.non telcrh mengot

.r' .-..''.."...,....:

\n6[nyo qles tonql] songketo kolrocicr P.1. lnte$ui'cibcrYo lntilond

terdopal fokto-foktq hr-'lcum sebctgolberikt;t : *

- bqhriq ssrtlfiliot l'lok Guno Bctrguncn No' 364/ K dan Hok Guno

-bohwokopemill|<onPT.A.rrokoLlsah0Pc,rkgbtlncnte,lohborollh

lntonurcrbayc lntllqn'C (Pernggugot) lcerdcr:orkon Jucl bell ;

Surobctyct ;

- bqhwo s(:.j,-il: lqmq Tergugcrt tldol': mqu mombroyar t'ang sewo ;

dlolCI, serfc dorllfakto hukum yong clidcrpot clipersldcrngon, 'VloJelb

bqhwo tuntutcn pedcuotcrn r6slcf'r/crllrukum telch ierbukfl mentrrut

I

tonqh setrgllota morupr:kon ffisot hlogoro sei:og'cl'

Menln,bgng, bc,hwq solonJtttnycr prembrq'clron PBB morupokon

Menlmbong,h,ohlvq sosuci bukil P' l, P'2, P'3. hrerupo oklo

loloh oktq Juol broll No, 33 tonggcll I I Aprll 1989.- clcte Juol boll No, 3ls/ ){

Menimbrrng. bcll'tvct clctl sorongkalfl n psrtlmhongon tenelrul

No.359/ l( hlngOo sqQt lnl bolurm pornch dibctolkon don soh bedoku

bql^rwosebagqlpernlliksermulQoclolqhPT.Aneko"UsahoPerkeb.runon

bqhwqFores/tergugatsohcgolponyswctcnohEmbongSqWoNo.l

tvlonlmbong, tlohvrq cici rongl<clon penllalon don clcnon'olson huKt

/I,'l
\l

/ Ka&nsnvfl
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bqlrc l,lgjerlb sepondopat pula clongqn tuntuton

hukum odolqh u ndong- u ndo"n, r"oonglcon r,,,cnprosr crsr b erruhrbor,ccrri. i.

-. bcl'rwo cntoro Penggugcri clengon Tcrrgugol terbukll fliJqk psrncrh qdq

perjcinjion i :---:--.:--- ---;--i---.-----
Menlmbong. bch,vo dengon terbukliriycr posllc l.,,engqugot, mck<r.;.,", ;, '.

s.epolong lllntulan;lunfulon lclnnyo MoJr,rlis nremporlirnbrongkorr sebogoi

, 
MeliLrbcng, bohwc seponJcrng tuntulon ogcr Torgugoi monrbqyqr

rugl kepqclo Penggugct sebssor Rp. 12,461 ,32s,a27,sQ (ciuo bolos nrilycr er

rotus enom puluh sotu Juta tigo rol'.n auq pululr eriarrr ribu cius puluh luJuir

limcpuluhsen) mulcltahun rg8g:s/d 2cg0. cfiornb,chbvngo 24% se

dengon perlnclon seporti pcrcJo gugotqn berdqscrkcn bur,(fl p-6 ;

- bohwq permintoon Elonil rug[ersorrut crirujukcrn qtou cihTrinto pcdo
perkumpuion oloh rogc (dolorn har ini Jonnb), ycrrg secsrs umunr drker

bohwo perkumpvron oroh rogo temekruf bur<crn merupokan r,regroton

bertuJua;l mencqri kounlungon, eksn letc;pi podo luJuon soslol guno

membentuk lmon yong sohot. rnenlngkotkqr nrutu permornon sgcuro

,rnenerus (bukil T. I - q s/d I.3 - cJ ;

Menimbong, oleh kaionanyo menurut r'rermqlMcjers perrninloon gor

tlryefut honl,cr drkorrurkon sob€,rscrr s0% cicrriJumioh ycng <Jimintq iolqh

Jumlgh Rp. 12.461 s26,oz7,w = Rp, 6^23o.6630r3.2s (encm miryord duo ro
tlgo puruh juto en.m rotus enom puruh ilgo rrbu tigo bercs ruproh tujuh

, ,rvlenlmbqng, 
borrwq bungo yong drmintcr. fulojoils rneriye,sucrrrqn o€

bqngo ycng bglgku,sgcqrg umum podo hronk rriitik p*rnerinioh iolotr poling

l2%'SgtOhUn olou l% Lrntrrk .lolidn hr rtr,nnrrn or,iar,,r.*r.-*--{,-: -,,-,-..r- ,if.,,l?lil* olo-u l% untuk setiop butonnyc, sejok perk<rro ini tltdoft
oblek se.n0kgto 

{bgrohkon kopodo ponggugof dolqm keodoon kosong ;
I

/ Menlmbongi, ...,.
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boirwo psrmintqqn gcntilugisobosor Rp. l

us llgq puluh jutq ruplqhl setlqp trrhun torhllung muloi I

Mqjelo kcrern potrnintoan gonliru(Jipqdq petitum V dlkqbulkqn
' 'l

50%; mqko goniirugiuntukseiiop lqhun mulaltuhun 2C0l Jugct

50% dqruurnloh yong dlminto ' Rp,765,0000)0,- (tujuhrotm enqmpuluh

Mbnlmbon0, bohwq bukti-l:ukii yCIng diqjukcrn oleh Petrggugot

perkoro oqug od,okh:berupo ol<l*qkto outhentik yang lerdiri qori ;

Abdurrcacq'Ashibllo, SH, notCIrb'dqn PPAT di Surukroy'o ;

- Akto JuclBeliNo,3g5/ Vll/ 199i' tonogql 24 AOUstus l?9'5, dibuqt

Abdurrozoq Ashiblie, SH, noio$ ciqn PPAT dlSrJrohqyq ;-
- Aktq Juol Boll No, 396/ Vlll/ 1996 fbnelgoi 24 -Agr'nlus 199-6,- dlbuol

Abdurrozcg Ashllrlie. SH. notarb ciqn PPAT cli Surolroyo

- Sertlfikqt Hqk'Gunrr Bonguriqn No.364/ K don l'ictk Gunq Bongunon

Kelurohon Fmbong Kolic$in, yong keduorrytr olos nontq PT.

lntilqnd berkedudukon dl SurqbqYa ;-
bqhwa sesuolps. iBO HIR Jo SEMA No.3 tclhun 2OJ0, mokq

ogor Futrnqn dqpqt cjiloksqnokon terrlobih dql'ruiu otou sorto merlq

cdo bonding, kqsctsl'qlou perlowonon dapct dikqbulkon ;

Menlmbong, bol'wq petltum no. Vlll mengenoi uqng pokso,

perl(qro inl menycngkui mengenoi penyetohqn boiong bukon

sejumloh uqng, moko permohonon uonq pokso dopot dikobull<on

Rp. 
.|0.6C,0OC,- 

(Sepuluh Juto ruplqhl unluksoticp hoti lcetorlcmbclcn

menyerqhkon dolqm keodoon kosong B horlseJol( Tergugot menetlmq t

dorl Pengodilon Negerlsqmpol disorohkon keptrclo Perngugctt ;

Menimbong, bqhwo dengon dikqbulkonnyo gugolon Ponggugot

sebogion, mcrko Tergrlgot botqdo dirtifiok )/onCJ cJikolflhksn horui

perkoro yong benornyo dilentukqn dqlcrm omor puiuscn lnl ;

/ Memperl^rcrllKqn
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i en I uon f,ukprc ; <1an unrlcrrrg. l..i ndctng yaitC

t Por;gguguf urrluit sobrrl^rogian ; _.--

ffi eiclkukon p+rbuolclt rn'llcnvon hu[um

pr-rnrillk st1l"r p0rsli yong teilotck

f,HlSbjt:y o, s e h o gcrirr, c;na 1 erserlrul dalqnr
1.1i,,,i ,'

#/;ti:. datt l'lcik Gunrt'f,cngunon I'lo. 359/
ii' 't

[ong i( ollcr:;in Srrr cr[icycr

':iljll#i
1 r :. iit,{i

t' 
' j'ili
, i ,jii,

iLil

su'slopci scrjc ycrng nt$ndapqt I'rck dqrl
iii

Ernbc"rng S<nvo No. ) Suroboyc:

Peng'Juget ;

rnernrkreysr gurill rugi (untuk

l?p, r,,230.6 {3,013,7 5 (e,norn

rctr-rs e.lcl,.n pulul.r tlga rilru tigo

serl:,osrrr )2 95 1r,-rrtchun,

9'!|i Surclt,;ty'ci hin$Gc dlserohkcrn
i

yct ganl i_ i'y6i kei;rcdcr Pen ggug at
::lj.i' ' 

-^ --,.rl; i"

Rp. z
filgm pulul't lirrrr Julo ir4rioh) settcrp

pemll Ernbong Sowo No, I Sur

ldoon kr-:rs<;t'lg don boik l:cpcrcJo p

Me'gl'rukurrr'leigugci 
'.tontbcr;;*l(t.rc 
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kosong. B horl sejok Terguttot ffleneilmcl tegoron doil

sqmpql dborqhkon kopodo Penggugot :

Menghukum Tergugol qgar mombqyor blayo perkarq yqng t

Rp. 197O00,- (serotw sernbllan pulul.r tujuFrruplCIlrl ;

' Dermll{qnlqh, diputuskdn dl Suroboyq O;hm:rclpqt:'
Hokim pado horl :.S.ENl!'I. tonggql I A.l(,T9[lF,RlQ9] oloh kqml

MANIS SPq.,ONq, SH. sebogoi l-lcrklrn Kotuq McrJolb

dcn I MADE TfNGAH l{l0l'k\FJA.$}1, mc$irrgFmqsing s€bagql Holdnn Al

putr.ncn mano dlucopkon podo hori : $.[!At$* tonggol

dolom sldong yqng letlcukq untuk umurn oleh Mojolls Hoklnt yang sqmq,

dibqntu : RUSTAM fF[EN,Ql. $H. Pcnltero Penggcntipodo Pengodllon

tenebut don dlhocllrlporo plhcli yong b,orpedcerq .

l"tA.t{tu\ At',lGooT/\.

t fir-
1, Nv. Hl"lr{lgWARl lSMlJAJl.,\H.

LV^ -

?. I l,{ADI Tqt{GAt{ WlDilfFTA.JL

P.ANITER,A PEI'IGGAI.ITI,

l- l)'L(v
su$I ai4 J"fl '_ElLDlit1,

lelratsn-hi$l$ftl::a I

l. Moleial Pulusen

2, RedqkjiPutuscn ,,,., Rp

Jumlql'r..i..,......r..,...,,..,.,.,,,.,. llp 117.W,.

= ($fR,qTUs gEivrBltAN. FUt!,H &IJQH ntsU fiUMH) =

I

HAKIful KE

6.Q00,-

3.000,-

1

I
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r,Lr_.!u&4N
NAI{aIL*IXI / rpt:rugdLigr-litr

JigIuIL\X{&$ISfl SJvri}uA LS-S

t'Et-tc,tlI}nniq rit{ccl J/\-lVr\ ni\ltJR DI StIlu\r}A.yA, }n's
memerilisa clan ntengadili perltnra - lnrkura perr!ut,* rlatam pnradrlan tilgLnt,
trailtlurg telah rnenjatuhltan lrulusan repnrLi lersetlrt tlibarvalr ini dnla'r pur.knra
atilara -

TtrRKLtIvIPUL:ri\i $LrU [rtr\GA -n&fl]gryg_SA]Ul(.tr oIW s.) -, _ .

. berte'r1)at lieri*cr'lcan cii ii. E*rbo'g snwo llp.l $urairayn clar;rm

pcrrerilcs' a rr rir r.gliai b ancri'g r nl,=*rbcril.r r r ku asa l,.np a cra :

' 1 UAIUELUIi=rSlU'ALrHir:lIr{"_SI-L.]Ui-, JJHI .i\c1,,-crti:,r._

Pengacarn lrilrg trgrklritrrr di Jl. Basuk:i lLakiri:rat ul A-

Surabaya;

I $IP$'U$_$UUJ}JI:I{L-EI:L*!TiL*M.Ihuu.,Acivottar d;ur

Pengacara ireirrarrtor cri llusa!; Ilertori.o'r R*rgrrur l\:reg'rr
It.aya llrorr .r-r3 .Iarnu Raya i{alirungriut },Tn.J riurarrirya ; ------

3'-r5-u--J' Ltl sJ--u'. sII.' Feugaca'a rrer kar rl'r cri .rara' I,arrrxr
Pe'lnai f irnur I\r'l16 ,$urabaya, rzgr-drsal-,rran fi*rat I{uasa
Iilrusus tanggal 05 fie;riember ?ijOl dan hrnggal ll5 A.pil
200), yatill Fi:li{nillhrya tli*etrul rebagai ] ____-___..___-

IESCUgaI*tg*lultr{DIhlG ;

!,4,+i.r.L.1-n/\ yit ll\i l.Il:llliu. beil,*nrpal kedr.xlukarr di
Jl' fiorigoluiiari T{o. l0T ,hurnbaya ,cralaru [it-:urerikr;rarr

i'.rl l:,rr,:.lirrl t.lirnrbrlt..ilEart ltttasa hqra<la : -__-_^______*_ _-. ,

:,.

'.....]".:.'i''i','.,ili,,.iI:i.)}i..{'-&j]l'bji.;-...-.'-

;'-.;'1;,;i.i, ii,'\,{itit}*_f,{1h", par* Aclvokat ber.kantor cli -- _

i:..

l\.1 E L;\ 'r\r ,\ N
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Jl. Bnbong Sart'o No. 16 Surabaya , berdasarkan Surat

I{trasa I{rusus tanggal ll3 Oktotrer ?000 yang *elanjutrrya
disetrutsetragni : -------------

PENG.,IDILAI'I TINGGI t er sebu t ; _ __-____ __ ___

Telah *emlraca bet'kas perkua cran semua surat yang lre.rh*bu'gan rrengan -----
perkara ini ,

Nlengutip semlla uraiarr tentang du<,luknya peiliara lrnug ternrrral
clalam saliilan resmi putlrsan pergarJilan rrregeri $urarraya, ranggal z ohlor.rer
2001 T'lomor 309ffdt'-G/2001/PN.,qby yartr diucapkan clalarn siclang terbghn
utttuk',,rr-,.,rn pacla hari itu jr.rga deng;ur rtihadiri oleh Kuasa par.a pihak ynng
berpeilrara yang arnarnya lrer.bruryi setragai berihut : ______-______

i. fuIengabulkan gugatan penggugaI unhrlc sebagian ; -__-_____-___

2' Nfenyatakan Terg*gat mera*ukan'erbuatafl mnlarvarr rrukur' ; ---------------
3' N{enyatak'r Fe'ggr.rgat lciararr perniritr sah peieil yr'g terletak di ir.

Enrbong sa'rvo irlo-l suraba-1ra, sebagaimana lers*ebut clalanr Eertifikat I{ak
Guna Bangunan r,io. ifi"l / i{ ira' I{nk Guna Ba'gu*an No. lig i I{, masi'g-
masing di I{elurahnn Enrb,urg Kaliusiu $urabaya ; ____-__-."____

4'.'l\fenghulcum Tergprgal atau sia.pa rajr yang r'enchpat rrak d;iripach'-y*,
unt'uk nrenyerahrra' perxir Jararr llmbu'g lJarv.* hlu. r ,$r.rrar-raya daranr
keaclaan ko.song clan baik tiepacla Ilenggugat ;-_-__________

-5' L'{en"Shukunr Ter-gtrgat agar ttrembayar garili nrgi (unhrk kerugiari rJari tahurr
19ii9 hingga tarrun 2000) dit u*r,. Rp.6.230.$f3.0l j,zj (enam mliar rj.a

' ratus tiga puluh juta enafit ratus enam prrhrlr tiga ribu tiga belan nrpiah lujrrlr
puluh lir'a sen) tre'ga' bunga s*besar rz 'rln per r;ahun s*jah per.kara
tJi<J'lfl'arkan di Pen'ea(lilan Trlegeri $urabaya tringga disr:ralrltau kepaila
l.'u:r.ir,r.li.ju ga{. *fal anr keadaan kc,song ; _____- - _--_ __

' i:ri;:':ri'.':"rrri'r'ii'rr:,1 r-'nwilgnr, urenrbnyar ganti rugi kepada penggugat *ejumrnrr
, .. ,-'r'.r.iliX.i. ,, irti*ii :::ti,:! . ,iri:,rir puluh lirrra -ir.rta rupiah ) sctiall tahurr

l lgtlrifuug**
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7.

B.

tethitung mulai tahun 3001 hingga persil knbong Sawo No.l Surabaya

tersebut diseralrlian dafam keadaan kosong dan baik kepada Pe4ggugat

sampai seluruh _iumlah dibalar lunas ;-------

Nlenyatakan balrwa Futusan c{alarn peqkara ini dapat clijalankan terletrih

dahulu / setta nrerta rvalaupun ada banding, kasasi meupun perlalvanan ;----

Nlenghukum Tetgugal membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluhiula rupiah) unLuk oetiap hari lreterlambafan rnenyerahkan dalam /

keadaan kosong, B hari. sejak Tergugat menerinra teguran dari Pengadilan

Negeri sampai diserahkan kepada Penggugat ;------------

lVlenghtkunr Tet'gugat agar menrbayat biaya perkara yang timbul sebesar

Rp'197.000,-(seratussertrlrilanpululrtujuhribtrrupiah)

Nlembaca' berlurut-turul ;

I - Risalah Penryataan Penr,lohonan Banding 1'ang dibuat cliclbpan Panilera

Pengadilan Negeri Surabaya ]ang menerangkan balrwa pada tanggal t 6

Oktober ?.001 I{uasa Tergrrgat. telalr nrengajukan permohonan banding

terhaclap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. pennoironart

barrding rnana telah dilperitahukau kepada pihak larvannya sebagainrana

mestinya p*da tanggal 5 Napenrbet'2001 i ------r------

?. Nlernori Bancling yang cliajukarr oleh Kuasa Tergugat - Penrbanding

ferfanggal 7 l\,Iare[ 3002 clnn tslah dibe.ritahukan kepacla pihalc lar,vamya

pada tanggal 20 N'Iaret 2002 dan Kontra Memori Banding yang diajukan

oleh Kuasa Fenggugat - Terbarxling pacla langgal I April 2002 dan telah

diberitalurk_an kepada pihak lawarurya pacla tanggal 1B April 2002 ;

['ambahan &femori t',ancling yang diajukan Kuasa Tergrrgat - Penrbanding

r*ri;auggai 21 Juni t002 dan lanrbahan l{onka Memori Kasasi lang diajukan

jiuasa Fenggugal - Terbanding yang masing-masing salinamya dikirinrlsan

itr: irengaclilan Negeri Surabala untuk clisanrpaikau kepacla pihalc lar,van ;----

,:i, *trsnlah Femberitalnran ruenreriksa berkas perkara yang nrenel'angkan lralrwa

:.rt{J;{ l.nngf;al ?0, }1 h,fareL ?002 kepacla para I{uasa Penggugal - Terbanding

,-:iirir;r ii.:,i;iriiiiii :."' ii, 'lif i,;.15i .7ll{},1 trupacla Kua*a Tergugat - Pen:banding lelah

9.

clisarnpaikan ...
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disarnpaikan kesempatan nntur< nremerilcsa berlcas perkara ter",sebut

iVlenimbang, lrahwa perrnohonrn bancling clari I{uana Tergrrgat -
Penrbancling telah cliajukan clalam tenggang rvaktu clan meuuru, 

"u*-"u* .tu'
syarat'-sy31'st yang' clitenttrkan clalam Linciang-Unclang nraka permohonan
lrarrding[elsebu[dapatrliterirna;-.-.-.-.--

iVlenimbang, batrwa eetelah Pcngaclilan Tinggi rnernerilisa clarr

meneliti lerkas perkara setta bsrita acara pemeriksaan persiclangan clengag
seksailra clan salinau puturan Pengaciilan Negeri Surabaya tanggal Z Oktober
?001 No' 309 / Pdt'G I 2001/ PN. -{by clengan nreurpedralikan lVlernori Bancling
dari l{uaqa Tetgugat ' Pembancling tedanggal 07 h,Iaret, ?001 dengan larnpiran
buliti lang cliberi tancla T.9 sampai dengan T.I5 dengan tarnbahan Memor.i
Bancling tertanggal 21 Juli 2002 dengan lampiran bukti sruat l\,Ienleri Agraria /
Itepala Eachn Pettanairan lriasional tettanggal $ Oktobnr igg5 i,lo. 550.2 -
2873 perihal tanah Hali cjuna Bangnnan No. 3Gl / H Ernbong Kaliasi'
K*canratan T'r...r-^r.'r;-*r--. rr r-Gent'eng, Ii.tanlaclya Daerarr Tingkat II surabaya serta surat ya'g
menerangkan balnva 'Ir- Soer.larto tirlalc dilienal se.bagai penduduh RT 009/01
Kelurahan Pasar IVringgu clan memPerhatikan pula Iionrra Niemori llancli'g rJari
Kuasa Fenggugat' - Pembancling tertanggal I April 200? clengan tanrbahan
Hont'ra ivlernori Banding tertanggai 23 Mei 2002 dengau nrelampirkan bukti
'P'12a' P'12b Pengaclilan Tinggi ticlak sepenclapat clengan alasan hukum seda
pertirnbanga'-pertirnbarrgan hul(urnnya untuh sampai patla putusarurya seperti
rlranclipertinrtrarrgIcarrte'tse[rrtt'cliLrawalrirri;---.-----

&{eninrbang bahwii PengarJilan Tinggi alcan nrernperti'rba'gkan
skra hukum ctalam pericerntrangaflnJ,,a serrir:gga uot** rebagai penghuili cran
psmegang hak tanalr sengheta ;______________

/ 
Iv{enimba'g, barnva N-\r- soerabaiacrr spotttetrein yang berririz lartsgal ?'?-0-s-1905 clirnana tnj*an pe'diria' r,ersebut peurbelian tanah unfulc

laP;rngan olalu'aga , climana liomposisi pernegang sahamnl.a ac1alah Firnra
i.r.ar.-er. Eaton en Co clan Canrpbell ( bukti_T.g ); _-______

N'Iesisrbang..*

\

/
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Meninrbang, barnva b*rdasarkan bukri- T.r0 N.\r. soerabaiascrr
spartterrein , berita acara No. 5l ta'ggal 1rz April lg55 kepemilikan sahamnya
benrbah nrerrjacli 'rilik masyarakat, pers€orangan atau indivir;u : i\ifarie
Joharues Jacobus ,canipion!, Ea*.ncl cre Kok, Frank Guyper-r, scrronron
Ferdinancl Hitijahubessy, Gordon Ror,viey, George Edwarrl Jefliies dan
berclasarkan Daflar Penetapan lVlenteri l{ehakiman tertangElal I0 oktober l95j
No' JA 5fi}na aflggaran clasar Perseroan Tetbatas soetabaiasch $porttenei'
betkechrchkrn cli surarraya crisarrka' petubarran anggaran crara pBr.serJarl
tersebirt ;

,Nlenimbang, 
batnva N.v. sorabaiascrr sportterrein tujr-ran pelrrir-ia' \

lersebutpenrbelian tanah untuk laira'gan orar*aga, sehi*ggs memperorei, ,=*l 
I

tanah eigendom verponcring No. i5z5 <hn 554g, tanarr Embong s"rrro No. l I
( tanali obysts,*enghetn ) sehingga urenjacli hatta pe.rseroun , -_____,1 -_ _ _ - i

I\{e'imbang, bahwa sejah tanggal l4-B-1Bg? tela' ber.diri
petkuflpulan olahraga scelrrajl clricket en Lawn Tenlis club alau disingkal
$(ILTC yang berkeducrurcan di ,surarraya lang bergerak di bicrang orahraga ten 

,nis clan cricket- dan sejaktahun 1926 surJah,n*nclirilca' ba'guna' di atas tanah .

clengan l*as is.g57 mz ya'g criice'ar sebagai perniijaian E*rtro.g sawo ]rro. r ,,
,/,Surabaya ( tanah senglieta ) ;----------- __*___:,

Dimana scLTC pacra tarru' rgr? terah mencrapat perserniuan Gubermrr
Jenderal Hinclia Berancra tanggar r-10-rgzz- cri craram perubarran anggarar
cfasar yasg cliumunrrca' daram extra Bi jvoegser crer Javascrr couranr tanggar r B_i0.ig:7 No. Bl tambahanr..No. Ii)3; tahun l93l yar€ telah nrendapat.i
persetuiuan Guben*r' Jenderar Flincria Bera'da tu,rggJ , ; ,r;, ;;;diiimn*ilian clalam extra Biivoeser -rrer Javascrre cour*i*t",rggal 24-07_1g31

..: i r1. 1lr.rf 1111 hlrr. erl . _.. -

,,irr.i-iri$tilLli*,ii,1, r.,,ai'nrr* Sf:LTC menciapat persefUjuan
i.it,,,,ii.i!1:.ii i' j ::,,isi ,.:.. -ry, 11xi.;r,.t{J r,ltgt*trnrkan clalanr berita Negara RI

fuIenteri

tanggal
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hfeninrQang, balnva paria tahun 19s0- scLTC tietutrah nama *renjadi
Perkumpnlan orarrraga E'rbong sarvo atau crisingtiat FoREs, oi"*", ;;;-sclTc se-jak rrercriri .sampai berubatr nama'poRE;;;,"*l 

","rr"ga reruis
tlan cricket cli-ialan Ernbr.rng iarvc,No. I Surabaln , -__________-_

Meninrbairg, burr*u atas dasar pertinrrrangan-pertinrrraggan teisebut

:,t 
tlr-l lle'gaclila' Tinggi bera'ggapan balrrva tanah ya'g ,;J;;;;

[ersebut aset atau harta clari N.v- soerabaiarch $portterrein rlima'a seluruh

T::'T" 
frii s5|c png kernucrian benrbah ,n*,,Jurti pc)REs crirempar. ranarrya'g clis'p'gkethkan da' berclasat'ka' pe'etapa. presiden No. s tariu' 1964_

tidak temrasuk daram ra'rpiran penetapan preside'RI No. 6 tarru' r g64 tenta'g
penfuaqaa' 

,cran pengurilsa' perusarraau - perusarma' m'ik hrggris ore'I' Depatternen Perindustrian Rakyat, II. Departernen perindustrian Dasar clan
Fertamba'gan,' III. Departemen Percragangan, Iv. Departemen Lhusan
Pe'ciapatan, pembiayaan 

cran Fenga*arau, v. Departernen pelkebuna' ( trukti

F+.-_;-r._._ _l*:tl"*, 
tratnvat <ta;i buhri T.il serethh diretiri penarapan

rt.esrcren No' 0 tahun r964, ticrak ada mengurusi,N.v. soerabaiasch spoftterrei'
yang bergerak di bicla'g olal'aga' irarena itu sudah tepat bilaniana pe'gaclilan
Ti'ggi bera'ggapan bilamana ta'arr se'gk*tu lutuo E;;rru sarvo No. l
suralraya bulian acet FT. fuielia Usaha ped;ebr:nan .lun krrunu-iru pr ;r_;usaha Perkebunan ticrak berharc untuk rnenjuar rcqpatra Fel*gl.fBat_Terbanding 

;

&Ienirnbang, balrw,a oleh karena FT. A.rreka lJsaha perkebunan ticlal*

'er'ak 
untuk nrenjuar aset dari \-v- ,$oerabaiasch sportterreiir yang bergsrakdalam bicla'g olal*'aga la'g ti,als fennazuk chlam r*,r*rrp* preside'No. 

6tahun lgd4 ( b'kti T.J.2) , ticrak trnrt crigugar, crararn per.kara ini, jeras_jeras
gttgaianPerrggugat.Terbarrrlingticlakserrrprrfira;...--.--

N,Ieninrban

],a i hr Eisen; r;;*;ffij::1T;: lJ;ffin::; ff ffi;;Barar karetra sejak setnula suclah cliten:pati /clicluctrki sejak tahun lB97 olc'
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Perlrurnpulan Tennip '$cil.Tf-: yang kemudian berubah narna mer{a4i
Ferkumpulan olahraga Enrbong $awo ( poRE,$ ) berdnsatkan pasal 

-5

Keputusan Presiden No. lZ tatrun 19Tg yang pacla pokoknva isirrya : -------------
" Turah petkanrpungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi
hak Barat lung telah menjadi p*r'Lurnpirrgan atau rtiduduki rarryat, arran

cliberilcan prioritas kepacla ratr-yat yang nrencluclukurya, setelah clipenuhi syarat
yang nr€nyangkut kepentingan bekas pemegang hak atas tanah ,, sehingga

Pengaclilan Tinggi tretpenclapat hak untuk nrembeii tersebut buka'penggugat-
Terbancling tetapi rergugat-Fembanding , karena tanah clelgal Halc Barat
tersebut sqdah menjacli tanah Negara ; -----------

' Menimbatrg, lrahr,va bukti surat Nlenteri Agraria i BacJan Fertalahan

Iriasional tettanggal d oktotrer 1g95 No. s50.2,-z17l yang ditujukan kepacla

I{epala K*ntor }Yilaynft Baclan Pettanahan Nasional Propinsi Jarva T'imur. yang
isiirya pacla pokoknya balwa pennohonan ijin perninclalran hah guna baggunan
No. -1s4 /Ji clar: 159 ./Ii Embong Kariasi' nrasing-masing seruas 1 l-5.530 IvI?.

dan 1-427 MZ atas nama pr. fureka usaha perkebunan ( persero ) keparia pr.
Intersurabaya Intiland seluas 15.530 Nf? tertetak di Jalan Embong sar,vo No. I
Helurahan Embong l{aliasih, },{ecamatan Genteng , I{odya Surabaya clapat

rlisetujui clengan $)rarat clau hetentuan sebagai fretilrxt : __-____--____

a' Tanahrya ticlak clnlam keaclaan sengketa clan ticlak dijaditran agunan hepa4a
pihak lain;

b' Pererima hak tidak cliperkenankan mengosongkan tanarr tersebut, yang
sekarang benrpa tapangan Teruis, rcecuari dengan kesepakataq para pharc
yaqg menggunakan ianah tersebul cJan sesuai dengan rencana kota ( RUTR
i RLITRW ) dan penryatahn Presiclen Direktur PT. hrtersura6aya hrtila'd

' tanggal 22 Juni lgg3 yang dibuat clirnuka N.otarislmagr Sucljono Hennanlo,
SH ( akta notaris No. 5 ) ;_____._-______

c- Fefirinclahan luk hanrs clilakukan clihaciapan Pejabat pembuat Akta Tanah,
rii.rr,iri.i ii i dnngarr ketentu an yang bedalru,--.---- ---- _:

' "1.).+.lit.t,ji.i'i i.tc'[i** lliigr,:mt.f:ii rqii;ril :r;lfur syarat sebagaiamana ternebut pacig huruf

a*b.-q*
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a, b, c, ijin penrindahan hal< ini batal ;

enimbang, batnva bercrasarran bukti-F.6 ( Keputunan Hepara Bacran
Pertanaha' Nasio.al tErtrnggEl r0 pesenrber lgBB ) trila arra'
dialitrtran/dipindahkan halurya kepacla pihak lain harus dimintakan ijin rjaSulu
kepada liepala Badap Pertunahan Nasional clan iiclak clipenuhi syarat tersebul
batal dengan senclir-inya ; ___-______-_

Ivfenimba.g, barrwa dari bukii-T.rz ternyata naura Ir.. soedarta titlak
clikenal sebagai orang yang bertanggung jarvab alas pelepasan halc keparJa
Fenggugat-Tertrancling 

;

trl'Ieninrbang, l-ralwa alas elasar pertinib,angan -peitinrbangan terseblrt
cllatas. oleh karena aset lapangan ten.is cre'garr serururr trzurgunan.ya yang terarr
clikuasai oleh rergugat-pembancringsejarr tahun lggT au,r**ri na'ia scLTC
me'jacli FORE,$ dirnana N.V_ Soerabaiasch tlportterrein ya'g trergerak di
bidang clahraga rJirnuna asetlila lapangan tennis Enrbong $awo, crimana crengan
aclanla Pen*tapatr Frssiclen l'lo. s tahun lg6.{ karena bergerak daltu* biclaug
olal-'-aga' rtraka rnenutut Perlgadilan Tinggi ticlak tennasuh perusahaan lvlilik
Inggris di In'onesia yang penglasaarunenjacri 

*dibarvarr r. nepartemen
Fnrinduslrian Rakya! II. Departemen Perinclustrian Dasar pertar'trangan, III.
Departeme' Fercraganea., IV. Departenren utusau pencrapata*, pe'rban*unan
dan Pengarvasau, v. Departenren Fetrrebu'a' ( bukii T.13 ) serf'gga pr.
fureha usaha Petkebuna' ticlak benvenang mengelola cJan hemuclian
meniualnya kepacla peng6;ugat_Terbanding 

;_ __-________

IVlenimrrang, rrar*,va pr. fureka Llsarra llerkebuna'ya'g rneuj*ar aset
N.!'- soeraliaiarrscri sporttetr$i' acrakarr rrenvenang ,rrunl*t atau sarr kah
didalam menjuar/mengarilrria' halc kepacra Fenggugat-Terbancring, apakah
p'eniuala*ya sudarr n:emenurri bukfi r.6 ( I{ep*tusan I{eputa Barjan
Fetla*nhan Nasio'ar lrio. rzrFIGB/IlpN/BB t*rt*ggur io- o*r**uer rgBB )
!:;1r'ir*-r 'iir rir-llrrr!'l,uar lrnrtu FT. Aneka Llsarra perkebu'an hanrs digugat, pacrahal
;i r'i'"'iii!i:l'i.',titl!l i:ltzulrhJ:''Jl. J!.nnkrr Llo-aha Petlcebunan }. soetlarto J'ang urer{ual
iir: ':.,.1.;i..:jj,,.:j. .j\...iilii Jr,;lliitii: ,. . ii,,..-,il,;r .i. i , 

J-
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Ivlenirnbang, barnva apakah dalam nreniual ticrak berturtangan
detrgan surat Menteri Negara Agraria/ I{epala Baclan p*rtanahan ]rlasional
tertanggal 6 oktober r9g5 No. 550.2-?873 yang ditujukan Kepala I{antor
lvilayxtl Badan Pertqnahan Nasio'ar prcpinsi Jawa Timur ( bukti-T.3 ), maka
PT. Aneka usaha petkerru'au harus crigugat mengingat pr. Aneka usaha
Petkebunan cliberi syarat clalanr bukti _T.3 : ____-__________-_-_-__

a. Tanah ticlak clalam sengketa atau jadi u*ro, , - - -----------_-_-----_--_-
b' Lapanga' Tennis ticrak boreh crilcosongkan, kecuari acra kesepakatan yang

n:enggunnkan tanah te.rsebut clan ticlak berte,ntangan clengan rencana kota ; __

c., Peminclahan hatus clirnuka PIIAT ; --___--_____ _ -__:_
cl' Tidak dipenuhi ryarat terserrut pemincrarran ter'ebut batar ;

nraka atas .lu*u. p*rtinrbarigr"-O**r-*r;;ffi';; ;;. ;;
usaha Per-lceb',rnan ticralc crigugat, marra l.gut"n **o*n, orourtimbangka'
diatas oleh Fengaclitnn Tinggi ticlak clapat cliterima ; -_*___-__-__

h{enirnbang, barr'a oreh rrare.a gugatan penggugat-Terbancring 
ticrarc

clapat iliterina, nraka putusalr pe'gaa'an Negeri sururr-ui tanggar ;;;;;;
2001 Nonor : 30g/Fdr.G/2001ipN.$by tidak cJapit dipertarrankan ragi dan
ha.rs dibatalkan ch'pengncr'an Tir:ggi akan'rengacr'i se'criri ; -----:-----------

Ivle'imba'g lrarrwa oreh rra'ena gugalan penggugat-Terba'di'gtirlak
dapat diterirna, maka pe'ggugat-terbancri'g 

crihuku*r unturi meurbay.ar oroo,
perkara dalam kecrua tingkat peratilan sepeiti tersebul dibarvarr ini :

lzle'gingat akan pasa r-p as a r rJari uncrang- u'cra*g ya'g [r ers a'gkufa' ;
l1:

I,IENG;IDILI
lVle'etirna pernrLrho.a' bauding dari I{uasa Tergugat, -- peurlra'cri'g
tersebuf cliatas : ---------.-----_____

Mernbatalkan putusan pengqrlilan Negeri surabaya tanggar ? oktober ?00r
Nonror : 3'glPcrt'G/2001/pN. sby yang tri'rir:taka' bancring tersebut ; ------

DS"NG,'IN h'IENcltDILI SEt\rIlIEI
i"'ie'!'ataka' g*gatan pe'ggugal 

-Ter.'rranding ticrak crapat criterima;

&Ienghukunr...
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- &Ienglrukum Penggugrt-ler.banding unlrrk urembayar biaya perkaru clalam

kedua tingkat petaclilan yilg dalam tingkat banding . sebesar

Rp.130.000'.f,5eratustigapuluhriburupialr).---..-.-----

Demikian liputus 
rlalam sidang musyawarah rnajelis pacla lrari

JLII-I'AT tanggal @ oleh karni FL SAIIIJAITT0. EH,

Hakinr Tinggi pada Pengaclilan Tinggi Sugabayn selalm Hakirn l{ehra Majelis,

EL RAh'IELI\IiI. SH clan IIINDR-rITI SUFIiII\{DARLT. SI{ para Flakinr

furggola, yang .clitunjuk untuk nremeriksa dan nrengadili petkata ini

berclasarkan Surat Penetapan I{etua Pengadilan Tinggi Surabaya tnnggal 20

Juni ?002 Nomor 367/Pdt.Pen/2002/FT.SbJi dan pu[usan ietsebuf cliucapkan

clalam siclang terbuka unluk rnlurrn pada hari ilr.r jtrga oleh lfetua l\Iajelis

lersebu[ clengar, <Iihacliri oleh Hakinr - Hakirn Anggota setta SIJPARNT\N.

g!! Pqqitera Pengganti pada Pengaclilan Tinggi Surabaya tanpa clihadiri oleh

.para pihak yang berperkara.

FI,,TIf,NI ANGGOTi\, IfiTUA IVI/LJELIS,

H. EARIJ{NTO. $H

FANITEITA TE}trGGANTI,

Perinciau biaya banding-
L. Rectakei Futusan

2.. Materai

3. Admiuistrasi
4. Penrberkasin

Junrlah

Rp 3.000,-

Rp. {5.000,-

Rp. 45.000,-

Rp 1s.,0Q0,-
Rl). 130.000,-

1. H. RA},,IELAN SI.I
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PENGADILAI\ i\EGtrRI TIJ\GI(A]- I

SURABAYA

PUTUSAT.BpRXnnn

i."

TERGUGAT .__:--

PUTUSAN :

ISI PUTUSAN

UNTUK DIPERHATIKAN

...... 20?.[.....,.

::,..r*..,,

Turtrnan / Fotocopy putusan ini terdiri clari ........,..... 

" 

? 
halamarr.Dibuat ditanda tangani oreh panitera - pengganti yang bersangkutarr, dan

. tiapperubahan/tambatlanharusdiparalolehnya. - r--'v -

Tiap dikeluarkan Turunun-l roioGFiliGan ini atas pernrohonarr yangberkepentingan harus ditanda tangani oleh panitera Kepala''dan dicantumkanbesarnya leges Turunan putusan
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P U T.U S A N.

Nomor : 18L9 K/Pdt/2003

YANG MAHA ESA

NG

t.ingkaE, kasa

berikut, dal

pT. IMIERSURABAYA flfTILArVD, beral-am,

di Jalan Songoyudan No.107 Sura.bayi

i daLam ha1 ini, diwakili kuasanr
i'

TRIMOEL,JA D. SOER,JADI, SH, DkJc, pal

Sawo No. L6 Surabaya, berclasarlca
i surat kuasa khusus t.anggal j_B Oktc

L^-ber 2000, pemohon Kasasj- dahul
i,'r penggrugat/Terbanding 

;

mel_awan
PERKT]I'IPUIJAN oIJAH RAGA EMtsoNG sAI4

j (PoRES), beraramat, rji JaLan Embon,

awo No. 1_ Surabaya, Tennohon Kasas

i dahulu Tergrugat,/pembanding 
;

Mahkamah Agung Eersebut, ;

Menimbang, bahwa dari suraL._suraE Lersebut
ternyata bahwa sekarang pemohon Kasasj sebaga i
Penggrugat asl_i Lelah menggrugaE sekarang Terrnohon
kasasi sebagai TergugaL asli dimuka persidangan
Pengadilan Negeri Surabaya pada
da1iI-datit :

bahwa berdasarkan akEa

DEMI KEADIIJAN BERDASARKAN KETUHANAN

i AHKAMAH AGU
: memeriksa perkara perdat,a dalam

I telah mengambil puE,usan sebagai
perkara :

I

nya aLas

1i
anLara pT. Aneka Usaha perkebunar{
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asli No. 33 tanggal 1-1 April J-989 dibuaE. d.i.hadapai

.A,bdurrazaq .Ashiblie, S,H. , Not,aris di Surabaya

Penggrugat asli adalah pemilik Lanah rlan bangunar

yang setempaL clikenal sebagai persil Jalan Embon<

Sawo No. 1, Surabaya (p-1) ;

bahwa ikaLan jual beli No. 33 Langgal j-_

April L989 t.ersebuL kemudian dit.indak tanjuE:
dengan perjanjian jual beti seperti Lertuang c1a1an

d.kEa jual beli No. 3gS/vfiI/Lgg6 dan No, 3g6/vrTt/
1996 keduanya tert,anggaL 24 AgusLus L996, dj.buat

dihadapan NoEaris/ppAT yang sama yait.u Abdurrazac
Ashiblie, SH. (p-2, p-3) ;

bahwa pengg:ugaE asli memang pemililc sah per-
sr-r yang bersangkutan, dapaL dilihaE d,ari Serti _

fj-kat. Hak Guna Bangunan No.364/ K, Kelurahan ,Embong

Kaliasin dan No.3Sg/ It juga Kelurahan Embong Kali
asin yang dua-d.uanya E.erturis aEas nama pr, rNTEp.-

:

SURABAYA I}IITILAND (perrgggar, asli). (butcLi p_4 clan

, 'P;s) i

bahwa persil E,ersebub digunakan TergLlgat:

asfi sebagai s,arana olahraga t.ennis dan squash
berikuc fasiliEas penunjangnya ;

bahvra TergugaE asli t,eLah menguasai darr

menempat,i persil senglceL,a Eanpa alas hak yang sah ;

l.', bahwa semula TergrugaE asli menenrpaEi darr
mengelola persil E,ersebuE rlengan membayar sewa
kepada pemiliknya yang lama, betapi sudah sejalr
puluhan Lahun TergugaL asli Eidak pernah membayar
sewa lagi, bahkan sejak kepacla pemili Lerdahu}"r
(PT- Anelca Usah.a perkebunan) dar
asli telah membeLi persil ters

at:
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bahwa dengan demikian TergmgaL aslj- Lelah
melawan hukum menempa!,r dan menggnrnalcan

sengketa i
bahwa padahal Tergugab asli juga menyewakan

persil t,ersebuL (lapangan tennis) Lersebut; baik
'kepada semua anggoEa perkumpulan TerEugat asl_i
maupun Jcepada rnasyarakat u-munl dengan harga sewa
Rp. 15.000,- (Iima belas ribu rupiah) per jam per
lapangan/per baan ;

i

bahwa penggu-gat asli t,erah menegur unturc
segera mengosongkan dan menyerahkan per.sil t.ersebul-
repada penggrugaL asli, teEapi tidak diindahkan l,

bahwa penggiugat asli telah menderit,a keru_
gian karena Eidak bisa mengerola dan nengrrsahalcan.
sendiri t,anah tersebut, dan selama ini juga ticlal<
p=ernah mendapaLkan penghasilan apapun dari TergugaL
asli ;

bahwa kerugian yang Eelah dial-ami penggugat
asli karena perbuat.an melawan hukum Tergnrgat. asli
sejak Eanggar 11 Aprir 1989 sampai dengan akhir
t,ahun '2000 adat ah sebesar Rp. L2.46L.326 .027 ,50
(dua belas rnilyar empaE ratus enam puluh satu juLa
tiga raEus dua puluh enam ribu dua puluh Lujuir
rupialr Iima puluh sen) yaiEu yang besarnya dapac
disamakan dengan uang sewa yang semestinya layalr
didapau penggugat asli tetapi tidak didapaL karena
Tergrugat asli Lidak membayar uang sewa, luu" ,.rrnperhitungannya seperti dalam bucir Ng.'1e dalanr
gugat,an 

;

bahwa selain
pendapat,an uansl sewa

kerugia

i

.l

secara

persil

itu
yang

berupa

erolehsemes
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't,ecapi Lidals bisa didapaE karena perbrrat.an mel-awa
hrrkum Tergugat asri t,ersebut. t,erhicung mulai t.ahu
}OOL s/d. saaEnya nant,i persil mit ilc penggugat as1

F.iserahkan dalam keadaan kosong kepada penggu
gat asli, adaLah sebesar Rp. j-.530,000.000, - (sat
:

milyar lima ratus Liga puluh juta rupiah) setial
E.ahunnya ;

, . bahwa adapun besarnya gant.i
1989 sampai dengan akhir t.ahun 2000
mana Lelah diuraikan dalan gugaE,an.

KSpemilikan penggugat, asli ,dimuLai sejak 11 April
1989 maka besarnya ganLi r,ugi yang harus d.ibayar
oleh TergugaL asri kepada penggugat asr-i untuk
tahun 1989 adalah

Rp 305.000.000, _

365

Rp. 221.326.027 ,50, _ 
;

bahwa selain iLu TergugaL asli juga harus
membayar ganti rugi kepad.a penggmgat asli uang
sebesar Rp. l-.530.000.000,_ (saEu milyar lima ratus
crga puluh juta rupiah) per Lahun, terhitung rnulai
tahun 200L, sampai sadLnya, nanEi TergugaE asl_i
tnengosonglcan dan menyerahkan persil milil< penggnrgat
asli tersebut, kepada penggnrgat asli ;

bahwa gugatan ini didasarlcan ,atas sural_
quFaL bukLl sebagai.mana dimaksud pasal r-80 HrR dan
Karenanya puLusan dalam perkara ini dapaL dinyata_

- (rOr x Rp.306.000,000) 
=

!>

nrgi sejak Eahur

adalah sebagai-

kan bisa dilaksanakan ]ebih dahulu (sertyrmert,a) 
;Malca berdasarkan hat*hat berurai url{ penggugar:

asl-i mohon agar Majelis Hakim
Putusan sebasai berikur, : {M/ffi\W

f. Meng k"*ir
,fr.

rilcan
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L Mengabulkan setruruh gnrgat,an penggugaE ;

If . Menyat,akan PenggugaE adalah pemililc sah per-
i .-- -

sil yang bersangkuE,arr Lerletak di JIn. Ernbong

1. Sawo No. J-, saLu dan tain sebagaimana ter -

canLum dalam SHGB No . 364/ K Kelur:ahan EnrJcong

KaLiasin dan No.3S9/ K Kelurahan EmbonE Kali-
asin (bukLi p-4 dan p-5) i

III. MenyaLakan perbuatan TergpgaL yang bersang-

, kutan sebagai perbriatan melawan irulcum ;

rv. Menghukum Tergugat dan siapapun juEa yang

mendapaL trak dari Tergugat. unE,uk segiera
'mengosongkan dan men)rerahkan persil ,Jal-an

: Enrbcng Sawo No.1,, Surabaya, yang bersanglsrE.an

kepada penggugat. i

V, Menghukum TergugaE mernbayar ganbi rugi lcepacla

Penggugat sebesar Rp L2 .46L.326.027,50,_ (dua

belas milyar empaL raEus enam puluh saEu jut.a

, t.iga t:at,us dua puluh enam ribu dua puluh
Lujuh rupiah lima puluh sen) dit.ambah bunga

' (atas dasar bunga sebesar Zk per bulan) f,er_
hitung sejak gugatan ini didaft,arkan sampai
dengan pada saatnya persil sudah dikosonglcan

' 
U1t diser:ahkan dalam keadaan kosong kepacla

, Pengguga!, sampai seluruh jumlah dibayar
lunas i

VI. Menghpkum TergnrgaL rnernbayar ganE,i rugi ftepada
PenggugaL uang sejurnlah Rp. 1.5i0.000.000, _

(satu milyar tima ratus t,iga Iuh j ur,a
rupiah) setiap Eahun, terhi.t Iai cahun
2001, sampai saaE,nya persil Lan

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012
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diserahkan d.alarn keadan kosong kepada peng -

gugaL, sampai seluruh jurnlah dibayar lunas ;

VIL Menyat,alcan puEusan dalam perkara ini'dapat
i serta merEa dilaksanakan ;

: . i,

VIII. Menghukum TergugaL membayar uang palcsa kepada

juLa rupiah) sehari untuk seEiap hari Ter -

i gugat tetap alpa nrengogongkan dan menyerahkan

: dalam keadaan Icosong persil .Talan Embong Sawo
,., it ..' ;' No. !, Surabaya, tersebuE diat.as kepada peng-

gugaL dalam tempo g (delapan) hari i-erhit,urrg

sejak TergrugaL menerirna t.egoran unt,uk itu

i dari pengadilan 
;

IX. Menghukum Tergugat memikul biaya perJtara ini;
,Su-bsidair : mohon puEusan ex aeguo eE bono ;

bahwa t,erhadap grugatan LersebuL pengad.i-lan

Negeri Surabaya Lelah mengarnbil puLusan, yeritu
put,usannya tanggal 2 Okt,ober 2001 l,ro. 3Og /pDT .G/
200L/PN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1..:Mengabulkan grugat.an penggugat, untuk sehahagian ;

2. MenyaEakan TergugaE melakukan pertruatan melawan

hukum ;

3. Menyatakan penggugaL adalah penrilik sair persil
'yang t.erleLalc di ,falan Ernbong Sawo No. l- Sura_

baya, sebagaimana tersebuE. dal-am SerLifikaL Hak

Guna Bangunan No. 364/ K dan Hak Guna Bangunan

No' 359/ K, masing - masing di Kelurahan Embong

Kaliasin Surabaya ;

4. Menghukum TergugaL aE.au siapa saja yang

',;'
f.

.,',i,,'l

p

halc dari pad.anya, unt,uk menyera r-l- Jal_arl
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-:Enbong sawo No; 1 Surabaya dalanr keadaan kosorrg

dan baik kepada penggugat ;

Menghukum TergugaE. agar membayar ganLi rugr
(untuk keruglian dari Lahun 1989 hingga tahun

,2000) sebesar Rp. 6.230.G63.013,75 (enam milyar
:

dua ratus t,i.ga puluh juEa enam raEus enam puluh
t.iga ribu ciga belas rupiah Eujuh puluh lima
sen) dengan bunga sebegar L2* per L,ahur:., seja.k
perkara didaftark-an di pengadilan Negeri Sura-

baya hingga diserahkan kepada penggugat dalam
keadaan kosong ;

Menghukum Tergnrgat, menrbayar ganEi rugi lcepada

Penggnrgat sejumlah Rp 7G5.000.000,_ (tujutr ratus
enam puluh lima juEa rupiab) set,iap tahun,
t,erhitung mulai t,ahun 2001 hingga persil Embong

$a1vo N.' r- surabaya, t,ersebuL diserahkan daram
keadaan kosong dan baik kepada penggugat sampai
seluruh jumlah dibayar lunas ;

Menyatakan bah.wa putusan dalam perkara
dijalankan E.erlebih dahulu/serta merta
ada band.ing, kasasi lnaupun perlawanan ;

ini dapat

walaupun

Menghukum Tergugat membayar l-lang paksa sebesar
Rp ' L0 . 0q0 . 000, - (sepuluh jut.a rupiali) untuk
setiap hari ket.erlarnbat.an menyerahkan da.l anr

keadaan kosong, B hari sejak Tergrugat, meneriura
t.egoran dari pengadilan Negeri sampai cliserahlian
kepada penggn-rgat 

;

Menghulcum TergrugaE, agar
yang timbul sebesar

sembj-Ian puluh Lujutr ribu

membayar biaya,perJ<ara

6.

,7

B.

Rp. t97 . 000, -

9.

rupiah)

(sqraLu.s
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:

puLusan mana dal-am tingkaE banding aLas permohonan

Tergrugat, telah clibat,alkan oleh pengad.ilan Tinggl
Surabaya dengan puLusannya rtanggal 23 AgmsE,us 2002

No.326/PDT/2002/pT.SBy_ yang anlarnya berbunyj. sel:a_
:gai berikuL :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat _

Pemband.ing EersebuL diat,as i
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Surabaya

t.anggal 2 Okt.ober 200L Nonror :, 309/pdt.c/2001/pN.
Sby. yang d.imint,alcan banding t.ersebuL ;

:

- ,Menyat,akan gugatan penggugat - Terbancling tidalc,
dapac clit,erima

- Menghukum penggugat-Terbanding unEuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. j-30.000,_
(seratus t.iga" puluh ribu rupiah) i 

,

bahwa sesuci.ah puEusan Eerakhir ini diberi _

fahulran kepada penggnrgat /Terband.lng pada tanggal 23

DeFember 2002 kemudian Lerhadapnya oleh penggugac/
Terbanding dengan perant.araan Jcuasanya khusus,
berdasarkan surat. kuasa khusrrs tanggal 1g Okt,ober
2000 diajukan pemrohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 

!^$aue.rr"* 39 0--g_* sebagaimana L ern)rd.ta dari
akt.e permohonan kasasl No. 309/pdE .e/2oot/pN,.Sura*
baya. No. 326/pd,Ei2oo2/pr. sby. yang d:buaL oLeh
Panitera pengadilan Negeri Surabaya, permohonan
mana kenud.ian disusul dengran memori kasasi yang
memuaL alasan-alasan yang diterima di K it,eraan
Pengadilan Negeri LersebuL pada
2003 ;

fl\r
\ {..' 

"!
I r'-ri il;" ri

i,', i\./
|,tl

Januari
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bahwq seLelah iEu oleh Tergnrgat/pemnanding

r..ri,l,li

;;ri r 1, :ir'
i,i t;
1,,

:,illt.
!i'i;'ii
.," i itl

jiii
I'iir;:.i,

:|.ll:'

'; 
l. i:r'

l'l','ii
i,;i1 li

.l I :,,

l.l"

''l,i

yang pada Langgal 3 pebruari 2003 t,elah dibenitahu-
kan E,ent,ang memori kasasi dari penggrugat./Terbanding
diajukan jawaban memori kasasi yang dit,erima di
xenalf;raein pengadilan Negeri r.rr.ol". ;;.;"",;.1;:ri':: .. . ;-R''-

:;ij;r,' ,:', 941itz 'rlbruari 2oo3 ;
':.1:i .: }{:;r^**'

Menimbanq. h:hu,-
i _ 

o9, bahwa permohonan lcasasi a quo
beserta alasan-aLasannya yang Eerah crlberi.tahulcan
kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalaur
Eenggang waktu dan dengan, cara yurrg 

"oit- 
tu]<an

dalam undang-undang, maka oreh karena iLu permoho-
,nan kasasi EersebuL formil dapau diLerima i

Menimbang, bahwa kebe:at,an _ keberaEan yang
diajukan oleh pemohon Kasasi dalam memorj- kasasinya
E,ersebuL pada pokoknya ialah i 

4 rrroo'

L. Bahwa puLusan pengadilan Tinggi telah salah
menerapkan atau melanggar Berit.a Acara No. 51Eanggat 12 April 1955 (bukt.i T_j.0), yaitu t_etahsal-ah rnembaca aEau sa.Lah .- 

---- -
mengarE.ikan Be::j_La

:":* 
rersebuL. Dengan kata lain puLusan a quo

Celah l<hilaf ;

Bahwa tidak benar berdasarkan Bsriar .Acara, No.51t.anggar t_2 Aprit J.955 (bukti T_10) kependlikan

,saham 
NV.Soerabaiasch SporLLerrein telah be::ubahxelada masyarakaL perseorangan aLau indi_ridu danteLah diumumkan dalam iklan ,,oe vriie-r;;; .""

ll, 
"*t""r Soerabaiasch Handtesbtad,l 

-.";;;; 
,,Maret 1955 ;

Bahwa dalarn Rapat
L2 Apri1 1955 yang
BeriEa Acara No. 5L

Urnum pemegang

ootulennya te
Eanggal

tum dalam

ffigendanya
(bukEi T-
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maupun keput,usannya sama sekali Lidak mengerr.aj-

berubahnya pemilil<an saham rnenj adi mil_lk ma_

syarakat, perseorangan at.au individu ;

bahwa berdasarkan dafE,ar hadir, yang menghadap
t'

noE.aris Goest.i Djohan sebagaimana Cercant.um

,,,. dEtlan Berita Agara No. 51 tanggal 12 April 1955
adal-ah :

Marie ,fohannes ,Jacobus Campioni, agen Maclaine
Watson & Co. NV. sebagai Direktur dari NV. ter_

: sebuE,, bahkan dalam Berita Acara No. 5L (bukti

i 
T-10) dengan jelas disebutkan bahwa yang niemang_
gil rapat. adalah Marie Johannes Jacobus Carnpioni
.selaku Direktur Maclaine Watson & Co ;
bahwa para pemegang saham rainnya sepert.i- Barend
de Kok, Frank Guypers dan Salomon Ferclinand
Mitiluhubessy adaLah juga orang_orang Maclaj-ne

,,WaL,son & 'Co. NV. yakni sebagai penggant.i agen
pemegang kuasa (procuratie honder) dan pemegang
tsaham Macl_aine WaEson & Co. NV. ;

bahwa puLusan a guo t,el_ah khiLaf sewakt.u nem _

pert,imbangkan bahwa seLuruh saham Lel_ah rnenjacli
,saham milik orangr perseora.ngan aL,au individu
berdasarkan Berit,a Acara No. 51- t.anggal 12 April
1955 (bulcr,i T_10) ;

dengan demihian berdasarkan Berita Acara No. 5i-
tanggal 12 April 1955, jelas bahwa Maclaine
Wacson & eo. tW. merupakan pemegang saham insti_
'tusi, jadi bukan perorangan aLau individu clalanr
NV.SS;

Bahwa puEusan a guo

atau telah melanggar
;uga Eelah sa

2

pasal-
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1-858 BW dan Anggaran Dasar SCLTC (bukL'i T-2b)

sewaktu pacla halaman 5.G telah mempert,imbangkarn

bahwa t,anah sengkeEa yang Lelah menjadi ilhart-a

perseroanrr seLelah berdirinya Soerabaja Cricl<et

and Lawn Tenn'i s Club (SCLTC) : pada tahun 1897 dan

t.ahun L960 bert.bah nama menjadi perlcumpulan Olah

Raga Embong Sawo aE,au pORES ;

Bahwa dalam Anggaran Dasar SCiTTC sebagaj,rnana

dimuaE dalam Tambahan BeriE,a Negara Rf tanggal_

12' SepEember LgS2 No. T4 l,embaran No . 69/1952
(bukci T-2b) pada pasat 20 Eent-ang Wijziging
Statut.en (perubahan Anggaran Dasar) dikat.akan
bahwa perubahan Anggaran Dasar hanya bisa di
lakukan d.errgan kepubusan rapat- anggota, unt,ulc

keputusan mana diperlukan mayoriLas suara se -
kurang-kurangnya dua pertiga su,ara sah yang

d.ikeluarkan, dengan caE.aE,an asalkan mendapaEkan

pengesahan dari pejabau yang berwenang ;

Bahwa Anggaran Dasar .Iermohon Kasasi (PORES)

sebagaimana tercantum dalam akta notarj_s Slndhu_
nata No. 7, Langgal 1 OkEober j-985 (bukE.i T_3C)

dibagian premisya hanya Imeriwayat,]cann bahwa

SCIJTC sejak Eahun L960 berubah nama nrenjacii
PORES, Letapi Lidak.dijelaskan bagainrana peruba_
han tahun L9G0 iEu terhjadi dan apakah perubahan
nama dari SCITTC menjadi PORES, sudah sa,h sebagai_
mana diisyaraEkan menuruL, bunyi pasal ZO Ang -
garan Dasar SCLTC (bukt.i T_2b) i

Bahwa dengb.n de:nikian dengan EeIah r-
E.imbanglcan bahwa PORES ne SCLTC

karena SCLTC. t.elah berubah i PORES,

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012
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puEusan a guc t.elah salah rnenerapl(an at.au tetat

: , melanggar hukum, khusunya Eetah'salah meneraphar

: r' atau telah melanggar pasal t866, 1867 dan 1B6E

BW serta t.elah salah menerapkan aEau .Lelah

melanggar Anggaran Dasar,SCLTC (bulcci T-zb) . ;
''."3, Bahwa putusan a guo LeIaIr salah menerapkan atau

melanggar Penetapan presid.en No. 6 t.ahun 1964,

karena tel-ah, memperLinrbangkan bahwa tanah yarrg

, 
disengkeE,akan t.ersebut adalah aset atau harLa

NV. Soerabaiasch Spo::tterrein, karena tidak ter-
, .;', masuk dalam lampiran penet,apan presiclen RI No. 6

t,ahun Lg64 t.entang penguasaan dan pengiurr,.san

Perusahaan - perusahaan milik Inggris (bukti f-
L2) ;

Bahwa dalam lampiran parla peneL.apan presiden

No. 6 t,ahun 1-964 (bukti T-:-.2) pada angka t'rlr.' ''' :

kan :

1-. Kant,or pusaL Maclaine WaEson - ,fakart.a ;

2. Kantor pusaE cabang Maclaine WaE.son-Semarang;

3. KanLor cabang Maclaine Wat,son_surabaya;
l ' n. Kantor cabang Macj-aine WaLson-MaJcassar I

.5. Kantor cabang Maclaine Watson-Banjarmasin ;

bahwa di Surabaya Maclaine WaLson juga dikenal
dengan nama rFraser, Eat,on & Co,l , lihat pasal 1-

(2) Anggaran Dasar NV. Maclaine WaLFon & Co NV.

,''i (bulct,i T-J-L) ;

Danwa pemegang saham NVr ss adararr Maclaine wat._

son & Co lW. dan orang-orang Inggris at,au orang_
orang yang mewakiLi Maclaj-ne & CO. NV.

d't'J"'' .-

perusahaan Inggris ;
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,, bahwa penguasaan dan pemberian hak aE.as' tanal

,,sengkeLa'kepada pT.Aneka: Usaha perkebunan selair.
berclasarkan Penpres No. G Lahun t-964 juga di.-

, dasarkan at.as (1) SK.l4enLeri per,lagangan t.anggal

L Maret 1965 No. 58/M/SK/64 ; (2) . SK. Bersama

MenEeri Perdagangan dan Menteri perkebunan tang-
ga1 19 MareL 19G5 No. zZ e/U/SxF/eS

No. 33/MEN. PERK/',55

dan SK Menteri EKUIN E.anggal 1-4 Agus[us f te e No.

KEP/43/MEN EKUIN/GB jo pp No.16 tah.un l_98L (vide
bukti T-G) ;

dengan demikian penguasaan dan pemberian hak

atas tanah-t.anah sengkeLa kepada pT. Anelqa Usaha

Perkebunan adalah sah karena sampai sekarang
tidak ada putusan pengadilan yang menyatakarr

batal at,au tidak sah pengr.rasaan dan pemberian

hak t,ersebut kepada pT, Aneka Usaha perkebunan

berd.asarkan peneEapan presiden No. G Tahun 196,1

dan Surat-surat Keput,usan t,ersebut. dj-at.as ;

Bahwa puE,usan a quo t.elah salah menerapkan aE,au

melanggar pasal 5 Keputusan presiden No.32 tahun
tgTg ;

- bahwa pengarlilan Tinggi EeLah keliru menerap_
kan hukum ketika meqrpert,imbangkan ba{wa ber _

d'asarkan pasar ,5 KepuLusan presiden No. 32

t.ahun 1979 yelg berhalc, unE,uh membeti obyek
sengketa adalah Termohon Kasasi bukan pemoiron

Kasasi ;

bahwa obyeh sengketa bukan dan pernah

, 
l-anah

sampai

nrenj adi t.anah perJcampungan . waI
t.ersebuL merupakan Ia

F.i

n

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



I

f.1\t
,l'. 

L

il ri

r -I4-
't, t 

.' '.
:,' .',

:

.:' . .,seKarang EeLap digunakan sebagai Eempat. olah
raga lenis, bulcan perkampungan. Obyelt sengketa

't..I, ,.t,idal< pernah diduduki rakyaE, teLapi semula

" ', 
',:diLempati scl,Tc dan lcernud,ian secara mer-awan

hukum ditempaEi Termohon Kasasi (PORES) ,;

- dengan clemilcian pasal 5 Keputusan presid.en

No. 32 tahun t-929 i.c. Lidak dapat. diEeraplcan

dalam perkara ini ;

5. Bahwa puE,usan a guo EeLah salah menerapkan at,au

, melanggar hukum, yakni- t,elah melanggar asas atau
ajaran tent,ang rechtsverwe::king atau kehj.langarr
hak ;

Bahwa Terrnohon Kasasi Eidak pernah menenpuir

upaya hukum denEan mengajukan gugat.an bailc di
peradilan umum maupun at,au apalagi di peradilan
TaL,ar Usaha Negara unt,uk menunt,ut, pembat,alan at.au
pernyaLaan tidak sah dari p-engadilan Eerhad.ap
bukti-bukti p-7, p-g, T_6, puLusa.n TaLa Usaha

'Negrara berupa Surat MenEeri Agraria/BpN t.anggal
5 Oktober 1995, ddn alct,a-akt.a jual beli ppA.T

yang bersangkutan t.anggal 24 AgnrsEus fggO serta
terhadap sertifikat.-serLifilcat, HGB yang bersang_

. kutan (bukti p-4 dan p-5) yang pada Langgal 28
AgusLus L996 t.elah dibalih nama *urriud, uau"
nama pemohon Kasasi ;

Bahwa ' oleh karena iLu Termohon Kasasi_. t.el-ah
kehiiangan haknya (reclrEsverwer.lcing) unt,uli rneng_
gugat, lceabsahan surat - suraL bukLi t,ersebut,,
khususnya Eelah kehilangan haknya unt/k menggu_
gat. di peradiJ-an TaLa Usaha

Agraria/Bp\.I No. 550 . 2_28:.3

L Menteri
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yang, isinya menberi izi,n unEulc llGB No.364/ K r

No.359/ K dibalilc nama dari aL,as nama pT. An(

Usaha perkebunan menjadi aEas nama pernol

Kasasi dan yang aLas izln rrana sert.ifil(i
:1

serE,if ikaE E,ersebuE kemud.ian pada tanggal
Agrust,us 1996 telah dibalik narna rnenjadi at
nama pemohon Kasasi (bukCi p_4 dan p_5) ;

6. Bahwa puEusan a quo Eelah salah menerapkan at.
t.elah melanggar W No. 5 tahrrn 19gd tenta
Peradilan TaLa Usaha Negara, Icarena telah mera
pas kewenangan eksklusif (usurpaEion) Badan pe
adiLan 1ain, dalarn hal inj. peradilan Tata Usal
Negara, sebagaimana tersebuL dalanr pert.iniloangr
hukum ,Judex Factie pengadilan Tinggi Surabal
hal_aman 7, B, 9 ;

7. Bahwa puLusan a guo pada hala*"n g_9 t.elalr uren

persoiaJkan kewenangan p?. AneJca usaha perkebuna:
menjuar obyek sengketa kepada pemohon Kasas
dengan dua alasan :

L. apakah penjualnya sudah rnenrenuhi bukLi T_,
(KepuLusan Kepala BpN No ,1_z/HGB/BpN/Ae, L,ang.
ga1 10 Desember tr_9g8, padahal si penanggun!
jawab pT. Aneka Usaha perkebunan Ir. Soedartc
yang menjual, idenEiLasnya Lidalc jelas (butrLj
T_L7)

2. apalcah penjualannya tidalc berE,ent,angan. dengan
Surat, Ment,eri Agraria y' KepaLa BpN t.anggal 6
Oktober l-905 No. 550.2 -ZBIJ ;

bahwa sampai saat irri tidak pernah
yang menunLut d.ibat.alkannya aL,au
Uidalc sah aht,a otentik
364/ K dan No. 3sg/ K

i'ri' ,

iiitri I ,'

1i rrr

li1, i,i
:ti i ril
'.iirli:

'l't'
;fi.,r
iiii i,:'
ti',rl;li

rirl;i'i

,, i litr,r I

.i:; trllli:,, ir

:lf ii, 
"

:t:ir' ll t :'
lli,r ,, l '' '

itiilil':i
ltti:fil:i:rji

i:irr,'
iil.,, ,,

il i1 l ,t.

i,,'1.

gaLan

yaL,aJcan

T HGB No.

Kaliasirr

^/
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I (bukLj. P-4 dan p-5) yang menjadi dasar bt

Pentoh.on Kasasi mau membeli persil senglcet-a clt

PT, Aneka Usaha perkebunan aE,as nama siapa se

tifikat-serLifikac yang bersangkutan Lerl-ulis
bahwa oleh karena itu selama Lidak Eda puEus

pengadilan yang menyatakan sertifilcat.-sertif ik
yang bersangkuEan baEa1 aEau t.idak sah, serti
f ilcat.- sert,if ikat tersebut. harus dianggap sa
sehingga. harus dianggap sah Eransaksi tan
sengket.a yang bukti haknya berupa sertifika,
seitifikaE. yang bersangkuEan ;

Bahwa puLusan a guo Lelalr keliru dan lchilal
karena Eelah memperLimbangkan bahwa dari bukt
T-L7 ternyat.a nama Ir. SoedarLo Lidak dikena
sebagai orang )aang bercanggrung jawab atas pele
pasan hak kepada penggugat_Terbanding (lralaman

baris 7-B-9 dari aLas putusan a quo) aLau Liclal
jeras ident.it,asnya (halaman 8 kar.irnaE t,erakhf:r
puEusan a quo) ;

- bahwa bukLi T-17 berupa tufisan tangan darj
Ketua RT 009/01 Ket. ps. Minggu, yang mene _

rangkan bahwa Ir. Soedarto Lidak dikena] seba_
gai pend.uduk disiLu merupakan keLerangan pihak
keE,iga diluar sidang, dan t rr"rr"rfu n.rr*
dikesampingkan ;

- bahwa Ir. Soedarto orangnya
dapaL dibul<tilcan dari KarLu
oersanglcutan yang menunjukkan

benar' pernah berLempaL t.inggal
RT. 04 RW. 0l- 'Kelurahan pasar

t,,il iri i

j,,i'r.r,

, i:, r.,

ir,ii:.1

1i,,.
il ''"
'ti:.,i,1

,li, i

irj.i,
i.i;1r;:

i'ii

if l:
,l r

Pasar Mi-nggu, r]akarE.a Sela

ada 'dan dikena]

Keluarga yang

bahwa ia,nemang

ecamaLan

13) ;

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



I
-1-7-

9 Bahwa puEusan a quo Lelah salah meneraplcan at
rnqlanggar hukum keLika pada halaman ,_; ,".
perCimbangkan bahwa gqgaEan tidalc dapaL diteri
karena pT. Aneka Usaha perkebunan L.idalc il<
digugar ;

- bahwa syarat-syaraL yang tercantum dalam buk
T-3, seharusnya Termohon Kasasr yang menggugi
PT. Aneka Usaha perkebunan, bukan pemoh(
Kasasi, sebab pemohon Kasasi tidak menrpunyE
sengket.a aLau persoalan dengari pT. Aneka usar
perJcebunan 

;

- bahwa dalam pada iLu merupakan kewenanga
p.enuh pemohon Kasasi selaku penggi.ugat untu.
rnenenLukan sj:apa saja yang akan dignrgat, ap:l
lagi i c tidalc ada relevansinya pT. AneJct
Usaha perkebunan ikuL dignrgat ;

- bahwa selain itu pert,imbangar: put.usan a quc
kabur karena tidak jelas d,_ _ari sekj_an banyak
syaraE dalam bulcti T_3, syarat. nlana yang tidal<
dipenuhi pemohon Kasasi, apa!<ah syaraL d, b, c
aLau d. yang disebuil<an pada halaman 9 putusan
a qluo 

,.

- bahwa mengenai lapangan tenis Lidak bole5
dikosongkan dapat dikemukakan }rahwa hal itutidak berlaku t,erhadap Termohon Kasasi, karenaselain Tennohon Kasasi LeLan puluhan Lahunbidak'pernah bayar sewa kepada pemiliknl,a

yang lama (pf. 4ruLa Usaha per:kebunan), anlara
Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi send.iri
t.idak pernah ad.a hubungan

sikap Terrnotron l{.asasi y
karena

iiifiitl

:r..'i

akui
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keabsahan Pemchon Kasasi sebagai pemilih obyel<

sengket,a berdasarkan bulctl-bulcti yang bersang-
:

kutan, antara lain bukLi-bukEi suraL P--1, P-2,

P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-B ;

bahwa i.c. Eidak ada saEupun akLa-akt,a at.au

bukt,i-bukEi surat yang diajulian Pemohon l(asasi

dinyaLakan baLal atau Eidak,sah oleh Pengadi-

lan, demikian pula t,idak ada saEupun surat-

surat, bukti yang cliEerbitkan, Ee1ah dibatalkan

at,au dicabut kernbali oleh instansi yang mener-

biE,kannya ;

bahwa oleh 'lcarena itu puEusan a quo Lelah

salah menerapkan atau melanggar hukum dengan

memperE.imbangkan bahwa PT. Aneka Usaha, Per -
Icebunan harus ikuL digugaL ;

bahwa ditingkat banding Termohon Kasasi Eeiah

menyerahlcan langsung ke pengadilan Tinggi

Surabaya beberapa surat bukt,i baru atau Lamba-

han yang setelah dicel< pemohon Kasasi, t.ernya-

La bukt,i-bulcti t,ersebut t,idak i-kut. ditcirimtcan

ke Pengadilan Negeri Surabaya oleh pengadj.l_an

Tinggi sewakt.u mengirim kembali berkas perkara

ke Pengadilan ltregeri Surabaya, sehingga dapat

dipast.ikan bukt,i-bukt.i baru at.au Lambahan t,er-

sebut t,idak akan t.erd.apaL daLam berkas perkara

yang akan dikirim ke Mahkamah Agnrngr';

bahwa ol-eh karena itu pemohon Kasasi ,mohon

agar Mahkamah Agung sebelum memeriksa clan

memutus perkara ini terlebih clahulu memint.a

Icepada Pengadilan Tinggi Sur: unt.ul< nle -

ngirimkan Lambahan bukti diajukan
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-Termohon Kasasi dit.ingkat bapding

T-9 s/d T-t7 ;

, bahwa Lerhadap keberaLan-.kebera -

Mahkamah Agung berpendapau :

keberaLan ini dapat dj-benarlcan, oleh

Fact.ie Pengadilan Tinggi Lefah salah

rldipertimbangkan dengan tepaL dan benar

pert.imbangan hukum putusan Pengadilan

abaya halaman 9, yang menyabakan,bahwa

.i,dalam perkara ini kurang lengkap (daIam

liri,il Aneka Usaha Perkebunan) Lidak ilcuL

blah t,idak t,epaE, karena sesuai Yuris-

Agung Nc. 305/K/S:.p,r19rt Langgal

:Llt'; Penggnrgat berhak menentukan pihalc-

dig'ugaL (Tergrugat) sesuai dengan
iri

lcepentingan hukumnya, ;

[9, bahwa berdasarkan pertimbangan

bEas, menurut pendapaL Mahkamah Agung

alasan untr:k mengabulkan permohonan

iajukan oleh : FT.:lntERsuRaBAyA INTI-

i*membat,alkan putusan Pengadilan'Tinggi
, ;', 1' 23 Agustus 2002, Nomor : 326/pDT/

fi;.,,serE,a Mahkamah,Agung .akan mengadill
i.:. .

ra t.ersebut, dengan amar seperti yang

Ekan dibawah nant.i ;

bahwa oleh karena

dan Termohon kasasi

permohonarr

adal-ah pihalclkan,

'mal<a

semua

dihukum

Eingkat

ar biaya

i.:1r,
"1 

1.,:

i,'it'
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Memperhatikan pasal-pasa1 dari
2004 dan Undang-Undang No.

I dirubah, U"r d:-Lambah

5 Eahun 2OO4 ;

lkan

n

Undang-Undang

l-4 tahun 1985

dengan Urdang-

r.itil

ir;
liili
:;:il

MENGADILI:

Ikan pennohonan kasasi dari Pemohon
:.,

|:ipr. rlflfERSU-RABAy.A IDITILAND, yang diwakili
,,:,'-^-..^----^
i,TRIMOELJA D. SOERIADI, SH. Dkk. Lersebut ;

talkan puLusan Pengadilan Tinggi Sura-

23 AgnrsEus 2002 Nornor i 326,/?DT/ZOOZ/

MENGADILI SENDIRI :

g"ugatan PenggnrEaE. untul< sebahagiarr ;

Tergugat melakukan perbuaban melawan

PenggrugaE adalah pernilik sah persil
Ietak di Jaj-an Embong Sawo No. 1 Sura-

aimana tersebut dalam Sert.ifikat Hak

n No. 364/ K dan Hal< Guna Bangunan

K, masing - masing di Kel-urahan Embon5l

Surabaya i

rTergugat at,au siapa saja yang mendapat.

.padanya, unLul< menyerahkan persil ,falan

ieyo llo. 1- Surabaya dalam keadaan lcosong
., .1

iillepaOa PenggugaL ;

ll 
TerSUSat agar membayar ,ganLi

gp,rugian dari tahun L9B9 hingga
,i,rl.

lrar Rp. 6 .230.663 ,013, Z5 (enam
,,:''i;Eig. puluh juta enam raLus pulutr

;iltiga' belas rupiah puluh lima

an bunga sebesar
.iij ;

l:.1{: i

;i;i.
il'i,;

i,ii

q*.lt
\' '\t.tt'::;: :'t1i,.,...,!jir.it;J
: ,.,: 

,,,;i-r.l;;/
'r"illl.''

'iiii'x^,

rug]-

Lahun

milyar'

, sej alc
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,u,,.., Perkara didaf tarkan di

't",,r,r:i#FfHi hingga d.iserahkan
i.;.,'"i'11.i:ir"r'i:!il 1l

Pengadilan Negeri Su:

kepada penggugat da-

I;li

{i
i

TergrugaL membayar gant-i rugi lcepi

ugat sejurnlah Rp 765.000.000,_ (Lujutr
puluh lima juLa rupiah) seriap

i'ir.'. ., .

$,C"trS mulai tahun 2001 hingga persil
1- Surabaya, LersebuE diserahkan

hosong dan baik kepada penggnrgat. sarnp

jumlah dibayar lunas ;

Tergugat membayar uang paksa sebest

:0.000.000, - (seputuh juta rupiah) ur:rLr

hari keEerlambatan

kosongr, B hari sejak
dari pengadilan Negeri

rat

Lahr

Endrc

dal

menyerahlcan dale

Tergugat menerj-u

sarnpai diserahlca

Haki_m-

Panitera

, Penggugat ;

hukum Termohon kasasi unt,u]< nrembava.

ra dalam semua tingkat. perad.ilan, |ahi
kat. kasasi i.ni dit,eL,aplcan sebanyatc ____-
0, - (lima r:atus ribu rupiah) ;

D,emikianlah diputuskan dalam rapat permusya
mah Agnrng pada hari : SENIN TANGGAL ?

?005 oteh ArbijoLo, SH., Hatcirn Agung yang
iR, oleh KeLua Mahkamah Agung sebagai,n"rru
:.. .

ir"*, 
Soedarno, SH. dan Timur p. Manurung, sH.

l,Hakim-Hakim Anggot,a dan diucaplcan dala*
uka untuk umum pada hari itu juga oleh

idang Eersebut,, clengan dihadiri oleh
SH, dan Ti.mur p. Manurung,

H. prim 
"^*Um
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dan 6sngsn tidak dihadiri. oleh lcedua

im-Ha

d./u.

. /Timu

daks,r

nistrast

;'pihak. -

t, r.RP 6.ooo,-

Ketua
LEd. //Arbi j olo,

Panitera-pengganti 
!

ELd./H.prim Haryadi, SH.MH

sH.

ii;1,' r Rp 493 . 000, -

ii;ri: RP 500 . 000, -

lj:.ii t:.

'1,,{,

ii:i;,.

. 
..:.1:.:,,

.. ::' ,t :::it :
',a . :: '4t;.. .'
''.: L.t ..t.

..r.r 'i;'. :.::,:j;"1. "
::...:1,).:i':',:
. ..,: ;.:

' rltrt$lrn1:iqiiliti,&iw$Vii,qii{ll9i,l,iil}hr:&
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y*'"SLtrt*e ./?strr,

,,,E$Flo,, l,o{ pu'luron ; dolr!5anqlr, rteru6 It. I i tar16gguL

ra9$[i$94o:r .r 1819. r.lpat,/zooi to].ah dllbor"ttahurco

,:'19'trgll,o,n S$Fag.t, Bqdo, tqn6gat, ao uot z0O5
:. ..1.','

l;rlgqrohon,xlogorl nQ.$o t-qFg8sl 20 lrot 20og

ogqqFaYo;r:. 2j $ol 2oo5

A 1 |r I lPall gp,{9/ 
1mrc$ry.$u s

WIKII, PIII{ITDIIJI,

t. t.dl.

JTGUII0. npU&SO r., SH.ttr.SuB.:-
%

$1pn,0490369,1?

uspq,;Hslrliaagtr,lslgtg,It,Li touegqt, ? Uamt ?005

l-Q03:,d!!tor{lcrl;qntuk flan stsa, porntntaur 0nrt

nn. Jl trtqql-
nr,. 6" 90o"-
il.ffi_,CoftLW,Yp

urP,''04009691?
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OETUI XERPII-AN.BERDASARKAN KETUHANAN'YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan

- -,,:. .: ' , .

sebagai berikut,dalam perkara'": ; ';:r",, , ' :'| ,r " ,' : 
'

'r :T,PERKUMPUtAN,,OLAH'' RAGA EMBONG 'SAWO (PORES),

,',:', berked'dukiirlidi'.t lan EmbonglSawo,No,, 1 Surabaya dalam

t,,.;hal,n,:ini,.mbmbe.ri, kuasa kepada, Epg['',MUTIARA;SH', dkk,

';'ifidvokati i :i6erkantor, di:' Jalan':, Rayb :Darmo'r,1'35'B surabaya;

ii Pemohon ''iri ,'Peninjauan Kembali dahulu Termohon
..:

..'r KagasiffergugaVPemb'andihg;r " : :: ,'
melawah,:

r,i.pJl;. 
f NTERSURABAYA INTILAND,, , berkedudukan di :Jalan

, rr :,i', Songoyudan'lNo. 107,surabaya,i.Termohon,;,Peninjauan Kembali
l..:,'].1'l,],''ll'..''':.''']l

' dahulu para Petnohon Kasasi/PenggugaVTerbanding ;

Menimbangi.'bahwa':r:dari surat-surat''yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/TergugaUPembanding

telah mengajukan perntohonan peninjauan kembali terhadap putusan
''

Mahkamah,,Agung,lr',N.o.11'1rg19',r1gPdU2OOg tanggal rT Maret::2005 yang ltelah

berkekuatan,,, hukum rtetapl ir,,:dalam ,, perkaranya melawan ': para Termohon
, 'il'rr : 

"Peninjauan ii (em661;'t, O"nUi6r,,, para,' Femohon, Kasasi/Pengg u g atlTerba nd in g,

dengan posita:rperkara'sQbd$ai berikut ;.' ;.'''' .',:' :,r.
:.

bahwa"be[dasarkan'iakta ikatan jual beli antara PI Aneka
.'r .. ,1, .: :

Perkeounan dengan Penggugat, Akta No. 33 tanggal 11 April 1989

Mahkamah,Agung t6rsebut ;

dihadapan Abdurrazaq Ashiblie;SH., Notaris di

pemilik tanah dan bangunan ,yang setempat

Embong Sawo,No;,1 Surabaya (P-1) ;,

' bahwa ikatan jual beli'No. 33 tanggal 11 April 1989'tersebut kemudian

dalam akat jual beli

NotarisiPPAT yang

, . lll:f: , .]' , :,.ll;.,r:,r,i. :, ,

ditindaklanjuli :dengan qeflanjian. jual beli seperti tertuang
. rir:,: r,, '.a'.'ll.. .' : .

No. 395/Vlll/I996i dan No396A/lll/1996, dibuat dihadapan
:: ..1 .i:lririr..

sama yaitu Abdunazaq AShiblie,SH. (P-2,P-3) ;

bahwa: Penggugat memang pemilik sah persil yang bersangkutan, dapat

dilihat dari,;$ertifi,K"t H,ulffif3,,11.rn3, Bangunan llo. 364/ K, Kelurahan Embotrg

Kaliasin daf'tlb.+0359/'KiJ$fiEiiKelurlhan Embong Kaliasin yang tiua-duanya. i ri,..,il,:
tertulis atasrnamaiPT. INiERSURABAYA INTILAND / Penggugat (P-4 dan P=5);

Surabaya, .Penggugat

dikenal sebagai persil

Usaha

dibuat

adalah

Jalan
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- .i;irr'

i:',, ,:

J ::. -,,r,

bahwgt persil tersebut'digunakan Tergugat sebagai :sarana orah raga

tennis dan 
nsquash 

berikut fasilitas penunjangnya ;

bahwa Tergugat telah menguasai dan menempati persil sengketa tanpa
alas hak yang sahri ; ;,'r: :;.'''.''

bahwa 'semula Tergugat menempati dan mengelola persil tersebut.: : .-
dengan'membayar:sewar:kep246'rpemiriknya yang,,lama,,,tetapi sudah,sejak
puluhan ;tahUnliTergqgatir.tidak; pernah,,;membayar sewa
pemiliknya ,'terdahutu , (PT,:, rAnet<a Usbha perkebunan);

Penggugattelahmembeliipersiltersebut;:l.'.,
.

bahwal:jdehgan' demikian Tergugat telah,secara
menempati dan menggunakan persil sengketa ;

lagi;: 6's6ksh', sejak

' yaitu, dari siapa
',1:; rl

melawan hukum

bahwa'rrsern€fltara',: ittr'',Tergugat ijuga: menyewakan,r persil Itersebut

(lapangan tehnis) tersebutl,baik kepada semua anggota,perkumpulan Tergugat
aupun kepada niasyarakat'urnum dengan harga sewa'sebesar Rp.1s.000,-

I bahwa Penggugat. telah. menegur untuk segera mengosongkan

renyerahkanipersil terseb'ut (epada penggugat;: tetapi tidak diindahkan ;

bahwar Penggugatitelah.' menderitar kerugian sebagai akibat tidak
mengelola dan mengusahakan sendiri tanah tersebut, dan,juga karena

mendapat penghasilan apapun dariTergugat ;

dan

bisa

tid;k

bahwa kerugian 'yang ,dialami,' penggugat, karena ,perbuatan melawan

hukum Tergugat sejak'taqal l:l,April 1gB9 sampai akhir 2000 adalah sebesar

Rp. 12.461.326.027,50,- ({ua belas milyar empat ratus enam pulun satu juta tiga.. " :

ratus dua puluh"enam ribu dua puluh tujuh rupiah lima putuh:sen); 1,31111 y3nn

besarnya dapat disamakan dengan uang sewa yang semestinya layak didapat

Penggugat tetapi trdak d dapat karena Tergugat tidak membayar u"ng ,"*u';
bahwa selain itu kerugian per tahun berupa pendapatan uang sewa yang

semestinya bisa diperoleh tetapi tidak di dapat karena perbuatan melawan
hukum Tergugat tersebuffiitung muta tahun 2001 s/d saatnya nanti:persil
milik Penggugat diserahkaii'idalam keadaan kosong kepada penggugat adalah

r,., :._iil,.,ir:i ..
sel-resai' Rp, 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) setiap

,.;,t : 
'

tahunnya; ,, , 'r,i,'''.' .,l,,
bahwa besarnya gantiiugi sejak tahun lg8g sampai dengan al<hir tahun

2000 adalah sebagaimana, diuraikan dalanr surat gugatan, yang jumlah
. ll i

seluruhnya sebesar Rp. 221;326 .027,s0. (dua ratus duapuluh satu juta tiga ratus
:_lij::'

dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen) ;

i.-i,'' .

..r . , ,,.:#,1t,! l
, r,.t..;

'i":' ;l;' ,,, , .

r.:, Hal.2dari12hat. put. No. 13BpK/pdU2006
:

I
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' :'l:. r

i!i
:ili

Ir I

bahwaid;elAin,, itu ;:,Tergugat'juga harus membayar lanti,rugi kepada

Penggugat uang sebesariRp.f,1i53o.0o0.oo0,- (satu milyar: lima ratus tiga puluh
, . 

l .: ,

juta rupiah)'per',tahun, terhitung mulai 'tahun 2001,;sampai saatnya nanti

Tergugat mengosongkan dan menyerahkan persil milik penggugat tersebut
t,.

kepada:Penggugat; ,:;' ' '1 r, :' ' r 
'

bahwa berdasarkan 'alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon-:'- --'---::- 1_

kepada Pengadilan Negeri' surabaya , supaya Fengadilan r Negeri tersebut

memberikan:putusan yang,dapat dilaksanakan terlebitr oitrutu. sebagai berikut :

1.Mengabulkan,qeluruhgugatanPenggugat.;i.,'';..:',....:i,..
I'2. Menyatakdn'Penggugat,adalah,pemilik sah persil yang bersangkutan terletak

di Jln:"Eiiibong, Sawo,'No,1;, 'rss1s dan' lain sebagaimana ,teicantunr dalam

SHGB No:::364/ K,KelurahanrEmbong Kaliasin dan No,:35g/ K Kelurahan

Embong Kaliadin (buktiP-4 dan P;5) 
'Meny,ajalan perbuatan'Tergugat yang bersangkutan sebagai perbuatan

Menyatakan perbuatan Tergugat dan siapapun juga vang mendapat hak dari

Tergugat,"untuk segera, mengosongkan dan mbnyerahkan' persil,Jalan

Embong Sawo: No.1,' Surabaya, yang bersangkutan kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat'membayar ganti rugirkepada penggugat sebesar Rp.

12.461. .g26.027 ,50,- (dua belas milyar. bmpat ratus enam puluh satuljuta tiga

ratus dua,puluh,enamilribu dua:puluh,tujuh rupiah lima puluh sen) ditambah

bunga menurllt Undang.Undang seb.esar 249/o.,setahun (atas dasar,,bunga

sebesar 2:o/o p,er bula:n) terhitung sejak gugataniini oioaitarkan sampai
.. . .: . : ' I

dengan pada s-aat per:Sil,sudah dikosongkan dan diserahkan dalam keadaan

::ronn l"RadlPenggugafi 
sampai seluruh jumtah dibayaritunas ;

6. Menghukum ,,Tergugat:,:,membayarr ganti rugi kepadar Penggugat uang

sejumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar hma ratus tiga puluh juta rupiah)

setiap tahun, terhitung:mulai tahun 2001, sampai saatnya persil yang
: 

-;.; 
.. i

bersangkutan :'diseral,kan dalam keadaan kosong kepada :penggugat,

sampai seluruh jumlah'dibayar lunas ;';. .., , i,r. "r i
7. Menyatakin putusan dalam perkara ini dapat serta merta dilaksanakan ;. .r

B. Menghukum Tergugaf,imembayar uang paksa kepada penggugat sebesar

Rp, 50,000.000,- (lima.lpuluh juta rupiah) sehari untuk setiap hari Tergugat
,,. .,

tetap alpa mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong persil

Jalan Embong Sawo No. 1 Surabaya, tersebut diatas kepada Penggugat
- ' . .. .rj : ' .l

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 13BPIOPdU2006
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:

dalam tempo,S (delapan) hari terhitung sejak rergugat menerima tegoran

untuk itu,ciari Pengadilan ;

L Menghukum Tergugat memikul biaya perkar,a ini ;

SLIBSIDAIR :, . ,

Mohon putusan yang seadil,adilnya.

Menimbang; bahwa amar putusan pengadilan Negeri surabaya No.

309IPDT.G/200{iPN.sBY;,tanggal 2 cktober 2001 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan$ngatan.Penggugatunttiksebagian; ';" .1 r': ' , .

2. Menyatakah:Teigugat,melakukan perbuaiah'melawan hijkum ;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemirik sah persil yang terletak di Jalan

Embong Sawo No.l Surabaya, sebagaimana tersebut dalanr Sertifikat Hak.:.
Guna Banguhan.No. 1364/ K dan Hak Guna Bangurran No, gsg/ K, masing.

masing'ditKelurahan Embong Kaliasin Surabaya,; : ,i ,,,,

fulenghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya,

untuk menyerahkan persil Jalan Embong sawo No. 1 surabaya dalam

keadaan kosong dan baik,kepada Fenggugat ir , ,, , , -

Menghukum Tergugat:igar membayar ganti rugi (untuk:kenrgian dari tahun
1989 hingga tahun 2000) sebesar Rp. 6.230.663.013,7s,- (enam milyar dua
ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupian tujuh
puluh lima sen) dengan bungan 12% pertahun, sejak perkara didaftarkan di
Pengadilan Negeri surabaya hingga diselahkan kepada penggugat dalam

Menghukum Tergugat, membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah
Rp. 765.0-00.000,- (tujuh ratus enam puruh rima juta rupiah) setiap tahun,
terhitung mulai tahun 2001 hingga persil Embong sawo No, 1 surabaya,
tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada penggugat

sampai seluruh jumlah dibayar lunas ;
l,

Menyatakan bahwa prr,qtusan daram perkara, ini dapat,idualankan terlebih
dahulu/serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun perlar,vanan ;. ,- : -
lvenghukum Tergugat"membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan dalam
keadaan kosong, B hari'lsejak,Tergugit menerima tegorarr dari pengadilan

Negeri sampai diserahkan kepada penggugat 
;

Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul sebesar

Rp. 197.000,- (seratus'sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;i ': : jl:': ir: j

Menimb-anor,bahwa, apar putusan Fengadilan Tinggi surabaya No.

32}lPDTl2oozPTisBY,'tfhgbat ze Agustus 2002 adatah sebagai berikut :

, .:. '.;.

,i'I
;i
1i
til
ni

6.

6.

9.

Hal. 4 rlari 12 hal. Put. No: 13BPK/pdV2 OOA fu
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- Menerima,permohonan banding dari Kuasa Tergugat - Pembanding tersebut

ciatas;i'...'].,...:,....
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober 2001

No. 309/Pdt:G/2001/FNrSbv, vanq dimintakan bandins tersebut ; ' ' ,--- --_:'--- '

DENGAN MENGADILI SENDIR| : '

- Menyatakan gugatan Penggugat - Terbanding tidak dapat diterima ;

- Menghukunr Penggugaj-TerbSnding' untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat pbradilan yang'da1am tingt<at:Oanding sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga
, :....'tl:, j. i ,l.. :

puluh ribri rupiah) ; ' '' '

, , i.

Menimbang; bahwa amar putusan Mahkamah Agung Rl No. 1819 l(PdV2003
r ; I ., i, ;: ll rtj_.,

tanggal Z wtare[ ZOO5 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut :

,.,,11'l | ::'!. r .''-r.i .

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. INTERSUR,\-

BAYA lNTlLAND,,,yang diwakili kuasanya TRIMOELJA D. SOERJADI,SH. dt<k.

Tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal'23 Agrrstus 2002
:i" : '

Nomor : 326lPD-l 12,002/PT;SBY. ;

,l{'I
!

li
l

11,

:i
i,i
:t

,.1 . ,r:

1. Mengabulkan'gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat nrelakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah persil yang terletak di Jalan.

Embong'Sawo' No.1,,Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak

Guna Bangunan No. 364/ K dan Hak Guna Bangunan No. 359/ K, masing-

masing di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya ;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang rrendapat hak dari padanya,

untuk menyerahkan persil Jalan Embong Sawo No. 1 Surabaya dalam

keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;

5." Menghukum Tergugai agar membayar ganti rugi (untuk kerugian dari tahun

1989 hingga tahun 20q0) sebesar Rp. 6.230.663.013,75,- (enam milyar dua

ratus tiga puluh juta ertam ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupian tujuh

puluh lima sen) dengan bungan 12% per tahun, sejak perkara didaftarkan di

Pengadilan Negeri Surabaya hingga diserahkan kepada Penggugat dalam

keadaankosong; l .'
1.. rL ,.,?:,I,r.'.

6. MenghukumlTergugatilnembayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah

Rp. 765,000.000,-'(tijiuh,ratus enam puluh lima juta rupiah) setiap tahun,

MENGAPIL!9ENDIRI :

j
;ll

1
,:

.j

ii

,li
,l
lliii
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: i"!.

terhitung,:mulaiilahun 2001 ,hingga pelsil Emborr$ Sawo No. 1 Sttrabaya,

tersebut diserahkan, dalam keadaan :kosong dan 63111' kepada Penggugat

sampai seluruh jumlah dibayar lunas ;

7. Menghuktim:'iTdrgugat'membayar uang paksa sebgsar'ftp; 10.000,900,i

(sepuluh juta r0piah),untuk'setiap:ihari keterlambatan menyer'ahkan Oaiam

keadaan:kosdng, B hari sejak:Tergugat menerima tegoran dari Pengadilan

Negeri sampai,diserahkan' kepada Penggugat ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk mernbayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan,lyangldalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp,

500.ooo,.(limaratusribur:upiah)i.'].'::.].:]'.....
Menimbangl,bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum'tetap'it"rtubut, yaitu,putusari Mahkamah Agung: No,1B19 lVPdU2003

tanggal 7 Maret 2005 diberitahukan :kepada Termohon Kasasi dahulu

TergugaUPembanding pada tanggal 20 lvlei 2005 kemudian terhadapnya oleh

Termohon,Kasasi dahulu TergugaVPembanding diajukan permohonan

peninjauan kenrbali, secara lisan. di Kepaniteraan Pengaclilan Negeri Surabaya

pada tangg 
^1s,i12,,iAgustus,:2005 

permohonan , mana clisertbi dengan alasan-

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

tanggal 12 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa' tentang permohonan peninjauan ,kembali tersebut

telah diberitahukan kepadar,pihak lawan'dengan seksama ,pada tanggal 16

September 2005:kemudianrterhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan

jawaban' yang,diterima di-,Kepaniteraan Pengadflan Negerl Sulabaya pada

tanggal 12 Oktober 2005,i '

Menimbang; bahwa'oleh kareng itu'sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan

72 Undang-Undang No:'l4tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undqng No, 5 tahun 2004;:perffiohonan peninjauan kembali a quo

beserla alasan-alasannya yang diajukan daiam tenggang waktu dan dengan

carayarlgditentukanundang'undang,formaldapatditerima;
,;. 'i: '

Menimbang, bahwa''Pemonon Peninjauan Kembali/Termohon kasasi

telah mengajukan alasah.alasan peniniauan kembali 'yang pada pokoknya

sebagai berikut:
'l kekhilafan dan1. bahwa Judex Jure Mahkamah Agung telah melakukat

kekeliruaf dengan sama'sbkali tidak memberikarr pertimbangan hukum
'.,i-. ; I

apapun atas Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi maupun Kontra Memori

" 
t"

Kasasi darf Teimohon,Ka-sasi i , '1,

Hal.6 dari 12 hal. Put, No. 13BPl(Pdt/2006
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. ,:: :)i .," :ri.:l

I :, lt;li:i i i irr: ' ,
.:".i. ,lt . .: :.,:: ji:, I 

,I]

i- ,.: ..,

bahwa , dbngan ' tidak ' adanya 'lsame.,selralil pertimbangbnr hukum yang .:ii
'':

diberikan Judex Jure di dalam memberikan putusannya (onvoldoend" '1,

' ,,: .: , '!'l
gemaotiveerd)radalah jelas dan tegas membuktikan bahwa Judex Jure telah ',ii

, .' . -- - :. r.--"'-:'- ' | : ,' r, .

bahwa kekhilafan dan kekeliruan tersebut Nampak pada putusan Judex Jure ,

, ':,' ',. ,. , lii i

':

fahwa.uuil1ir,.lure 
te]ah'khlaf dan,keliru kalena,'hany4a;,membenarkan 

ll
keberatan',Pemohon, Kasasi, tetapi tidak mempertiinbangl<an mengapa ,i

,;r:i

keberatan;kebbiatan , tersebut dib-enarkan,.dan hanya dengan menunjuk ,,,1j
: ,.: ll

bahwa pertimbangan,Pengadilan Negeri telah tepat dan benar tanpa 
I

. : r. 'i!
mempertimbangkan mailakah pertimbangan'yang dianggap telah tepat dan 

'il.;

I , , '. . l', 1 
i : .1.:ll

bahwa'keb"ratan ::psrn6h6nIKasasi yang, mendalilkanl'mengenai adanya'-j
pelanggaran Berita Acara No. 51 tanggal 12 April 1955 (bukti T-10) adalah ,,

tidak benar. Justru Judexr,Jure y?ng rpllsmbenarkan"clalil Pemohon.Kasasi ,ri
,.,.:, ,,:...,t,:., ...:;::,-.;,i; ....1. I ,.-. .... Illf

telah salah, membaca'1dan .mengartikan Berita Acara'tersebut, kesalahan ',lir:,,ii
tersebut,tampak pada :i .; ' , , :,,11

bahwa rapat pada:tanggal 12 April 1955 yang dituang dalam berita acara

No. ,.55'.,,adalah ti'Rapat Umum i, Pemegang Saham , (RUPS) NV
r,, ': , I : l

SOERABAIASCH SPORTTERREIN; lang I ffieflurut, Anggaran,Dasarnya
. : , , . . ,...,,,, I . . . .

dipimpin,, olehi: Direkturnya yaitu Meester Marie Johannes,,Jacobus

Campioni ;, :'i ,

bahwli den$an:demikian kshra,un Meester Marie .Johannes .Jacobus

CamBioni,';r1, adalbh,. dalam kapasitasny4a , sebagai' Direktur NV

SOERABAIASCH SPORTTERREIN, bukan sebagai Direktur NV Maclain

Watsgn & Co. sebagaimana didalilkan Pemohon Kasasi dalam

keberatnny? i, :

bahwa adapun pencatuman Meester Marie Johannes Jacobus Campioni,
'

Agen,daf NV M"l]"ilrWatson &.Co. adalah:untuk memenuhi pasal 25

Peraturan,.Jabatan,iriiNotaris ly"ng mengharuskan seorang Notaris

mencantumkan "peker,jaan atau kedudukan dalam masyarakat" dari

Penghadap yang datang kepadanya. Namun mengenai dalam kapasitas

apa penghbdan da kepadanyb sudah diterangkan dalam akta yang

dibuathya, i' seba$aiinana kemudian ditegaskan lagi dalam Akta

Pembetulan No 31'; ',

bahwa,rp.ertjmbangan, Pengadilan Ting g i pada halaman 5 sesu n gg u hnya

sudah-sdsuai dengan,Komparisi dari Akta No. 51, justru Pemohon Kasasi
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yang ;'1";"n't mencampurad ukkan agenda,r rapat, dengan,komparisi d alam

, AktaNol 51 ;:, :' ';l; : t,' ' , 
'

5.2 bahwa keberatan Pemohon Kasasi yang.mempersoalkan perubahan nama

SOEMBAJA CRICKET EN [-AWN NIS CLUB (SCLTC) selanjutnya''-'-.'-
lugar OiseUut SLTC menjadi pERKUN/rpuLAN, oLAH RAGA EMBONG $AWO

'

disingkat:'PORES (selanjutnya juga disebut,.PORES) dan status harta NV

SoERABAIASpH SPORRERREIN juga harus dikesampingkan, karena :

- bahwa,keberatan tersebut adalah mempersoalkan bukli-bukti perubahan

SCLTC menjadi PORES, sehing.ga Mahkamah Agung tidak mempunyai

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili "bukti-bukti" tersebut

karena penilaian bukti tersebrrt menjadi kewenangan Judex Facti, bukan

Mahkdmah'Agung; : , .

bahwa,'SOEMBAJA CRICKET EN LAWN IENNTS CLTJB (SCLTC) yang

ian, berubah, "nama rnenjadi PERKUMPULAN 1,QL{l-1 , RAGA

G :SAWO,disingkat PORES, telah memperoleh persetujuan,'dari

Menteri Kehakiman'dan HAM Rl berdasarkan Surat Keputusan No. :C-

901 HT.'01.06.TH.2002 tanggal 28 Maret 2002 (bukti T-19), dengan

demikian kedudukan Termohon Kasasi adalah badan hukum yang sah

sebagai: pemilik/penghuni bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah

Eigendom Verponding No. 5525 dan No. 5549 yang terletak di Jt.

Embong'Sawo No;,1 Surabaya, disanrping itu SCLTC sebagai pemegang

yang.sgh Surat ljin,Mendirikan Bangunan di atas tanah tersebut ;

5.3 bahwa.',Pemohon Kas.asi telah mencampuradukkan antara'dua Baclan

Hukum yang mandiri yaitu NV SOERABATASCH SPORTTERRETN ctengan

Handel Maatschappij Maclain Watson & Co.N.V. oleh karena itu keberatan
'

tersebut harus ditolak karena :

- bAhWA NV SOERABAIASCH SPORTTERREIN tidAk tETMASUK di dAIAM

obyek nasionalisasi atas perusahaan lnggris khususnya Maclairr Watson

& Co;N.V,,sebagaimana Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1g64, oleh
' karena itu yang dilakukan PT ,Aneka usaha perkebunan (persero) yang''

mengakui tanah dirlalan Embong sawo No. 1 surabaya milik Handel

Maatschappij Maclain Watson & Co.N.V, adalah merupakan rekayasa

dari PT Aneka usaha Perkebunan (Persero) yang dirakukan dengan cara;' , .-, -''

mempergunakan nama Fraser, Eaton & Co yang dianggap sebagai
; ." .' 

r -':'g

cabang ,dqri eer,rU$ngan ffendel lvlaatschappij Maclain Watson &

Co.N,V.; '.'

I

,ll

',ii
ri I
'.i1

L

I

i

i

i

l

!

I

,rll
ri:

""" h] ,
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- bahwa"Nv SOERABAIASCH SPORTTERREIN adalah perusahaan milik

Belanda 'dimana pemegang s_ahamnya. antara : lain,, Marie Johannes

Jacbbus':,Campioni, :Barend de Koki Frank' Guypers,'Gordon Rowley,

George:.Ervlard',Jeffries;,, dan'seba$ai novum Pemohon Kasasi telah

menemukan bequpa Kartu lmigraSi atas nama :Barend de Kok yang

membuktikan yang bersangkutan adalah warga,Negara,rBelanda, dan
:

telah meninggalkan'lndonesia dengan EXit'Permit No, Ep.Sba S-9/31 1C

Suiabaya,tanggal lT'September1957; I . , '1' , 
l

5.4 bahvra Pengadilan -linggi telah memberi pertimbangan yang tepat dalam

putusannya,karena berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979, Termohon , iii
Kasasi yang 'rtelah dari dulu ,hingga kini menghuni,:,nlenempati dan il
menggunakan tanah bekas Eigendom Verponding,No, bs?S:rdan No. 5549, ,;

sudah ,seharusnya imendapat prioritas untuki me d' 
'atkan ,lak,atas tanah ,ii'

bahwa Termohon Kasasi'secara terus menerus sejak tahun 1gOb sampai

saat ini; tidak pernah mengalihkan status pengelolaan tanah di Jl. Embong

Sawo No.;l,Surabaya kepada siapapun, termasuk kepada pT Aneka Usaha

Perkebunan (Persero), oleh karena itu kedudukan pemohon Kasasi yang

nrenganggap sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan arlalah

bertentangan dengan Surat. Menteri, Agraria/Kepaf a BPN' tang gal. 6 Okiober

1995 No. 550.2-2873 perihal "Tanah Hak Guna Bangunan No. 364/t(l(et.

Embong.Kaliasin, lKec",Genteng,,l"Kodya: Dati ll Surabaya'r, yang juga

menyinggung tentang tanah,HGB No, 359/t(Kel, Embong Kaliasin.,

bahwa Penrohon Kasasi telah salah menafsirkan pertimbangan pengadilan

Tinggi dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah mengambil alih

kewenan$an ,. Pengadilan , ,Tata ' Usa rl:Negara, karena yang

clipertimbangakanl Pengadilan Tinggi adalah :

a. terbukti Pemohon Kasasi' tidak'memenuhi syarat-syarat sebagaimana

tercantum dalam Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPl,l No. 550.2-

' 2873 tanggal6 Oktober 1995 ;

.r:l l.
rf

li

5.6

I

I
i

i
I
i,:

b. bahwarPengadilan Tinggi bukan menilai sah tidaknya Keputusan Menteri

Agraria tersebut, tetapi menilai apakah syarat-syarat yang ditentukan

dalam surat tersebut telah dipenuhi ;

5.7bahwa Pemohon Kasasi salah menafsirkan pengertian bahwa Sertifikat
..,'', ,' ' .:'. i ': , :

merupakan alqt pembUktian yang kuat, karena sebagai alat bukti yang kuat, i r i ,"1ri.i.i. - -.. ,, '

bukan beiarti mutlak, ka'rena apabila pihak lain dapat membuktikan adanya
...

kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan dan peralihan sertifikat

Hal. 9 dari 12 hal, Put. llo, 138Pt(Pdtr2 o;Oa /)it
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5.9bahwa sangat tidak relevan'Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi

tersebut, maka:sertifikat,tersebut'dapat:dinyatakan tidak sah, Mengingat.:
proses ,peralihan hak yangldilakukan,,ofehl PT Aneka" usaha Perkebunan

(Persero)'tidak'sesuai dengah: Keputusan Kepala BFN,No..1 Z/HGB/BpN/BB

tanggal 10iDes-ember 1988 dan Keput0San KDH Tingkat I,Jawa J'imur No.: : -.
593.52,rt1zg6v2,O2l1g88,,tanggaf .',5..:.11 - -ber,lgg8r'yaitu mengenai

persyaratan pengganti Mbetbrief (surat ukur) tanggal 13 Maret 190S No.73;

maKa pemDenan HGB'terSebut batal'denganrsendirinya ;i,,',
5.Bbahwa, keberatan Pemohon Kasasi,,: yang mempeisoalkan, mengenai

penilaian ,,bukti .dari Judex, Facti ,serta pengungkapan fakta tentang

keberadaanl,lr.l')Isoedarto; , [rlksn, 'mbnjadi ,kewenangan Mahkamah 'Agung

sebagaiJudexYuris; , ,: , , ' i ,

untuk .,mengosongkan,tanah dan, ,bangunan di .,i1, Embong Sawo No. 1

surabaya, karena antara Pemohon Kasasi dengan Termohon l(asasi tidak

ada hubungan hukum, seharusnya Pemohon Kasasi menggugat pT Aneka

Usaha Perkebunan (PT 4UP), climana telah terjadi peralihan hak

SPORTTERREIN, ,ldengan demikian, . terbukti:. , bahu'a NV

SOEMBAIASCH SPORTTERREIN adalah Badan Hukum Asing Ex.

Belanda dan bukan perusahaan milik lnggris (bukti pK-1);

surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 12i88 tanggal 7 Januari 19BB

yang diterbitkan lr, Soebardi selaku Kepala Kantor Agraria yang

membuktikan tanah obyek sengketa sernula adalah merupakan tanah

Eigendom Verpondint No. 5525 dan No. b54g yang seternpat dikenat Jl.

Embong SaWo No 'i'Supabaya (bukti PK-2);

Pernyataan Presiden Direktur PT intersurabaya lntiland tanggal 22 Juni

1993, yang dibuat dihadapan Notaris lmam Sudjono Hermanto, yang

membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali harus menrenuhi. 1'1 l:'1.'. .t,. .,.. ,i,:. . .,:..

segalb',ketentuan' yang dipersyaratkan dan tanpa pemenuharr tersebut: ,,' :'

maka ijin pemindahan'hak pakai adalah batal (bukti PK-3);

dengannyai r' ',:',,',r .,, , :,
6 bafwa Pemohon Peniniauan Kembali mengajukan bulrti baru (novum),i .....,1..'...

berupa:,; , "'
a. Kartu lmigrasi atas nama BAREND de KOK, yang membuktikan bahwa

BAREND de 'KOK adalah warga l{egara Belanda, dan telah
. . .. : 1 :

meninggalkan lndonesia tanggal 17 September 19b7, BAREND de KOK

adalah . salah satu, pemegang saham NV SOERABATASCH

b.

Hal. 10 dari 12 hal. Put, No. 13{JPl(PdV2006
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d, surat: No., 640/1868/402,4.6t2002 ianggal 2s oktober zoo2 yang

diterbitkan 'Drs.,Bambang Dwi Hartono,MPd., selaku Walikota Surabaya
'I.

yangi'membuktikan' bahwa PORES adalah pengguna tanahl dsn,juga
pemilik rrbangunan ' yang menurut Keppres No. 32 Tahun 1g9g jo.

Reraturan,Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1999,memperoleh prioritbs

untuk,rRendapatkan hak atas tanahltersebut (Bukti,eK-a; ;'

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan penirrjauan kembali tersebut': . ,

Mahkamah Agung berpendapat :

menqehAi:aiaeahjalasan ke, l,eampa! den0an Qag :, . ',bahwa ,,alasan-alasan tersebut iidak',dapatlr 6;pun"rkan, , karena tidak

terrJapat;suatu',kekhilafan Hakim atau.suatu kekeliruan yang nyata, birhlibung
alasan-alasanii tersebut : sudah diajukan,' cialam tingkat kasasi dan telah

dipertimbangkan:,,oleh Mahkamah Agung iss6agaimana mestinya, sehingga

n-alasan'ltersebut tidak memenuhi,ketentuan sebagaimana diatur dalam

67 huruf f undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah.l'
i1" iubah dengan Undang-Undang No. b Tahun 2004;

ii

"
f

l.
ti:..

I
i
t:
lr

f,
t
i'
i

menqenai alasan.alasan Ke 6,:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sgrat-
surat bukti yang diajukan sebagai novum, yaitu bukti pK-|, lv dan Vl dibuat

setelah perkara diputus, sedangkan bukti pK-ll, lll dan V bukan rnerupakan

surat-surat ,bukti yang bersifat. menentukan, sehingga tidak termasuk novum
sebagaimana;dimaksud dalam pasal 6z-huruf b jo. pasal 6g huruf b undang-
Unclang No.'14 tahun 19gb sebagaimana yang tetah diubah dengan ,;;;;;
Undang No. 5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajuran olelr: PERKUMPULAN OLAH

RAGA EMBONG SAWO (PORES) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

ditolak i ,

, Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kernbali clitolak,

maka biaya;.Perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan;.,
kepada Pemohon''Peninjauan Kembaii' ; , l

Ivlemperhatikan pasal-pasal dari undang-undang No. 4 tatrurr 2004 dan

undang-undang No 14 tahun 198s sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain
r ..i '. , '..

yang bersalgkyil,n; 
, .;liir, I ,,,,.:, ,
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Menolak permofonan peninjauan:kembali dari : pERKUMpuLAN OLAH
RAGA EMBONG SAWO (PORES)teisebut;

Menghukum pemohon peninjauan Kembari untuk membayar biaya:,, ' . 
.t - t. : .. 

'--_-.

perkara d.alqm,pemgriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp,2,b00,000,r'
(dua juta lima ratus ribu rupiah);' .,, i r ..

Demikianlah dipuiuskan daram rapat permusy.awaratan Mahkamah
Agung pada hari senin tanggal 14 Agustus 2ooo oreh Atja sondjaja,sH. Hakim
Agung vang,{itetipkan oleh Ketua Mahkamah Agung:.sebagai Ketua Majelis,

Made Taiei;sH,;dan H, Muhammaoraurir< sH,,Hakim Hin,, onunn sgoagui
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut b-eserta Hakim-Hat<im Angggta tersebut danidibantu
oleh Edy Pramono,sH,,MH. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh
keclua belah pihak

Hakim - llakim Anggota ,:

ttd/l Made Tara,SH. r'ii ,

'" ..... ',j,r',
ttd/H,,Muhanrmad Taufik;SFl,,

' '' ;

Biava: biava, !

1, Meterai :

2. Redaksi 
.

3. Adm. PK ,

Jumlah I ,'

,Ketua:
ttd/Atja Sondjaja,SH,

Panitera Penggantj :

ttd/Edy, Pramono,SH,,,MH.' Rp, 6,000,,

Rp. 1.000,-

Rp. 2.493.000.-

Rp. 2.500.000,-

ii
l.
I
ti

I
fr,

[',,

f'.

I
I
1,.

[i
lr'
t,'

ll'

AGUNG R.I.
a,n. Panitera, !F-

Ferdata,

svNusr. sH. rlxtf:

Untuk salinan

NlP. O40030.t69
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, AI(TA JUAL BELI

N9. !'6 / yffr ne gG,.

0'e b t,q I tene€nf e{ lgrnttr lg96t

I t  Jul I No.

rlntang ruurghadnp kcpada saya. ABoURnATAa AslilBLtE. s.il.
CnmaL Kc0ilaWilayah Kcc.:unitnn Notarls di surabaya
ot.tiut
trcrdasartan kctcntuan dala"rr 5 Pc,raturan Mcntcri Agrula No. 10/1961
Naslonal dcogon Surat KcSutusannya tanggal
bcdlrdox-

, r.,rr. r .dlurgkd . 
pebagal PeJ$at P.cmbuat /rkta Tsnah yang dirrraksutl rlaiem

posd.ig Pcnturon PorncilntahUo. tO tahun 196l tcntang PcruJaftaran Tonah
untukWley$, f,otoradya guraEcyar

G.t t - . t
r t

olch arksl-suksl lang dtkcnal oleh saya, pcJabat pcrnbuat Akta
Tonah dan rkan dlscbutkan dl boglan aklitr [kta Inl :'
'i.. t'. 

tlu.n 
s'6Egt.lolto Juga cttultr ddn dlcobut co€8lJoilo thot-

, . ' . '  .IINOJO; uiur 5i lr lr irn, l lHl-, prnou3tha, bcrtclDat.t lng-
gal dl Surubaya, Jt ' .  TrunoJoyo l lo. l-3; -:--------

2. Tuin /sn||Punllo Juga dt'lullr dan dlrcbut Snllpunllo ll^0l-
II .OJ.OJ0, uaur {2 talrun, ftNt..,  pongusa.hE, bcrtoopat t lng-

.gd. dl  Surebayi ,  J l .  Dr. 'sutolo Ho. lo;
lGnurut. kctcrrngan iercka daliq'hal ' lnl bort indak dalae
hcdudlrkannya. selrku Prcsldon 0lrulttur den Ko;lsafl i ,  drr l
dan dcrlklrn sah rcraktll PT. IilTEffiURncnYA IHrlLnH0, bcr-
kadudskrn dl Surebeyrr y.ng Anggaren Orcarnfa tetrh rcnda-
prt pcnlccihan aebagal Eadan llukun darl lnstansi yang bsr-
renang tan.ggrl .12 P.qbruerl 1190, Ho.p2'709.l lT.0l.0l.Tlf.90r
dan tcrekhtr dtrubah dengan akta uya, Hotarls, tanggal 12
Noponbcr 1992, No.33,'si lrku dcl l l t l rn berttndak berrlasar-
Itan ahta.Kuasd Khusus Untult HcnJual tqngSal l l  Aprl l  1t89,
No.l. t ,  dlbuet dlhadapan 3ryr, l lotartt,  darl dan darlkhn
untulildan qtls nma PT. -ANEKA UgAllO PERKEsUllAll (PERgERO),
berkadudukrn d! Jakart i ,  yang dalan lcletukan fcrbuetan
6ukun lcnurut .  akta ln l  te lah nendapi t  .per 'sctujuan drr t
Hentcrl l fcgrra Rgrlr la/<cpala Eedan Pertanehqn ttastonal
ttnggql 6.0ktober 1995, . i lo.550.2-2873- -------: ' --

'  l l  .  , .  t ' ,  r  .

.  
' .  

. . -p lhak ?ehj i la l ,  unt 'u l t  s i lahJuttrya dlsebut PII IAK PERTAHA' .
' -a i .

{ I .  f  . . 'Turn 30EBlJ0l l0 juga <i l tu l is  dan disebut S0EBlJ0l l0 Hf l0 l -
. t f IDJ0J0 -.dan

2. fusn SAltPUilN0'juga $itut is dan dlscbut sAtlPURlt0 H,t0I-
uio.lo.ro ;. ---'---:-------- ---- -

' renUrut keterangan rrdreka dalaa hal  in i  bert indak dalan
kedudl t l tannya selaku'Presidon Dlrcktur dan Konisarts,  dart
dan dentklah eah levakl l i  PI.  I I ITERSURAOAYA l l t l l lAl l0,  ber-
kedudul tan di  Surabaya tersebut diatas.

-pitraf Per,be! 1 , uirtuk selanJutnya dlsebr,t P l l ' iAK KEouA' -

V

Pada hart tnl, !$'1,

.  . . .  t

t

Perolehan hak..., Patrick Audhie, FH UI, 2012



; ' ' ! r . :
r l

I

. ' l

l , , t . i . |  , . \  
' t "  

tq '2

. . : . ; ' ,  +
. )

, Psra pcnbhadop dili,cnal olc$ iayo' PcJabilt Pctttbuot O*: t:."t]'

huk tuilik atis

I  inaratus t i  gapt
l|lctcr pcrscgl )

. t

t . '  . :

.  . l

. . :  /

,  t .
.  r . r j / .

t ' t

,-  !  ( l r l l {
_ 

' l  .  a

r .  .  t- - t{AH

-  
'  l  

" '  
',  '  .  |  . .

' l ' . f . r

BE

Surabaya.

. t

I
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. -Pibak pcrtama rlan pilrakkc5itla mcncra{8\an baltwa :
- . '  - '  - '  i r ' -  -  . . ;  - l  .  n-  

^ - ,  
,

a. - jual bcllinl ttilat&rkau dengatr'harga : Rp .2.263.946:356,-- (dua ni, - -  (

r  d.ubratq's ' .enamp,u. l r lhr,Eigat ' l .u !0csenrbi  l  annatus empa tpu luh enan
'  

- " - r '  - "  . '  r . , t  i - .  -. t isararus .li6apu ilt\. .L$ : fliid-h) .
r'igl*.unitruh' liri;ncrlnla scpcnuhn )'it uan g tcrsclru(' 

. .b..- pihnk pcrtunl.r rtrchgr*.u'tcla!t..inQncrUna scpcnuhn)'it uang tcrsctu(

.""' ...."-'.' '""'.' .,Jiatas diui pihak kcrlua Oati unitii pcilcriulairn uartg tcrscbut alrtaini

i ,JrlA; r t'rl Ay...rf....,.,.,-'.,u."lial';u 
nula scbagai tanda perrcrhllaiul y:ulg sidr (l:rvitirrrsi)'

r  l . -
: i  t  i  :  . . '  {
t {  

' .1 
'  . i  v

l . .J i i . . . r . . ' , '

[ l  . " r . , . f . . . . . ' - : i . t i , - f \>:r , . ' , ' , -  ' r , : .  . .  l \ .  . r
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c. -' jual bcli irri dilakukan dcngl syirdt-siurat scbitgli bcrikut :

. .  . \ . r  
i .  -prsnl  l - .,  '  

- r  .  i

- M.ulai' lruri ini trbjck junl bcli yang rJiuraikdn dirlurrrlkta irri tclulr nrcrrju<li rrriliL
.pihuk kcrlun dun kugmnya segala kcuntingan yrng rlldirpirt durl .. drn icgula
kcrugiun'/bcbarr ltrs objck jual"bcli tcrscbut diatas ntcrtjrrdi huk/bcbrrn pilrlk

kctlui. L '
' t .  '  

" . '

\ '  " -pusi l2-
i ,  . ' '  

'

- Piluk lkrtnrna menjarnin, bahwa cbJck Judl bell tcrscbut di'.rtas Utlak lcrsangku,

..:.,dulam..suatri:ehg|ilil bcba; d:ul suatu silaan dan titlek tcrik:rt scbagd jnminar

. .untuk Euatu hutsng Canbcbu dati bcban-bcbanlplnnya bcnrp spaputL
' t

r t . . ! t

. r  -Pasat '3-  '1.
i{ : . ' . '

Ji kl r pndaftann lqralilran' lpknla . ditolak olch' . lnstarui B alan Pqtanahar.  \ . . ,  r'Nasional. maka jual bcll inl dianggap tldak prndt dilangsmgkrm.

Dalapr hrt rJqnlkiah nraka pihak 'prtanra dcng'an inl mcnrbcrl kuasa pcnuh kcpxtr
plhak k'a!ua. luasa mana ddak Oafat Ottuik kcnrbali den tidak rten bcrakhlr

\ . ' i

I \ ,-". ,
'  . \  . ' ,  :

'  . .  .  . ; , '  i ' '  : , . , - !u iat

0alan !ual  bel f .  i r i i  penjuai  t tc lak '  dtwaj lbkan ncobayar PPI
'  pasat-  2s,  sesuai  st i rat  dar l  Kantor Pelayanan Pajak Perusahaat

. .  Negara oan.oaeralr ; ,per i i ra l  surat  Ketcrangan PPh atas penjUalat'  
.  l " i i i , - t "ngsaf/s squstus lee6, No.s-461/wPJ.o6/KP-0l04i1e96'  - '

l ' -

.  l t  ' '  
l

I

I
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ilTIITCBI I'ICOARA AOFARI.A /
r:?AI.A IADAITI ?ERTAilAHAII NAS|oNAT

Nouor z JJO.2-2873.-
-Lanplt'an :

Perl.hal :  Tanah Hak Guna Bangunan
No. 364|K. Enbong Kal lasln,
Kecarnatan Genteng, KotanadYa
Daerah Tlngkat I I  SurabaYa.

IEMBUSAN dlsampalkan kePada Yth :

! .  sdr.  Kepala Kantor Pertanahan

rU Sdr. SoEBIJoNO qtq. PT. ANEKA USAHA
v JI.  Sumbawa No. t2,  surabaya.

Kepada Yth.

Sdr.  Kapala Kantor wl layah
Badan Persanahan Naal.onal-
Proplnsl  Jata Tlmur
dt. 

SI'RABAYA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Jutl r99t
Nomor 550.235-142{2,  per lhal  tereebut pada pokok surat ,  dan
dengan nenperhatlka
1988 Nouor g-{ lo/HK.13/1988 berrana 1nl dlber l tahukan bahwa
p Jln penlndahan llak Guna Brngunrn
No.36{ dan No.359/ l(  Enbong Kal lasln naelng-laslng luasnya I
15.530 U2 dan L.427 112 atas nana PI.ANF.KA USAHA PERr(tBlrNAN
(PERSERoI keoada PT. INTER SURABAYA rN'nr r.rNn seluae 15.530
H2, ter letak dl  Jalan Enbong Sawo No.1,  Kelurahan Enbong
Kal lasln, Kecanatan Genteng, Kotanadya Surabaya dapat dlee-
tuJul dengan syarat dan ketentuan-ketentuan seba-gai ber lkut 3

a.

b. Penerlara hak tldak dlperkenankan mengosongkan tanah terse-
but, yang sekarang berupa Lapangan Tennle, kecualL dengan
kesepakatan para'plhak yang nenggunakan tanah tersebut,
dan eesuaL dengan rencand kota (RUTR/RtlTRl{l , dan Pernya-
taan Presiden Dlrektur P.T. Inter Surabaya Int l land tang-
gal 22 Junl 1993 yang dlbuat 'dlnuka notarLs lnap audjono

.Hernanlc 
8H (Akta Notarl.s No. 5l .

c. Penlndahan hak harus dllakukan dlhadapan PenJabat Peubuat
Akta Tanah, sesual. dengan ketentuan yrng berlaku.

d. Dengan t idak dlpenuhlnya ?alah satu eyarat sebagalnana'
tereebut pada huruf .a, b, dan c, lJln penlndahan halc lnl.
batal .

Denlkl.an untuk rnenJadlkan roaklun.

UENTERI NEGARA AGRARIA/
PERTANAHAN NASIONAL

HARSONO

,  d l  Surabaya.

(PERSERo),
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34.
3L

OHOR

I
t

AKTA:

11 Apr l l  1989.

==--

TUA,SA THUSW UNIT'K MENJUAL

- Sallnan.

ABotIRnAtAQ A$lllBIl[, $. ll.

NOTARI9 & PENTABATPEI.IBUAT AKTA TANA}

DI

SURABAYA

,LN. KETAHPON No,2

TELP. (o3l) 6e2B
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I

-AZ a A,SHIBUE,
.{OTAR,IS.SURABAYA

Nomor:  54.

KUASA KHUSUS UNTUK },IENJUAL

I a s a,  tanggal 'Pada'  har l  1n1, har l  I  e '
I

sebelas (11) Apr i l  (1989) serfbu sembi lanra-

tus delapanpuluh sembl lan;
' l

I  Telah menghadap kepada saya, ABDURRAZAO
I

ASHIBLIE SarJana Hukum, notar is di  Surabaya.

dengan dihadir i  o leh saksl-3aksi  yang saya,

nobai- lb ' te lah kqnal  dan yang nama-namanya

akan'dls 'ebutkan pada baglan akhir  akta in i  :
I
I  fuan Insinyur SOEDARTO, Dl ' rektur Utama
I

P.T..  yang disebutkan dlbawah ln l ,  bertempat

.  t lnggal  d1'  Jakarta 9elatan, Pasar l ' l l ,nggu.

R.T.Oo9/R.W.OO1, sementara ln1 berada dl  Su-

rabaya; ---- - -
t -

I menurut keterangannya dalam kedudukahnya

tersebut diatas bartlhdak dan bortanggung

Jawab ponuh untuk mewakl l t  P-T. ANEKA

USAHA PERKEBUNAN (Pereero) berkedudukan

dan berkant,or pusat dl  Jakarta,  y8h9

'anggaran ' .da3arnya dldtr lkan, dlsetuJui

dan dlumumkan dalam Tambahan Ber l ta Nega-

ia Republ ik Indonesia,  tanggal  duapuluh

t iga (23) t laret  (  1985) ser ibu sembi lanra-

tus dela 'panpuluh t ima, nomor 28, Lembaran

nomor 4O7/L985, sesuai  Surat  Keputusan

Menter i  Keuangan Republ ik Indonssia,  tang-
:

gal satu (1) Nopernber (1984) ser ibu sem-

bi lanratus delapanpuluh empat,  nomor

LO99/Ki4K.OLL/ 1984 yang memuat penggant ian
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Dlrektur Utama P-T. tersebut;

Penghadap sqya, notar is belah kenaI.

Penghadap menerangkan dengan in i  membet- i

kuasa'kepada 3 ------

1. Tuan GONDO SETIAhfAN, pengusaha, bertempat
I
I  t tnggal  dt  Surabaya, Jalan Ketupa nomor 18,
I

2. Tuan SOEBIJONO, pengusaha, bertempat t ing-
I
I  gal  d l  Surabaya, .Jalan Sumbawa nomor I -z ,
I

3. Tuan SAI ' , IPURNO, pengusaha, bertempab Linggat
I
I  Af guraba;,a, Dokter Sutomo 10.
I

4. Tuan .SOERIJO GONDO SETIAT{,AN, pengusaha,

I

I  bertempat t lnggal  d i  Surabaya, Ketupa 18;
I

bersama-sama mcwakt l l  P.T.  INTERSURABAYA

INTILAND,.  berkedudukan di  iurabaya

- - -- --:-

untuk dan atas nama penghadap tersebut dl-

atas akan tetapl  Ctas'blaya dan resiko serta

keuntungan sendlr l  dar l  yang diber i  kuasa

untr lk menJual  dan/atau mbmindahkan hak/mele-

paskari 'hak baltr kepada yang diberi kuasa

sendlr l  rnaupun kepada plhak Iain dengan

syarat  dan harga yang dlpandang baik oleh

yang dtber i  kuasa, 'atas:  - - - - - -

A. Sebi .dang tanah Hak Guna Bangunan. nomor

364/R. Kelurahan Embong Kal iasin,  seluas

15.53O mZ ( I lmabelas r lbu I imaratus t , igapu-

Iuh meter persegi  ) ,  tebi I  lanjut  d iur-aikan

dalam Surai  Ukur,  tanggal  duapuluh sembi lan

(29) Apr i I  (1905 )  ser- ibu sembi lanratus

l ima, nomor ' r  123 dan Serbipikat ,  Buku Tanah

-1.
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B.

f f inahan Kotamadya surabaya,

tanggat duapuluh satu (21) Pebruar i  (1989)

ser ibu sembi lanratus delapanpuluh sembi lan;

Sebldang tanah Hak Guna 'Bangunan, nomor

S59/K. Kelurahan Embong Kal iasin,  seluas

L.427.n2 (ser ibu empatratus duapuluh tuiuh

meter persegi  )  ,  lablh I 'aniut  d iuraikan

dalam Surat Ut<ur,  tanggal  t lgabeias ( t3)

! ' laret  (1905 )  ser ibu sembt lanratus l ima.

nomor 75/f9o5 dan gert lptkat  Euku Tanah

dar l  Kantor Agrarta Kotamadya surabaya,

tanggal  l lma (5) Desember (1988) ser ibu

sembi lanratus delapanpuluh delapan; ----- - -
i

kedua Sert lp ikat  tersebut diatas ter tu l is atas

name pemberl kuasa dan rnerupat<an satu kompleks

ter letak dl  wl layah Propinsl ' iawa Tlmur,  Ko' ta-

madya'gurabaya, Keoamatan GenEbng, Kalurahan

Embbng KaI iasln,  setemPat terkenal  ="Utg" i

p6rs11 ja lan Embong Sawo' nomor l ,  ber lkut

segala sesuatu yang perdlr l ,  dt tempatkan dan

tertanam diatasnya yang karena jenis dan ke-

tentuannya tnenuru i  hukum dianggap sebagai

benda tetap.
I
I  SefanJutnya untuk keper luan tersebut di-
I

gtas yang dlber i  kuasa diperbblehkan untuk:

I
I  Henghadap t<epada instansi- instansi  dan/
I

atau pejabat yang berwenang, baik s ip i l
:

maupun qr i l i ter- ,  hot 'ar is/  Peniabat Pembuat Ak-

ta Tanah untuk memberi  dan minta keterangan-

keterangE[, .membua! dan minta dibuatkan eu-
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; t t / "Lb" ) , " .9 berhubungan dengan transaksi

JuaI .bel l  persi l / rumah tersebut dlatas,  me-

nandat inganl ,  mongaJukan dan/atau menarik

kembal l  perrnohonan, mlnta,  m€net '1ma '  serta

menolak keputusan serta rne.nu Luskan segbIa

sesuatunya, menerima uang hasi l  penjualan

Lersebut,  mempgrgunakan uang hasi l  peniualan

tersebut menurut kebiJaksanaan yang dibet ' i

kuasa, menagih kepada slapa .saJa yang t idak

mau membayar,  menyatakan lunas dan minta,

memberl  serta menandatangani  tanda bukt i

pembayaran (kul tansl)  dan demi tuntasnya

urusan tarscbut dlatas yang diberl kuasa da-

pat melal lui<an scmua perbuatan hukum yang

olehnya dfpandang baik dan berfaedah, segala

blaya-blaya yang t imbul aktbat kerusakan in l

me4upakan beban dan tanggung Jawab plhak

penerima kuasa

l '  ,
I  9ekarang manghadap kepada saya, !1otar is,
I

Tuan GONDO SETIAWAN.,  Tuan SOEBIJONO, tuan

SAI'iPURNO daN. tUAN. SOERIJO GONDO SETIAWAN
' ; I

ter idUut dlatas dan yang saya, notar- is te lah

kenal  r  f iBh€r 'sngkan dengan in i  mgnerima kuasa

menurut akta 1n1. : - - - - - - - - -

- : - - - - - - - - -  Demlklanlah akta in l

d ibuat dan diresmi l<an di  Surabayar pada I  r r ' i

dan tanggal  'sepert i  tersebut pacia t r  e ian
:

awal akta in i ,  dengan dihadi  r  o le l r  Ncna

Ais jah.  Sar jana Hukum dan l '1ar '  ,Jngl , io,  keduanya

pegawai.  notar is dan b , r ' tempat t inggal  d i
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Surabaya, sebagai  laksi-saksi

I
I  s. terah ak. .a in i  oreh saya, hotar is diba-
I

caka,,  kepada para penghadap dan saksi-saksi

ter . ,cbut,  maka eegera akta in i  d i tandat,a-

ngani  o leh para penghadaP, saksi-gaksi  ter-

sebut dan saya, notar ls.

I
I  Oi langsungkan dengan sembl lan perubahan.
I

yal tu t lga gant ian,  dua goretan dan empat,

tambahan
I
I  esf l  sahlh akta ln1 te lah dt tandaLanganl
I

dengan semPurna oleh: -- - - - - - - i - -

l .  Tuan fnsinyur SOEDARTO

2, Tuan GONDqSETIAWAN

5. Tuan SOEBIJONO. -------

4. Tuan SAI- ' IPURNO

:. 
Tuan soERIJo eOU.oo SETIAWAN. ------- - -

6. ' | . {ona AisJah SarJana Hukum

7. H A R I  O N G K O. -- : - - ' ' : - - - - - - - - - - - - -

jana Hul<um. ---8.  ABDURRAZAA ASHIELIE Sar

RIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA EUNYINYA.
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